Disusun Oleh :

TIM POLITIK DALAM NEGERI

Editor :
Drs. Agus R. Rahman, MM

Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI
JAKARTA
1998



BIROKRASI
DAN
PERUBAHAN SOSIAL POLITIK

Disusun Ole
TIM POLITIK DALA

0

AT

WA AR,

s )
~=""Editor:
Drs. Agus R. Rahman, MM



SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Sejak tahun 1994, melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun
1994, Sekretanat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia
(DPR Ry telah memiliki satu unil kerja bary, yaitu Pusat Pengkajlan dan
Pelayanan Informasl (P3l). Tugas utama P3| adalah melaksanakan
pengkajian dan analisls serta penyediaan informasi.

Datam sangka M, maka opdya P3 oeensrbiian bukue lesdong
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kinl Orentosl biokres pemadnizhan yang  dibitk-betatan pada unaw
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hubumgaiiya dangan =theast plisbaltiniamasionsd. D dalam Ketedhppan poiith
dalsm nepari berhdgel keiangan rasyersket fanah &t canderunp
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Buku ini diharapkan mampu merangsang pemikiran lebih lanjut dan
tindakan untuk menempatkan birokrasi yang semakin menampilkan wajah
demokrasi dan sifat profesional dalam pelaksanaan lugas-tugasnya

Akhimya, Saya berharap usaha yang dilakukan oleh Pusat
Pengkajian dan Pelayanan Informasi ni tidak hanya berhenti sampai di sini
Saya menunggu setiap tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan
pengkajian dan analisis selain untuk meningkatkan kemampuan analisa dan
wawasan para staf P3y juga dapat merupakan sumbangan bagi upaya
peningkatan kinerja dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Saya
menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bersusah
payah ikut membantu terbitnya buku ini. Semoga apa yang kita laksanakan
ini bermanfaat bagi kita semua

Wassatamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, Nopember 1968
Sekretaris Jenderal DPR Rl
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PENGANTAR:
BIROKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL POLITIK

Agus R Rahman

Suatu masyarakat dan bangsa d negara mana pun @& dunia ini
selalu mencita-citakan kehidupan yang demokratis baik secara poiitik,
ekonomi mavpun sosial-kultural. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara
vang demokratis dibingkai dalam satu kerangka sistem politik. Seberapa
besar kualitas demokratis dari kehidupan sosial politik suatu masyarakat dan
bangsa #u sangat ditentukan seberapa jauh format sistem politik yang
dibentuknya itu bersesuaian dengan masyarakat dan bangsanya

Fenomena kehidupan sosial politik suatu masyarakat dan bangsa
akan bersifat kompleks karena kehidupan sosial politik itu sendiri merupakan
interaksi dari kekuatan-kekuatan ekonomi, politik dan sosial-kultural Dengan
karakter pluralisme suastu masyarakat dan bangsa, sebagai akibatnya,
fenomena kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi sedemikian
kompleks. Realitas politik selalu tidak akan pernah berdii sendiri, terpisah
dengan realitas lainnya, melainkan selalu berkaitan dengan aspek-aspek
kehidupan lainnya terutama realitas ekonomi dan sosial-kultural

Setiap format sistem politik memiliki variabel individual dan entitas,
disamping empat unsur yang paling penting yaitu keyakinan, struktur,
individu dan kebijakan_  Artinya, sefiap sistem politik akan menyediakan
rambu-rambu bagi keyakinan, motif, persepsi dan sikap individu-individu
sebagai variabel individual serta struktur-struktur masyarakatnya sebagal
variabel entitas untuk saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka
mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan '

Dalam kerangka sistem politik tersebut, kekuasaan merupakan tema
senfral dalam setiap kehidupan politk bermasyarakat dan bemegara
Kekuasaan tampaknya menjadi suatu komponen yang paling penting dalam
kegiatan politk. Akan tetapi aspek-aspek lainnya seperli nilai-nilai yang
dianut bersama, norma, legitimasi dan wewenang juga dapat
mempengaruhi serangkaian tindakan politik individu atau kelompok. Proses-
proses itu melibatkan penggunaan berbagai sumber daya bak yang dimiliki
oleh individu maupun kelompok-kelompok tertentu serta pengkajian
terhadap kapabilitas mereka untuk menggunakan sumber daya tersebut

' Charles F, Andrain, Kehdupan Politik dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1992), hlm. 16.
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Max Weber menempatkan birokrasi pada posisi yang paling
terkemuka, disamping agama, atau kemungkinan interaksi diantara
keduanya dengan perekonomian la menempatkan kapitalisme sebaga
satu-satunya sendi yang menjadi tandasan bagi rancang bangun model
demokrasi Barat sejak kebangkitannya hingga dalam bentuknya yang
sekarang ini.2 Betapa pentingnya birokrasi ini dapat dilihat dari kompleksitas
tugas-tugasnya yang selanjutnya akan menyebabkan membesarnya ukuran
birokrasi.’

Dengan demikian, birokrasi dalam konteks demokrasi Barat dijiwai
oleh semangat kapitalisme dan menjadi satu konstanta dalam demokrasi
Barat i negara-negara yang menerapkan demokrasi Baral, sang penguasa
datang silh berganti dan birokrasi tetap saja pada pelaksanaan tugas-
tugasnya. Birokrasi justru berperan sebagai saluran evalualif ketika
perkembangan politk, ekonomi, dan sosial-kultural dalam masyarakat
memberikan pengaruh arus-balik terhadap pelaksanaan satu kebijakan
publik. Tugas birckrasi sudah bersifat sangat jelas bahwa B merupakard
suatu perangkat instrumental untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan
publik yang telah dihasitkan oleh lembaga-lembaga pembuat keputusan
politik

Sebagai kekuatan instrumental, birokrasi memperiihatkan suatu tipe
ideal dan standar bahwa ia bersifat netral dalam proses pdiitk yang akan
melahirkan satu kebijakan publik Akan tetapi, ia pun memiliki peran politik
yang besar karena posisinya d pusat kekuasaan yang akan menentukan
keputusan-keputusan pokok dalam hal pembuatan peraturan dan penerapan
peraturan tersebut oleh struktur pemerintahan.*

Proses-proses politik pada akhimya akan merefleksikan dinamika
sistem politik dan masyarakatnya Kehidupan bermasyarakat dan bemegara
mengalami perkembangan dan perubahan yang bersumber pada hal-hal
yang bersifat impersonal antara [an keyakinan, organisasi dan penemuan
teknologi. Wataupun wmdividu-individu mampu membuat keputusan yang
menyebabkan perubahan tetapi mereka itu bertindak dalam konteks sosio-

? Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1996), him. 1.

7 Max Weber, “Bureaucracy and Political Leadership™ dalam Reinhard Bendix, ed.,
State and Socrety (Boston; Littie and Brown, 1968), him. 300.

* Joseph LaPalombara, “An Overview of Bureaucracy and Political Development *
dalam Joseph LaPalombara, ed, Bureaucracy and Palitical Development
(Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1971), him. 14-17
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Berilasarkan pengalaman empirik, sistem palitik selama Orde Baru
dirancang sedemikian rupa sehingga bersifat monolitik yang tidak dapat

* Thorfea . Andnigan, op i, him ¥

’ Toweply Lalslarithiga, “Baoemi rasy ond  Polics [leschsmmend: oy, ey,
e [Jilemrany. = dosn Josenl Loralombarn, gk oo vle, lilm, 5944

" Likat Si=ven Thomas Soit, Burveweracy, Poiny, oo de Pulblic { 5 Leus OV
Musky Cdtnpany, 19781, him, 103

' Frod W Algg. Boremwyns and Poliest Daewehpmenc s Pamdixicad  View,™
defust Joliegh LaPoiombars, ed, spedt, hlo. 120. 167
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menerima perbedaan aspirasi dengan apa yang telah ditentukan oleh
pemerintah Orde Baru Puncak kepemimpinan politk secara nasional
merujuk kepada hanya satu orang tokoh. Semua supra-struktur dilarang
menyentuh hal yang satu itu Di samping itu, pemerintah Orde Baru di bawah
satu kepemimpinan nasional yang tunggal tersebut mampu menguasai baik
birokrasi maupun Supra-struklur lainnya secara sekaligus serta
menempatkannya sebagai salah salu penopang Orde Baru Birokrasi dan
juga supra-struktur lainnya benar-benar menjadi alat pemerintah yang
berkuasa untuk menerapkan secara bulat-bulat apa yang diagungkan
sebagai Trilogi Pembangunan ®

Dua kebijakan dapat membuktikan hal tersebut untuk menyebut
serangkaian kebijakan Orde Baru Kebijakan massa mengambang,
misalnya, Mmenyebabkan sltruktur partai poiitk berhenti pada tingkat
kabupaten/kotamadya. Sedangkan Golkar mampu menembus sampai
tingkat kecamatan Kebijakan monoloyalitas yang diperkenalkan pemerintah
menjelang pemilihan umum tahun 1971, telah berhasil menghapus pengaruh
partai politik dalam birokrasi. Akan tetapi loyalitas birokrasi i semakin
diperkuat terutama setelah dibentuknya Korpri sebagai satu-satunya
organisasi pegawai negan Rl dan, bahkan, loyalitas birokrasi ini diarahkan
untuk menopang kemenangan Golkar pada setiap pemilhan umum dengan
menyalurkan kesetiaan kaum birokrat itu kepada pemerintah melalui Golkar.

Dengan demikian, hal ini berarti birokrasi sangat berperan dominan
selama masa Orde Baru Selama itu pula, birokrasi jauh dari bersifat netral
Dalam ketidaknetralannya tersebut, birokrasi telah menjadi aiat politik yan
demikian ampuh dan semakin ampub saja dalam genggaman pemefrintah.
Bersamaan itu pula, kondisi yang demikian ini seolah sudah sistematik
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak berfungsi secara efektlf
sementara institusi-institusi pengawasan lainnya juga kurang berfungst.”

Karena sistern politik Orde Baru sudah sedemikian bersifat monolit,
bak individu maupun struktur yang melekat pada sistem politik Orde Baru
tersebut akan merasa sulit untuk melihat potret dinnya sendiri apakah ia

® Untuk pembahasan tentang perkembangan sistem politik di Indonesia, lihat
Nazaruddin Sjamsuddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia (Jakarta Gramedia,
1993).

® Untuk pembahasan perkembangan birokrasi pada pemerintahan Orde Baru, lihat
Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Perspeksif Kultural dan
Struktural (Jakarta: Rajawali, 1995)

' Nazaruddin Sjamsuddin, op.cit, him. 207-208.
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benar-benar semakin demokratik atau menegakkan kedaulatan rakyat.
Dalam hal ini, birokrasi i sendiri juga semakin sulit untuk melihat
penyakitnxa sendii bahwa i@ telah dihinggapi oleh lima jenis penyakit
birokrasi.

Dinamika yang berangsung d tengah masyarakat Indonesia pada
dasawarsa 1990-an mengingatkan agar sistem politk Orde Baru segera
mengadakan reformasi guna memperbaiki kondisi kemacetan sistem politik
terhadap dinamika masyarakatnya sendii. Namun, hal tersebut diabaikan
sama sekali sehingga terjadi krisis moneter yang mengawali krisis-krisis
selanjutnya yang lebih besar Ketika itu, birokrasi dan supra-siruktur politik
fak lag mampu mengkomunikasikan desakan reformas: ke dalam sistemn
pokbk Prda akhimys, dessken reformest yang Oemilisn ksl mondodonrg
helompok mahasiowa ke melakukan gk damortrasmys yEng manumio
agar Prasiden Goghsertd mengundurksn dri dan penggend poidih O B
Berimlk tofsk dan pengunduran dl Presiden Soehada weebul, pengganitan
kepamimpinan  pobfik  neasonal  epeds Presiden BJ Habibia
memperlihatkan perubahan yang bersifat reformis. Reformasi kemudian
menjadi program utama dari perénntahan pasca Orde Baru

Program  reformesl  ywog  djalankan lecbrm  pariemna  sekall
mHwnusatkdn perhatianiya kepada perubahan.parubahan MENJosar pada
sialem pollic Orde Baru yang tdak gl eesu dengan dinamis mesysrakat
Poonoss la berallen dengan peralshan peluang-paluang  yeng Sama,
pencapaian  indiidua! tendtema panguatan HAM, kebebDEmon siph, dan
hagision pobik yang Webin Desar mas dasar partgipast bag
kploepok vang luas, perubeha noeme-ritsl  hukism Ftnrnrrnasl Jupa
barusaha yntyk meswosdus perubahen-peubahen secag bertahep dedgm
strukitor tResysskat. Fads skhirme, relommast peru mengogendekan Goiam
palilk yag adil bagl a0 warga eqem sahingga dl sana  trbuka
pariuesan pelang poifk dan skonomb.

Buky [nl  hadit  dimaksudkan  wihk  mengungkepkan  agends
roftemas pods brolesl bak zecora intemal maupin skelemal  Somok
bhokras: hetdak difempel pefs possl yang proparsicnal dengan  Mokus
perighen pota hrgei pelpyanannye, Knefa ni selerushya akgn menjamen
pemberukan fuaty pervsintghan yErg bersih, kuat den berwibawa. Pads
pkhimya, peFan dan pertaky blohrael Eesbol shan  dboklkon  peds
kabejakar putil, pemilhan umum sarts pestgembangan kola kembar dakam
ionteks pambangunan pERCaen. Pencapalan pergn dan padlaky baokrasd

" Sondang P. Siagian, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm 35-145.
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seperti ifu akan lebih mudah apabila birokrasi mengembangkan model
kacnurihaet poliltc yang demoksik
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palitk, pratos-proses poktk  mMengharuskan birckraal unbsc bepnlersksl
dengen nsbhd lenye  guna mslakeangken  kebhakan-eebjakan  gubbk
yang [elh dipuluskan deh pare pambusl kebipken  Prayud,  selsga
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kamardekagn Mnggd pasca 1998 Yeng menank dan pedieky Bk o,
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menurut penulis, adalah perannya untuk menciptakan dan menjaga iklim
stabilitas pada tataran negara Beberapa faktor memberikan kontribusi bagi
stabilitas ini tetapi, pada masa reformasi ini, kekuatan-kekuatan non-
birokratik dimungkinkan untuk berperan dalam perumusan kebijakan publik.

Di samping proses peémbuatan kebijakan politik, salah satu aspek
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang paling menonjol
adalah pelaksanaan pemiihan umum Baik individu maupun kelompok
dalam bentuk partai politik berparlisipasi dalam kapasitasnya masing-
masing Birokrasi sebagai salah satu kekuatan yang dapat mempengaruhi
kehidupan politik pun dapat berperan dan berpartisipasi dalam pemilihan
umum. Hal ini menjadi perhatian utama dari bab kelima yang menganalisis
peran dan benlu partisipasi birokrasi yang ideal dalam pemilihan umum di
masa-masa mendatang Menurut penulisnya, Siti Nur Soleohah, sosok
birokrasi harus memperlihatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan
fungsi-fungsinya. Dengan kinerja seperti ity birokrasi berperan sangat
dominan sehingga menimbulkan ekses-ekses yang bersifat negatif Oleh
karena ilu, reformasi birokrasi diarahkan untuk meiuruskan peran birokrasi
sehingga dapat menghilangkan eskes yang negatif tersebut. Dengan
demikian, bentuk partisipasi birokrasi dalam pemilihan umum adalah
kenetralannya dan afiliasi politk mana pun.  Arinya, segala bentuk
keterikatan birokrasi kepada satu golongan kekuatan harus ditiadakan
semata-mata untuk menjamin kenetralan dan kebebasan birokrasi itu
sendiri

Perilaku birokrasi lainnya yang dikaji dalam bab keenam buku ini
adalah peran dan kedudukan birokrasi dalam kerjasama kota kembar dalam
kaitannya dengan pembangunan perkotaan. Rahmad Budiaji memaparkan
aspek historis perkembangan kerjasama kola kembar d Indonesia. Peran
dan kedudukan birckrasi dalam pengembangan kota kembar ini sangat
dominan sekali yang tidak diimbangi partisipasi pihak masyarakat Bab
keenam mencoba untuk memaparkan perkembangan kota kembar d
Indonesia.

Bab ketujuh sebagai penutup buku ini membicarakan komunikasi
politlk dalam birokrasi Penulis bab ketujuh, Ahmad Budiman,
mempertanyakan keberadaan komonikasi politik dalam birokrasi. Hal yang
paling mendasar dan komunikasi politk dalam birokrasi menurut penulis
bab ini, adalah penciptaan suasana dialogis. Birokrasi pada masa Orde Baru
menguasai media baik elektronik maupun pers. Sejalan dengan reformasi,
birokrasi berpegang teguh pada asas nefralitas sehingga komunikasi politik
yang terjadi dapat mewujudkan komunikasi dua arah yang demokratik
dengan mengedepankan keterbukaan dan dialog

X
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BABI
BIROKRASI PEMERINT AHAN
DAN PERILAKU BIROKRAS| DI INDONESIA
MASA LALU, KINI DAN MASA DEPAN

Oleh: Indra Pahlevi’

L. Pendahuluan

Memoacukl absd ka 21 atar milanum kellge, kehldugan berbangsa
dan bemegara ashen semalkn menghedopi Erisngan yang bt Oafam
babarapa jahun belakangan i banyak para pakar immu pelilk d Indongse
mafibedkgn  gambaran  tentang apa yang  Gerad  deleen ) rokras
pamerriahen Indbneain Berbage persoplan iy dihadsod birgkmow mudal
dan bBerplhekmym Brarabr brokresi Wehagdep salbh salo grgortsads sasidol
polite, kuretg meksmatna pelpanen iethattp masmks) eoftn mesh
kermadmya bodayg Konups, kolusd dan neprtisms menurjuihan betaps kool
birerasl kA dzlarm keedaan yeng parab Sondan yang duilgmatkar kenado
bokrasl agec sefih beherz secara profesionsl denus dkwmandanghan
Apatagl menghadapi ara mileniom kSlge yahg 3amt dengan pessdingan den
profgsionalteite . Persaingan rsabut Gdok hanya d Ungeat 0ka), namun
jwga & fmgkat resjlanal  dan In'tmmw Inl apTua akitsal  Fomakin
mengglobalrym belehan-belahan dume’

Cemgan kondeei saperh B, mesn hindms pemermidhan indonesia
BNl pevly mengedaken perubahan bak talepon, Kstem moupn - shep
den perlaky aparziumya. Peruvbahan tsabut dapat dowjudkan dalam
sepgald aspeh Wehidupan bemngsa o bermegara yadu ENdeng  hoikfi
allonore, goslal udeys sarty herkam

Perubahar kehidupan berhangeze den bemegars kordamporat yang
dialami bengea Indoresia diawal dengan petnyetzan bedverdl darl Soohato
sebagal Fras0en Rl dan kgmisdian manyerahkgn kepads Wakd Presidan B
Hablvie Selsmse 32 fahun, Pemermishan  Soeharic mammbabkon hiteng
adinya peripkuan bllokresl farhedap rakyal, Sejalen dengan  gerakan
refmnes,  Pemenniaften Habible dibpdagkan kepada  kebuluhsn  uniuk
mereioimes possl Dirdhiai lareebt

Kini, kedudukan birokrasi permerintahan sangat perlu ditinjau kembaii
(repositioning). Pasisi birokrasi yang tidak netral mengakibatkan kurang

" A penchill Bidag Politik Entrm Megel pode 80 Pengkn fam dam Prlayanon
Ieforammal. Seijen DUR &S
Uralan Iongkan sbipa dilibel pla Seodang P Siapean, Maragr Sieeskear, dnitfeds,
flertifthaati don Forc pyadbrer, Ghalis ciiesia laknres, 199594, L. |



maksimainya pelayanan kepada masyarakat Padahal, masyarakat tanpa
kecuali berhak memperoleh pelayanan yang sama dari birokrasi. Birokrasi
padu mase kepamimpenan Spehato memeng Mangpap sebaga e negacm
den abdl masysrgket, tstep dalam praddekrya lebin menied sbdi golorgan
terleriy,  Sernuia  efesahic  negAr@  yeng tMgebung  dalTt bimkrasl
pomiarinishan hanm menjad anggotes catah salu orecspol yakd Golongan
Karya [Gotkard Selzma ind. yeng terjed dalam teokrasi pemetinlahan Qroa
Baru adaiah behwa birokrasi menms mesis poltic pemerittah lowal widah
Worps Pegree B (Komn} g menyalurken asgirdsi polliknya  levas
Gobosr,  Birchranl podn dasarmyg hees rewal des pesigarch sktenal la
harus  mengedapanket  kepectingan  masvarokal  datipads kepeniingan

ooy okras) hanoe profesional. sebagE pol reouiesn
hatucish far fEnpa heus menguidmskar Rarabat don kejuamas  dekad
(eepotinme), Kondie e Kemudian  memegknken  munculiys  orakisk
kiritnsd,  kolusl  dan  nepobsme  (KKW) jenn kemiefan  digusel  oleh
MEEyEraks]

Meshim daitm Undang-Uretsng - Nomer 807+ tantong  Pokek-
pokok KEpecawmien poze: Bmokras adalsh retsd dan Hdek bemihak toabeps
peds kenyaisannys manjadl lain ApabZs kil merujul k8 seammh awal mula
petarnngan tioireal untuk  Becpollth wtau boroafdasl kepads pertal poll
atlaiak Peraluran Mandagn No 1268 Alasan pelirsngan bersatiut adefon
kekhawatiran bahwa aparat birokrasi menjadi terkotak-kotak oleh kekuatan-
kokuainn pardal polifk.  Asumsi wersshgt sdslat bomx. Sebob  ppurat
pirokrasi pameriniahon yoog wrkotek-kotak. mba pemenriohan Boak daps
bewjatan pormal. Yang kemata manjad masetzh adalah avbnyva keweees
abarat hinghrag: yeng tergabung datamn Home ynitk mmasok ke delam Solkar
wang udak oy disebul A poldbk  {sebdoknyd sampal mimdutnym
Soeherind, padohal kila tefu awa Gokar memulankun fungs peis pelilk
wakrr bistpwertas pade kekudSasn genpen cam Aol Pemiu. Podakod
fadtxyn 8dolah @ pogara yong dermbrete, prmariniahan ddeh akan il
hugaal oiah golangan tertesk, med ady pergeseran kejiaszm

Pardasarkan welen di stas, moka Wimn pancisan bl edatah dun
mengulas posisi birokrast masa Orde Baru dan memberikan  aiernalif
terhadap posisi birokrasi pemerintahan Indonesia d masa datang Pada
akhirnya, birckrasi dapal menampakkan kinerja terbaik dan memiliki
prafesionalisme sebagai abdl negara dan abdi masyarakal.

il Pengortian Birokhsl

Temminop biokrasl dasm (facatur Moy Admrustrasr Hegara dan
il Pollk sernp dipergunakan dalam bebempes ponpedien. Manuild Privo,
selodakryn BdE tujub pengetian yarg sering MWkandung dalam istileh
hirokrasi, ydtu - 1) Organisas! yang rasional 2] Ketidakefiionan orgenisas,
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peg el pniwra P00 paéng Darivs . dee st oleh klecgen  Smiassn
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d) rekrutmen yang didasarkan atas kemampuan teknis; dan €) diferensiasi
artara pendapatan resmi dan pribadi. Kualitas semacam ini ingin dicapai
melalui pengaturan struktural seperti hirarki kewenangan . pembagian kerja,
profesionalisme, tata kerja dan sistem pengupahan yang kesemuanya
berlandaskan peraturan-peraturan. d

Selain kedua model dari perpektif pertama tersebut  perspektif
kedua melihat pengertian birokrasi sebagai suatu penyakit seperti
diungkap oleh Karl Marx, Laski Robert Michels, Donaid P Warwick,
Michael Crocier, Fred Luthan dan $ebagainya.

Kalangan yang berpendapat birokrasi sebagal modei ini iebih
didasarkan dari pengalaman yang terjadi d negara-negara d dunmia yang
pemerintahannya terlampau kuat.

Karl Marx yang masuk pada pandangan atau perspektif kedua
(birokrasi sebagai penyakity membantah pendapat Hegel ia berpendapat
bahwa negara hanyalah alat dari keias yang berkuasa yakni kelas
bangsawan d negara fecdal dan keias kapitalis d negara kapitalis. Bag
Marx, birokrasi adalah alat kelas yang berkuasa daiam suatu pemenntahan
aily haom borjies yang eksklusli dan kapiais slad Benods  uniuh
mengekspiodesi kalas misklh dan kaum  pingglran lalmnya yang  tidak
inendapat Ismpal gatam paronntohan Kerzna ik, Brokrasi adatah panyakil
berbahaya yEng ekamtertitya menampel pads halas yang berkupss  dan
dpargunakan urtud, menghisan keles miskin den kaum ponaginn tadi”

Pandapst hampr senadu dengen Merx yany mengangges binkrasl
sobaga penyakl adaiah Laskl Dalam pendsngan nd birokes dieiian
dangan cira setwmh embaga dangan tHa keds dan proseder yeng berbedl-
belt. Tufk @rang birokrel disnggep sebags organisas atEau embega yorg
kurarg fansh den hurang bersshabal karerma memporryal peralemn yang
areb-arh, bahkan erkesan sewsnengvenang dan manindse”  Leskl o
mencatat bahwa birokrasi merupakan suatu sistem pemenntahan d mana
kekuasaan hanya ada pada pejabat-pejabat negara saja- yang
diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dianggap merugikan wargda
negara.

Selain kedua pandangan atau perspektif d atas, perspektif ketiga
menganggap birokrasi sebagai sesuatu yang netral atau birokrasi dalam
pengertian bebas nilai (valve free) yang berarti tidak terkait denQan
pengertian baik atau buruk,

* Dikutip dari Priyo, /bid, him 2
6 Uraian lengkap dapat dilihat dalam Priyo, /bid, him. 16
? Ibid, him. 18.



Disarn peripertian ind, birckeasi dapal diarhan sebagsi - kesefuruhan peahat
natipera o hawall pofeliy pofitk, @ieu hosslwuiin pajaha nodpys pade
calapy ehselofl, stu Drodrasi sy agla digfien  sebogal n'tr'ﬂP
orgorisas! png  barskuld begar [evary Dy anpandzalion i BunMHeracy)
Pandaryman rd kelak alwbn mendominas) upaya ngn mencpiakan sapueh
astnn Bunkemdl yang didamqdamken khusisova o onegara Repiik
Imcanes airg

Pengeriian temang bkl ppmerintehen  wang  dikamukakan
Amond dan Powsll ini A mewskN pengerfian bimkrasl wng bebas nis
lecdl. Pongertinn tersabul menurul Gabrel Almond dan Bingham  Fowell
adalah : Tee povemmona buresiorecy B B greep oF fomroly organzed
officen and duffes, finded Wt & corples gradiny subordinales o Fa fomal
Fola-rmEAn S

Datam suatu urarannya tentang birokrasi di Indonesia Lance Castle
mengemukakan pengertian birokrasi sebagai berikut:

Birokrasi saya maksudkan sebagai orang-orang yang bergafi yang

menjalankan fungsi-fungsi pemenniah. Tenlu saja lermasuk d

dalamnys adslah pejabat tentara dan birokrasi militer™.

Sementara La Palombara menckankan pengertian birokrasi dalam
arti birokrat yaitu

Himkrgt yong pafiy penling begl kv agdaish mamks yang pada

UM etk pevan mant el veng mempunyal kopesias

memeniah bak o baden-Dedon sl rraupin o fepangan yeg

peda umuminge digamberkan dalen behess Admricsires! Negais

sohagmy Mmarenen "menapan’ alay “slaz ™’

Berdasarkan pendekatan fungsional tugas pokck atau misi yang
mendasari suatu birokrasi setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga kategon
fungsi :

a. Birokrasi Pemerintah Umum, yaitu rangkaian organisasi pemernntahan
yang menjalankan lugas-tugas pemerintahan umum {ermasuk
memalinara ¥elertiban dan kesmanan dan tngkesl puset sampe daerah
Tugas-lgas tersefbut ishih balfal "mengatr” st requiniive finclion.

b, frokmal  Pembangunan, ety ooganisasd pemednfahan  yEng
men|slenken salah safu tedapp aekior yang AUEEs guna fmancapai

® Disarikan dari Priyo Budi Santoso, /bid, him 15
* Dikutip dari Priyo. 7hid.him. 19.

¥ Dikutip dan Priyo, fbid. him. 20.

"' Dikutip dari Priyo, Ihid, him. 20.



tujuan pembangunan Fungsi pokoknya adalah development function

atau adapfive function
c. Birokrasi Pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada

hakikatnyn merupakan bagian Aty berhubungan dengan Mmasyarakat

Fungel ulamawym adalsh sarwce  [peleyanan) langsung  kepads

rneayarakot ¥

Calam l@ten dergan Lisen kd, maks [=me ek berfasarcsn

Lipas pokok df gtan yeny With mendapat 2orolen dalam pembahasan e
Bchresl Pemermtehan Umym eslan Brokres! Pelayanan yang langaunyg
berhubungan dengan masyarakat sebagai klien. Alasannya adalah jika
kedua pendekatan fungsional birokrasi tersebut dapat berjalan secara
optimal, maka wajah birokrasi yang ideal bisa diterapkan meskipun secara
bertahap. Khusus tentang Bifokrasi Pemerintah Umum, akan menjadi sangat
penting karena di dalamnya menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum
termasuk memelihara ketertiban dam keamanan dari tingkat pusat sampai
daerah Karena lebih bersifat memgatur, maka aturan yang dijalankan
hendaknya tidak terkesan mengekang tetapi megatur dalam ari
menciptakan aturan demi kebaikan bersama

liL Perilaku Birokrasi

Sebagsi sebuah twgarissal yeng mempunysl aislem, brokrasl yeng
d dalamnys isrdapal ssiumputan oregorenp (biokraly idak lerenes tail
kegiatan sehar-nin, Keglalen veng dilakicen aparal birokras) Gacar utfum
ersebyul blasa dissbut parilsky Eirokrass Birokresi, sdalah sebuah sdstem
yirg rmna ranghaisn snlec Eaglan dablm hirphrasr lorssbul akan SR
jerkall aatu apma i@ Birghrasi mavupskan syaty sistem yang mencoba
memahami penlaku-perilaku d dalam organisasinya untuk mencapai tujuan

| LT3t

Pada hokekatnys, parfakye birckres! dhasikan darl nlerakisl anter
individudndividy dengan omenisasinga. Olsh kereno idu, untuk memahami
perlaku Dickresi, maea ks pefls memsham lerdsbib dahuy individd-
Idividu  Sabagal  panduliyng  orjanis.as tersebol den Eqmui@n - stk
organizasinya  Keths iy memasukl sestu inglungan bkl
kemoarnpusn,  kepercayasm  prbadi  panghecagan,  kebutuhen,  dan
pengaluman rass sitrys ke dalam lotanan bimkrasi. Hol-bal mo sethus
trarupakan kargktecali ndividu. Sadangken bachras eebaped suaty sisham
wnltk  merpsionaisasikan Mpenisesi f, juga mamparya  erakioristi
geiii. Karakieratk bwokmosi ini, sepel! apa yong dikemukeken Weber,
atars lain adalah keterahoen  yang dwjodean delam susunon k)

2 Ibid, him. 21
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pembagian Kkerja, tugas-lugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan
tanggung jawab, sistem penggajian tertentu, pengendalian dan lain
sebagainya.

Lo bagamerakah peilaky birckras| indonesia? Socom honsep,
perliaky  Blrokemei  Jddangala  adglah sebatal sch neperz den  abwl
romyerakel  Pordokeo Dirokrasd samacam iy menunpuk egats  apamt
birclraal yang berpmian sshegal abdl negaa dengan lupas pokak bk
menjalankan sogala kelyaken yang dienmken oleh pemernish sabags
pengoiur retjara. Sedanphan preramys sebags shdl mngyarakall, ta memibln
twgnd pokok  uiuk Melayeni kepentingEt  masyoreks! yany  disngoep
setmgal kilen

Socarn lebt urum penlaky bokrasl bwioresia adsid hane
pencenniign NiE-nia Pancesila  sehagal salu-salunya asss Hem uga
shonad faisalahl hddup bangea. Saten birodrasl Pahcasls merupekon
swmbam birokrash yong sRmy bernalzsken  FPencasia dergan naresap
menghayal dan mengarrsican slia-ald dalsm Pancasila socaa ulh don
miyElurun

Honsgy  perddbd Drosime odeoessy @ of85)  ToTnyEa  gal
pelakassnmm agak membingungkean, Seys kptakes merrbingurgkan kanema
emyats  nial-ndiz yang  fevkandung  delem  sdssils  Pencasia  fdak
gepanuhnys  lareksprest deipm  penfaky  sehan-harl. Bukh  yang  biss
dkmmukakan ndsish  umbih  sdneme pekiek konps, kohugl  den
papcleme  datarn kahidupes bimbrosd Rl Mal Inl yorg kermuodian e
marmasiue reforas. digogal babos-alasun olet magyaredst Reakal
soearang fermunculan kerare beoiras haiye  dijpdkan mesm o polok
panwtinish  KhuseEhm narm Orfe Barw dokgen  kehanmen mgnduakerss
satan aay oysaepn| pesate pamily  yalls Golker  Cengan weduduken
EwtibeeET i, mRka pelayanan kepsdin masyaraket tidek  maksmmal e
bahkan terkesen plin kesin Jikg wamgs mesyomshal erasbud orang Parpal
(FPP ntaw PO, mpks npsaneye ghen dipsarsdfl, Sean o tumikh
aubiaTTya paktel ko pal Kol e Sopotisme s2fma rerim Crde Bany lalu
ehih baryak ManyEapsarakan iyl defipada memegghlerakannyg, o
Hdpk punya hubuongan dehal, afBU uang peloin, rmaka unosan tnenjad
torhEmbar bantkary meEmpe.

® Dr Miflah Thoha, MPA, Perspektif Perilaku Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta,

, 1987, him. 186.

VoMl Tlacha misghelsker bohwa wunud pergaatiian kefing wiln din Tancagii
Alufud Beccmpan BMER Mo IWMIRAIIR. Priunjuk du belab ditsespkan, dalae
birkoaai  negern. Céch kmem hioknga  morupsling sudle  simtent,  mwka
pengussalan sdpaiin Maocaalln ke dolem sty sty esebul demadbas oleh
i et der para melakiveng, hinokrsa i



Dengan perilaku semacam itu, keberadaan birokrasi tidak
mempermudah tetapl mempersulit urusan masyarakat. Masyarakat tidak
dianggap sebagal klien, tetapi seolah-olah mereka (birokrat) adalah orang
yang sahgat dibutuhkan oleh masyarakat Kondisi ini menunjukkan betapa
perilaku birokrasi Indonesia yang dilakukan oleh individu-individu (birokrat)
sangat mempnhatinkan.

Lau d mana letak kesalahannya? Selain pengaruh  budaya
patronase sehingga menimbulkkan rasa ewuh pakewuh yang berlebihan
terhadap atasan, juga pengaruh apa yang diihat dan dilakukan sang atasan
atau pemimpin Karena itu, perilaku atasan atau pemimpin juga Pperju
diperhatikan jka menginginkan terciptanya suasana birokrasi yang
profesional Sesuai dengan arti dari kata pemimpin yakni bimbing atau
tuntun, pemimpin berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan tuntunan
yang ditunjukkan dengan perilaku yang terpuji. Pemimpin sebagai individu
memiliki hak dan kewajban yang sama dengan aparat birokrasi lainnya yakni
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard yang mengeluarkan
teon kepemimpinan situasional menjelaskan bahwa aktivitas pemimpin
dapat dikelompokkan atas dua dimensi perilaku yakm dimensi struktur yang
ieblh menekankan pada tugas, dan dimensi pemeliharaan pada anggota
kelompok yang lebih menekankan pada pemeliharaan hubungan
kemanusiaan Pada satu sisi, dimensi struktur hanya menekankan pada
komunikasi searah dengan anggota kelompoknya, karena yang ditekankan
hanya pelaksanaan dan pencapaian tugas.

Sedangkan pada sisi yang lain dimensi pemeliharaan menekankan
hubungan pada komunikasi dua arah Berdasarkan hal jtu. maka sebaiknya
seorang pemimpin terutama pemimpin birokrasi hendaknya
mengembangkan perpaduan antara dua dimensi tadi yaitu penekanan pada
pencapaian tugas dengan dilandasi pada hubungan kemanusiaan lewat
komunikasi dua arah, ©

IV. Kepolitikan Birokrasi Masa Lalu

Birokrasi Indonesia hingga dewasa ini masih terikat pada akar
historisnya yaitu era kolonial dan elit Jawa, seperti dikemukakan oleh Donald
K Emmerson:

* Dikutip dari Prof Pamudji, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina
Aksara Jakarta, 1989, him 5



The ongin of Indonesia's modern administrative effte can be traced
back, past the colonial era, o the retinues of Javanese royalte,
although s earlier aristocratic and Javanese image has been
democratized and nationalized fo accord with the nation a civil
service working in the public inferest, the oid legacy remain *

Berdasarkan pernyataan Emmerson di atas, sesungguhnya kondisi
birokrasi pemerintahan Indonesia d era Orde Baru merupakan
percampuran atau perpaduan antara karakteristik birokrasi modem yang
legal-rasional dengan karakteristik birokrasi yang berakar dalam sejarah
Sifat modern pada birokrasi pemerintahan sekarang terlihat pembagian
tugas dan kewenangan serta adanya profesionalisme. Akan tetapi, di
dalamnya masih  terdapat praktek-prakiek yang berakar dari sejarab
seperti adanya hubungan pertemanan atau koncoisme serla masih
terdapatnya posisi seseorang yang tidak sesuai dengan keahliannya dan lain
sebagainya

Birokrasi Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dan fakfor historis
tersebul biasa disebut sebagai “Birokrasi Patnmonial® sebagar warisan
budaya masa lampau Terbentuknya model birokrasi i melalui proses
sejarah yang panjang, dimulal dari masa-masa kerajaan tradisonal kemudian
dilanjutkan oleh kekuasaan kolonial Belanda sejak abad XVI sampai
pendudukan Jepang dan dilanjutkan pada masa revolusi kemerdekaan
hingga masa Orde Baru. Birokrasi Patrimonial ini lebih mendasarkan pada
hubungan antara “bapak buah” dengan "anak buah” {pafron-client), sehingga
segala yang dikerjakan bawahan hendaknya harus sesuai dengan keinginan
atasan Kondisi ni menjadikan bawahan sangat tergantung pada apa yang
diperintahkan atasan.

Dengan demikian, wajah birokrasi yang tampil adalah hubungan
“bapak buah-anak buah" {pafron clienf) atau birokrasi patrimonial Dalam
konsep lersebut, birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan, sehingga
fungsi utama birokrasi sebagai unsur pelayanan masyarakat menjadi
terabaikan Kondisi ini diperparah ketika memasuki masa Orde Baru dimana
birokrasi menjadi instrumen politik penguasa dengan mewajibkan semua
pegawai negeri menjadi anggota Korpri yang kemudian berafiiasi dengan
Golongan Karya sebagai mesin polilik Orde Baru. Dengan kondisi demikian,
maka tidak ada piliban lain bagi pegawai negeri yang tidak lain adalah aparat
birokrasi untuk memilih dan berpihak pada Golkar.

Memang, untuk memahami bagaimana model birokrasi Indonesia,
kita tidak hanya melihat dari segi kultural semata, tapi juga melihat segl
strukturainya. Apabila pendekatan historis yang berakar dari budaya masa

1)

Dikutip dari Privo Budi Santoso, gp cit, hlm 3



lampau terus dipertahankan, rasanya akan sulit birokrasi melaksanakan
tugasnya secara profesional. Mengingat, perkembangan negara dalam arti
luas sebagai kesatuan ekonomi-politik sangat dinamis. Sebagai satu
kesatuan ekonomi-politik, birokrasi daltam Orde Baru yang lalu tidak bisa
mengelak dari  pengaruh dinamika strukiur  politik-ekonomi  yang
melingkupinya. Dengan kondisi demikian, maka birokrasi harus responsif
terhadap kebutuhan obyekii! dalam negeri yang terus berkembang, bahkan
terhadap pengaruh internasional. Dengan kata lain, birokrasi bukanlah suatu
yang statis dan tertutup terhadap pengaruh luar. Pendekatan kultural yang
bertumpu pada perspektf kebudayaan Jawa pada masa Orde Baru
menyebabkan pandangan kita terpusat hanya pada gaya dari elit birokrasi
dan melupakan pengaruh luar. Karena itu untuk dapat bersaing dalam era
global, birokrasi Indonesia tidak menutup diri dari pengaruh luar
Untuk memahami bagaimana sesungguhnya model birokrasi, kita
dapat melihat sebuah model teoritis yang bisa menganalisis kedua perspekiif
tersebut Priyo Budi Santoso menyebut model teoritis yang dimaksudkan,
guna melengkapi konsep btrokrasi patrimonial tersebut adalah model
bureaucratic poldy (politik birokratik) Kart D Jackson menjelaskan sebagai
berikut.
Politik Birokralik adalah suatu sistem politik yang mana kekuasaan
dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan lerbatas
sepenuhnya pada para penguasa negara, terutama para perwira
mititer dan pejabat tinggi birokras: termasuk khususnya para ahii
berpendidikan tinggr yang terkenal sebagai teknokrat ... dalam hal ini
militer dan birokrasi fidak bertanggung jawab hepada kekuatan-
kekuatan politk lain seperti partai-partai poltik, kelompok-kelompok
kepentingan alau organisasr kemasyarakalan Berbagai lindakan
yang didisain  untuk  mempengaruhi  keputusan-keputusan
pemerintah  berasal dari dalam elit v sendin lanpa banyak
memeriukan partisipasi alau mobilisasi massa. Kekuasaan tidak
diakibatkan oleh artikulasi kepentingan soswml dan geografi & sekitar
mastarakat.”

Model ini merupakan salah satu model teoritis yang paling sering
digunakan dalam memaham karaktenstk pollik dan birokrasi Indonesia
khususnya pada masa Orde Baru. Konsep ini mula-mula dikembangkan oleh
Riggs untuk menerangkan sistem politik d Thailand pada pertengahan tahun
1960-an dan kemudian digunakan Karl D Jackson dalam konteks Indonesia
Dalam model bureaucratic-polily ini, kekuasaan dan partisipasi politik dalam

7 Dikutip dari Priyo, gp cir, him 30
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pembuatan keputusan sepenuhnya terletak pada para penguasa negara,
terutama para perwira militer dan pejabat tinggl birokrasi

Secara lebih sempit, pakar lain yakni Harold Crouch mencatat
bahwa bureaucrafic-polity (masyarakat politik birokratik) d Indonesia
mengandung tiga cin utama, yaitu, pertama, lembaga politk yang dominan
adalah birokrasi Kedua, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen,
partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan berada dalam keadaan
lemah, sehingga tidak mampu mengimbangi atau Mengontrol kekuatan
birokrasi. Kefiga. massa di luar birokrasi secara politik dan ekonomis adalah
pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan parpol dan secara timbal
balik menguatkan birokrasi. ®

Secara sepintas, mode! politik birokratik ini mirp dengan rezim
penguasa tunggal, tetapi sebenarmnya berbeda Perbedaannya adalah dalam
hal pemegang kekuasaan Presiden lebih didasarkan pada kewenangan
legal daripada legitimasi tradisonal dan ini berarti harus didukung oleh
sekurang-kurangnya konsensus minimal d kalangan elit militer dan birokrasi.
Selain itu masyarakat politk birokrasi juga harus dibedakan dengan
pemerintahan militer dalam pengertian bahwa gaya dan tujuan dasar atau
prioritas-prioritas kebijaksanaan pemerintat lebih bersifat birokratik dan
teknokratik daripada militenistik

Selama Orde Baru berkuasa sekitar 32 tahun, sebenarmya, model
bureaucratic-polity ini dapat membantu menerangkan stabilitas politik
dengan birokrasi sebagai kekuatan utama Sebuah stabilitas sengaja
diciptakan sebagai prasyarat untuk menggerakkan kehidupan perekonomian
guna mencapai pertumbuhan yang pesat Namun, akibat terlaly represifnya
penanganan terhadap aspirasi Masyarakat, Maka stabiltas politik yang
tercipta menjadi semu adanya. Bangsa Indonesia menjadi bangsa seolah-
olah yaitu seolah-olah stabil, seolah-olah demokratis, seolah-olah pesat
pertumbutan  ekonominya,  seolah-olah  merata  distibusi  hasil
pembangunannya, seolah-olah tinggi inkam perkapita masyarakatnya dan
seolah-olah yang lain.

Dengan mampu menciptakan stabilitas semu tersebut, cengkraman
birokrasi terhadap segala aklivitas rakyat semakin kuat Dalam kaitan
dengan model bureacratic-polity ini, satu model lainnya dapat melengkapi
yakni model slate-corporatism atau korporatisme negara Schmitter
mendefinisikan korporatisme negara sebagai berikut .

...Suatu sistam perwakilan kepentingan d mana unit-unit yang
membanltuknya diatur Galam organisasi yang juriiahnya terbatas dan
bersifat lunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak saling bersaing,

® Ibid, him. 31



diatur secara hirarkis, yang diakui ateu diberi izin (kaiau tidak
diciptakan sendiri) oleh negara dan diberi hak monopol untuk
mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sabagai
imbalan  atas kasedisan urluk memenuhi  pengencalian-
pengendalian tartentu daiam pemilihan pimpinan mereka dan Odaiam
artikuiasi tuntuten dan dukungan.

Penarspan  sislem  kaporabema negera oW dapal | mearmnbas
ssgrentasl masyakal f$ecya velksl mengungkung  IRdyido  den
kedoeripok d dalany kerangike elrukiur vong Etelapkon secors logal v
méngenal legitmes  mareks dent dan arilegrESiker oefr Suatu  puant
bircires! tunggel Aklpetrwa daizm sotiap gerak dnn akintesoya masyprakat
selal katug mandapplkan keaksshan dan penguasa bRk s Mengodaken
egistan maupun METbotuk susty organieast by dibukbken  danpem
hehaiusan mendepaiian Lo dan pamenniah B ssbuah Srganiasi yang
Bda o Masyarmicet. lrim oyeng dimaksud adaleh kabaradean  crg@ni
bersetidl harus diakul oeh pemedinish 021 dEtgep tosk membabayaian
Echussaan,  Apabils  ada  orgareasl  yeng  Udak  ferdaftae,  meka
kabaradaannya Hdek diskll dun dlanggap llar. Padahal, 1D 1845 Pasal M
monegaskan hahw: masyaraksl mermili dsbebagan wituk bersarikal dan
berhumpy Sogala bertu¥ cempur tAngen oion horporatieme  negem
tarspbud memnunuikan behwos tdlspa tongat terkontrilym pHERsi-potansd
yarg ada d rmaByarniael pieh hepare Birokgsel flewst pempuasal menjad|
pangal digays dan sepish-pleh tiodk pemah ssiah. A, espabdia sian
loak desl permnninh, maes kel L dianpgap oposn den (ks benar,

V. Birokrasi Masa Kini

Pembangunan yang wlakukan & banyak negara d dunia baik
negara maju maupun negata berkembang memiliki corak yang berbeda satu
sama lain. Perbedaan itu lebih banyak didasarkan atas perbedaan
kebufuhan dasar, ashingge Umbol  berbagal  corak dan meode
pumbanguran™  yong  menestkan  Bngkal  kamaluBn  negars-tegara
tensabuil, Ada bebaraps Selomook pegara yang meemidiel Leg
peitkambongan  ekOMOminyA  yany taah  dicepal  Perdama,  lerdapat
sakakTipok negaa yanp bergolong kepada deveioom naitons vy negara-
reGErD wang Telsh mencepal tehap intuainedlpas ey Inggl  dehgan
manfestasmya toffites  dadam  pendaspoten nesienal  dan  permaApatan

" Ihid, hlm. 34,
2 Dr Miftah Thoha, MPA, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, Media Widya
Mandala, Yogyakarta, [992, hal 2
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Perkapita yang tinggi yang banyak dialami negara-Negara maju. Selan itu, di
sana terdapat kelompok negara yang disebut underdeveloped nations yang
pendapatan baik nasional maupun perkapitanya rendah.'

Pembangunan sendiri adalah proses sosial. Selain asumsi ekonomi
bahwa keterbelakangan mendorong ke arah kemajuan melalui terciptanya
suatu sektor domestik dinamis, pembangunan membangkitkan pertumbuhan
berkesinambungan maupun peralihan pusat pengambilan keputusan.Z
Negara kita, Indonesia, yang termasuk negara berkembang, membuat suatu
pola -yang setidaknya masih dipakai- yakni Trilogi Pembangunan yang
terdii atas Stabilitas, Pertumbuhan dan Pemerataan. Dilihat dari susunan
Trilogi Pembangunan tersebut, Indonesia memilh model pembangunan
yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekgnomi

Untuk mencapainya, ini diperiukan kondisi stabil dan aman Namun,
beberapa tahun terkahir hingga kini banyak muncul gangguan stabilitas di
berbagai tempat Kita ingat kerusuhan Situbondo, Tasikmalaya,
Rengasdengklok, peristiwa 27 Juli 1996, hingga kefusuhan-kerusuhan yang
terjadi menjelang dan sesudah /engsernya Soeharto dari  kursi
kepfesidenan.

Padahal, dengan penekanan pembafNgunal ekonomi lewat
pertumbuhan tersebut dan dikuti pemerataan, arah yang akan dicapai oleh
Indonesia adalah sebuah masyarakat industn yang berbasis pada pertanian
Maraknya kerusuhan yang diikuti kerugian secafa materil pada gilirannya
sangat menghambat kelancaran pembangunan yang sedang dan akan
dilaksanakan. Namun, pembangunan model tersebut temyata dalam
pefjalananya telah melupakan pembangunan d sektor lain yang tidak kalah
pentingnya yakni pembangunan politik. Meskipun pembangunan politik
dilaksanakan, tetapi  lebh menekankan pada upaya mempertahankan
kekuasaan atau status quo Parlisipasi masyarakat dalam pembangunan
sudah disetir pemerintah harus begini dan harus begitu Sehingga krealifitas
masyarakat sangat terbatas Padahal partisipasi khususnya partisipasi politik
adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan.
Jangankan dapat mempengaruhi pengambilan  keputusan malahan
masyarakat diingkupi perasaan takut kalau-kalau ucapan dan tindakannya
dianggap salah oleh pemerintah Banyak pihak/kalangan mengatakan bahwa
Indonesia adalah sebuah “Republic of Fear” atau Republik yahg penuh
‘ketakutan™ dalam diri rakyatnya.

* ProfSondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, CV Haji Masagung, Jakarta,

1993, hal20-22.

Z Lebih lengkap lihat Fernando Henrique Cardoso dan Enzo Faletto dalam Arus
Pemikiran Politik dieditori Amir Effendi Siregar, Tiara Wacana Yogyakarta,
1991, hal 193




Seymour Martin Lipset dalam Miftah Thoha mengatakan dalam
penelitiannya bahwa komponen pembangunan ekonomi itu salah satunya
adalah industrialisasi. Dalam jaman peMmbangunan ini, industrialisasi
merupakan ciri yang tidak bisa ditinggalkan. Pengalaman dari negara-negara
yang sudah dan sedang membangun atau yang biasa disebut ‘negara
industri baru” (NIB) dan “negara menuju industn”, Membuktikan bahwa
industrialisasi merupakan tatanan mMasyarakat yang dituju. Semula
masyarakatnya bersifat agraris serta serba Manual dan kemudian pelan-
pelan atau cepat akan mengarah ke talanan masyarakat yang industrialis, =

Tatanan mMasyarakat industri mempunyai cin-cii yang berbeda
dengan tatanan masyarakat sebelumnya. Salah satu cii yang menonjol
adalah ditandai dengan gerak yang dinamis Gejolak perubahan saat ini yang
terus menggelinding di negara kita sudah barang tentu akan mempengaruhi
struktur dan mekanisme kerja birokrasi kita Kondisi birokrasi Indonesia
sekarang yang menunjukkan masih kuatnya model patrimonial hendaknya
harus disesuaikan dengan gerak yang dinamis dari Masyarakat. Sebab, jika
peNyesuaian ini tidak diantisipasi dengan cara kerja yang profesional, maka
akan sult pemerintahan dapat berjalan dengan baik Apalagi dinamika
Masyarakat yang Menuju ke arah industnialisasi ditandai juga oleh sikap kritis
sebagai akibal meningkatnya tingkat pendidikan

Menurut Miftah Thoha, gerak dinamis dan sikap kntis yang
ditunjukkan oleh masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan bisa
mempengarthi kualitas hidup suatu bangsa. Akibat lebih lanjut dengan
keadaan ini adalah Masyarakat akan Menuntut demokratisasi d segala
bidang termasuk pelayanan dan sistem birokrasi pemerintah Sefama ini, hal
ilu tidak dapat dibantah bahwa kejahatan konvensional yang sangat
mengganggu ekonomi nasional adalah korupsi yang dilakukan oleh para
pejabat pemerintahan dengan Menyalahgunakan kedudukan mereka

Seper dikatakan Dadi J Iskandar bahwa Bureaucralic corruption ini
mempunyai dampak yang luas, karena dari segi kerugiannya tidak hanya
diderita Masyarakat atau dunia Usaha secara ekonomi. Kerugian yang justru
lebih besar yakni hilangnya kepercayaan masyarakal kepada pemerintah
Dan ini sudah terjadi d Indonesia saat ini. Masyarakat menjadi tidak percaya
dengan segala kebijakan yang diambil pemerintah Karena kebijakan yang
keluar tidak melibatkan Masyarakat banyak dalam proses perumusannya
Meskipun dibahas di dalam rapat kerja dengan DPR, akan tetapi DPR hanya
bertindak sebagai penan ya lalu memberikan Masukan, sedang hasil akhir
tetap dipegang eksekutif

B Disarikan dari Miftah Thoha, op.cit, him. 4.
¥ Dadi ] Iskandar, Menghapus Citra Buruk Birokrasi Indonesia, Harian Suara
Karya, 27 Mei 1998.
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Afan Gaffar pernah mengemukakan bahwa sekalipun kebijakan
publik di indonesia tidak melibatkan masyarakat banyak, akan tetapi kalau
sampai pada tahap irmplementasi maka rakyat diwajibkan untuk ikut terdibat
d dalamnya ltulah sebabnya mengapa kemudian banyak masyarakat
mengeluh  hingga akhrrnya berbuat anarkis -minimal dengan cara
demonstrasi i jalan.®
Secara Ideal, mungkin kita membayangkan bahwa model
birokrasinya Weber bisa diterapkan di Indonesia. Sebuah bangun birokrasi
yang ramping, netral , profesional dan mampu memberikan pelayanan yang
optimal kepada masyarakat sebaga klien. Selain itu tidak ada hambatan
atau njlimetnya prosedur yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam
mengurus sesuatu
Adapun tipe ideal birokrasi yang digambarkan Weber tersebut dapat
dirangkum dafam empat cin utama yaitu
1. A hierarchical structure involving delegalion of authorily fram lhe top fo
{he bottem of en organization;

2. A series o afficials positions offices, each having prescribed duties and
responsibilifies,

3. Fommal rules, regulations and Standards governing operstions of the
organization ang behavior of ifs members; dan

4. Technically qualified personel employed on a areer basis, with
promafion based on qualifications and performance.®

Dengan keempat cri utama tersebut, Weber memberikan sebuah
model atau bangun birokrasi yang ideal yang dapat dijalankan oleh suatu
organisasi terutama organisasi pemenntahan. Bangun birokrasi yang ideal
tersebut ientunya fidek mudah untuk diterapkan secara tepal. Namun,
setidaknya maodel Weber ini bisa menjadi acuan untuk menciptakan birokrasi
yang baik. Tidak dipungkiri bahwa pengaruh kultur & sualy negara akan
memberikan nuansa dalam model birokrasi. Sepert yang terjadi & indonesia
selama ini, bahwa pengaruh Kullur atau budaya sangat besar bahkan
mendominasi.

Vi. Birokrasi indonesia Masa Depan

Dengan melihat model birokrasi yang selama ini dijafankan d
[ndonesia bak masa kolonial hingga masa Orde Baru serta melihat model
birokrasi Weber yang ramping, netral, profesional dan mampu memberikan

¥ Afan Gaffar, Reformasi Politik : Meru ju Kehidupan Politik yang Lebik
Demokratis, Disampaikan dihadapan Tim Prolegnas DPR RI, 5 Juni 1998.
D)kuup dari Priyo B Santoso, op.cir, him. 18
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pelayanan yang bak bag kliennya (masyarakat) bukan sesuatu yang
mustahil dapat diterapkan di Indonesia untuk masa yang akan datang
Dengan segala potensi yang dimiliki bangsa ini, baik potensi sumberdaya
manusia maupun alam serta potensi lainya, adalah sesuatu yang mungkin
bahwa bangun ideal birokrasi tersebut bisa terwujud.

Model birokrasi yang ideal tersebut bukan lagi bertumpu pada kultur
semata, tetapi bertumpu juga pada profesionalisme birokrasi terutama
aparat birokrasinya (termasuk pemimpin birokrasi). Karena ity d sana
hendaknya harus disiapkan kualitas sumberdaya manusianya secara serius
dan berkesinambungan Profesionalisme birokrasi ini terfokus pada adanya
penjenjangan struktur secara tertib dengan pendelegasian wewenang yang
jelas, juga adanya posisi jabatan dengan tugas-tugas yang jelas, adanya
aturan-aturan yang jelas guna kelancaran tugas birokrasi dan terakhir
tersedianya personel yang memilki kecakapan dan kredibilitas yang
memadai dalam bidang tugasnya. Hal ini menyangkut dengan adanya
tantangan berat d masa datang berupa tuntutan profesionalisme aparatur
birokrasi yang datang dan masyarakat sebagai klien

Apabila fokus tersebut dapat terpenuhi atau setidaknya mendekati,
suatu bangun birokrasi yang mendekati ideal akan tercipta. Penjenjangan
secara jelas akan menghindarn adanya overfap (tumpang tindih) antara satu
bidang dengan yang lain. Untuk keperluan tersebut, posisi jabatan yang tidak
jelas bidang tugasnya perlu dihindarkan Jika satu tugas sudah dapat
tercakup oleh bidang tertentu, maka d sana tidak diperlukan bidang baru
Ini untuk menghindari inefisiensi birokrasi baik biaya maupun personel Jika
hal itu dipaksakan, maka d sana akan banyak personel yang tidak punya
kesibukan (seperti yang sering terlihat saat Orde Baru lalu)

Yang jelas, perubahan past terjadi terutama perubahan kondisi
sosial masyarakat yang membutuhkan gerak cepat dar aparat birokrasi. Jika
tidak dibarengi dengan perubahan tata kerja birokrasi yang profesional,
maka birokrasi semakin tidak dipercaya masyarakat yang pada gilrannya
akan mempersulit posisi birokrasi itu sendiri. Strategi yang harus dijalankan
oleh birokrasi guna menganfisipasi tuntutan yang deras tersebut, adalah
bersikap profesional dalam segala hal Tidak ada lagi birokrasi yang
terkesan mempersulit apalagi budaya koncoisme. Semua urusan harus
diselesaikan dengan cara dan prosedur kerja sistmatis, terencana, cepat dan
tepat

Selain itu, guna mewujudkan birokrasi yang profesional sumber
daya manusia yang dibutuhkan adalah personel atau aparat yang profesional
juga. Ini berkatan dengan pola rekrutmen pegawai. Apabia ingin
mendapatkan pegawai/personel yang profesional, maka rekrutmen
hendaknya dilakukan secara far tanpa adanya kolusi. Dani sini, hasilnya
yang diharapkan adalah SDM vyang benar-benar cakap dalam bidang yang
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dibutuhkan, Namun, usaha menuju birokrasi ideal d Indonesia tersebut
tidaklah mudah.

Seperti dikatakan Akhmad Setiawan dalam bukunya Perifaku
Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan, birpkrasi d indonesia
tergolong birokrasi yang tidak bebas politk.” Karena itu, ketka birokrasi
sulit untuk tidak terfbat politik, sementara di sisi lain cn patrimonial masih
melekat dalam diri birokrasi itu, maka inisiatif masyarakat untuk ikut serta
dalam pengambilan keputusan sebagai wahana pendidikan yang iebih
berorientasi stabiitas daripada sekedar pencerahan politk masyarakat
menjadi lebih terfihat.

Dalam istilah Priyo Budi Santoso, kehadiran birokrasi di tengah-
tengah masyarakat politik merupakan condilo sine qua non. Yang menjadi
persoalan adalah terlampau dominannya peran birokrasi dalam berbagai
sektor kehidupan masyarakat dan negara Dalam posisi demikian, birokrasi
menjadi tidak fungsional lagi untuk melayani kepentingan masyarakat.
Sebagai alat pemerintah, memang birokrasi tidak mungkin netral dari
pengaruh pemerintah, tetapi hal ini tidak berarti bahwa birokrasi tidak
memiliki kemandirian, Justru karena tugasnya sebagai aiat pemerintah yang
bekerja untuk kepentingan masyarakat, birokrasi memeriukan kemandirian.
Dengan demikian, model ideal birokrasi dalam konieks hubungan kekuasaan
adalah birokrasi yang harus bersifat a-politis Artinya, tugas pelayanan
masyarakat secara keseluruhan harus dibebaskan dan pengaruh imterest
tertentu dari pemerintah selaku pemberi tugas Karena itu, aparat birokrasi
harus merubah skap dari Pangreh Praja (pendekatan kekuasaan) menjadi
Pamong Praja (pendekatan melayani).”®

Selain itu, sesuai dengan motto korps pegawai Rl (Korpr) sebagai
satu-satunya wadah aparat birokrasi yakni abdi negara dan abdi masyarakat,
birokrasi hendaknya harus direinterpretasi Artinya, pengertian tersebut tidak
dibelokkan menjadi abdi golongan tertentu. Jika interpretasi terhadap motto
itu sudah benar, birokrasi diharapkan benar-benar adaptif terhadap
kepentingan masyarakat banyak tanpa membedakan dari golongan mana
berasal.

Beberapa karakter birokrasi ideal di atas yaftu birokrasi yang
terstruktur dengan baik, lidak adanya posisi jabatan yang inefisien, adanya
aluran yang jelas, tersedianya personel yang cakap, birokrasi yang bersifat
a-politis, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang juga

? Akhmad Setiawan, Resensi; Etos Birokrasi dalam Bayang-bayang Kulturdl,
Harian Kompas, 24 Mei 1998,
% Kunarto, Reformasi Pemerintahan, Republika, tangpal 18 Mei 1998,



reEmaherml Bar kel Wecam banar, nsosm BEEN leroipte sebuah bargun
Pirokrssi pemerintahan Indonesia yang Wed wang bms disebul sebagal
Blrokras: Moosi Indoneoa. M Sofyan, stofshg pemerhall masafah sosml-
tudaya dar Fakullas Sostra UGM Yogye mengatehon  bufes malakubian
refomal birpdran tarpe memanare skad hubuesl e mamm:’d
problama sekqigus kalalts gramisas), mer pekan sasusts yang B-usfens ™

Vil. Penutup

Burukrap jgaal yarp mencamminkar profasissahsme sdalah saluah
dlais yang sengsl mungkin teray jud, Katd kuncinys kb lemacen dan
dint e unigk rampedek g rang TSk perilzi aparst birokraed
lerdamsa  peieky  parvirEEn beakisinga ) Jhka  bacgen ool idee
beregbur dined tervajud (dan sROANY mengaaht K sonp) meka birekmes
menjpdl Wi Fharga kebersdaannya okh masyarskal (Wenf  Nama
detmiklan, pengatoft kuler almy budaya bangsa mesin meieks dakem o
birokrasl kita Akan leda pengeiuh sebt aaies musginn  eHimior 4eta
Jdepih mane kullur yang cocok dilerapien semingge  prfealonoliae  dan
eeslonalies  depaf  dikcdepankon.  Jdks hal B letwiged sie dapgt
mengmakan modal Blrokras Ingonesia,

¥ Harian Kompas, tanggal 24 Mei 1998.
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BAB I
ANALISA PELAYANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Oleh : Riris Katharina'

L. PENDAHULUAN

O masyoraka! wknclogi majs  dan komploks,  Spokad
k ataganiungan m-.w-amlm kepgda borbagal beniuk  pelmyatan sedah
sedemikizn ﬂngsjn-_.u Indonesin sebagai amlu regER Uansly  dar
masyarakal Uadslonsl reoulu Mesyerakel Mg lermasuk negara yang
mEtdsakan batapa Arganhmgiye mesysakal padz peimparen pemarkrish
Muly dari pembustan KTP, periman skle sgmpal peda panadiaan fasitos
e can somal Dish kaeng du, peran Pegawn Negen S (selenjuimm
el PNS) sebagal untur pelayenan masyerpkal semakin beoar,

Sering oangat bejelannya wakiv, PN sebogal unsur pelayanan
tasysraial saal inl mendspet sorolan lajem dad magyarabal PRS samakin
lria imdai leblh mangulemakan kepanlingan rezin panpuazs derpeda
rmegyataksl Beanvak  Undaken  yang  giamidll  beret  pabelah  pebih
mangeturegken  pribacdi-pribadi (ertonk yang lebih dohal dangan smmbu
kekuasasn Oprl sirvel Mompes, mayoitis vamgs (F4%) menpangoee
bahwa para apsrat Peris (asnagal bagian dsd PNS) dalem menjalasen
Yogmamya cendenung terpertai hl..dr.m't sehapa abdl masymrakat modasnknn
ki condong sebadqal abdi negara® Hal ind juga ditandal dengen banyakitya
kpis punguimn Her, samekn marebakoys dasus-kagus korupsl kolus: &in
napotisme (KKN) 4 kdpngan pars PNS.  DeEn terakhlr, pegn PNS dalam
kaitanmys deanpgan KKN  semakin ramsl  dibicarakin  kellke  beralibrye
k=kupapan dan Orde Beru ke (rdo Reformasl’ Maspzokot semakin
metitthe  dhapuskannga prabick KRN danl segala sandl ksdbdupen par
aparsl permerirahan idusisnya o ubuh PHE.

Secara umum, laporan Peneriban Aparatur Negara tahun
1996/1997, terhitung 1 Aprl 1996 - 31 Desember 1996, mengungkapkan

' Poouiin adalnh Cafon Petetitl Poda Pusk Pengdajion den Pelayane tofonmuai
("3i) Setien DPR R

Guy Benveolsis Sirokeaxi, Balavall, hkara, 1989, bt 81
* Kompns, § | September 1997
* Pefits, 2 Scptember 19598, diboritnkan hajs sempad deigan enggat 21 Agusnis
e Kcpiuan Aging teldh Tvememe 2035 aporan kegl yery bemibm depgen
puktih Kohusi, Korupsl dan Mepotsme (MKN), sedunpglom yang dinngen| sdams
Liga Loy rerakhir schamyak #40 perkara.
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1.247 penyimpangan yong dlskukan PNS  Panymmpangan tersebut ends
deri W5 {11 6%) berupa penyijaipinaen wewenang, ¥ 08.2%) mmsemgkul
kehocorsn ok pemboresan wang negars 32 (3.6%) mﬂth:uI:ln purgidan
limr elam S5 (75.6%) berupa pelanggaran disipln pugm'm

Pamenmah sssuiggunm@ telah bergsahs  menogkalkan gl
patayanet  koparda  masysrakal domgan o mengelunskan  berbapos
kehljahrm dengan jupmn gk mamberken pelayanan nepada MAsyRrakat
¥YAang cepal lupal den mmmpunym kopssfiah hodum dergeEn by yong
wajsr AXBn et sakslpon kebyekon wniuk mambentyk PRE yorg Bensh,
térwibava. profesional dan barkeranior idxh agstapkan den dilakesanakan,
hert=gal parmasataban dehm pemberan  peleyanen Terhodep moyorsks!
st Tarus larkad

Keidakpizz=an  fakynt  tethocap pebovEnan  oyeey o ol besrkan
pamarining, melEly) PNE lWes meojpd  pomecu barhages  perletiwa yang
kurng  menysnangean. Karena  kotdakpugean wemg sarng lerjadl sk
torhumulas satingge Bira  menmbuthan gejolak soeisl  Segungguiinyo
dangan meths kepada kondsi o lapangen, depadkat kin heteisn batvwa
pelayanan PHS lidak tak 7 Bie Udak hak terlt porke kenya dupaysksn
paningkaten EElbyanan ke arsh yoand W ok fag

Pal-.aywlm magyarsha| loplunyn  mehbatkan s mEsareke!
18bagyl parnTimE peigyanan dan PMND sabage pelagsn Desm llsan ing
yong menjadi toph  mEdalah PNS Qo sonclr sabagal pefayan pmasyarahol
karees PHE dhniuf sehags mgan pembakare feged of changedh
Osgnimsta sesunggultimys  pringipspeimgly polayanss masyraka) yang boik,
bagamana Rambwilantys dan bageimans puda kire-kir penpelesalan yang
dapat diberikan ?

I. KEERANGHA TECRI

Pegawo. Negen Sial hdak secerm lugas dijelashan dalam GEHN
Casm kalarnya demgan Pegawes Mpged Slpll, GEHN sobagal arah bog
perlmngzn negaE A rokyal Indonecis  delET  mHnmbengun  bama
manjelaskan Aparshy Negara. Fembangunon Aparshr Megara diatzhbican
uriuk eningiathan kelitas Aparghet Megare soaf loblh mamie slkap dos
peviakl yang bermiken pongabcdln,  ke|ujuren fRngungiresl.  Ripn,
kaadier don kewibowsan sehingga dopal membetlkess  pelayaran den
pENgRyCian kepods masyaraks seshs dongan turdutan bt numni rakyat
Hal el menunjukken bsiapa becamya harmen kepads Aparsiur Megars
ager dapnl memberdan polgyanan dan penoeyoran yang lebit Deik lag
bagi masyarakat

5 Bisnis Indonesia, 29 November 1997.
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Sesungguhnya, apakah yang dimaksudkan dengan Aparatur
Negara? GBHN 1998 menjelaskan bahwa :

“Aparatur MNegera adafah keseluruhan lembaga dan

pejabat negara serfa pemerintahan negara yang meliptti

aparatur kenegaraan dan pemernnfahan, sebagai abdi

negara dan abdi masyarakat yang bertugas dan

bertanggung jewab atas penyelenggaraan negara dan

pembangunan serla senantiasa mengabdi dan selie

kepada kepentingan, nilainilai dan cita-cita perquangan

bangsa dan nogara berdasarkan Pencasila dan Undang-

Undang Dasar 1945".°

Peranan Aparatur Negara ini sangat penting. Penjelasan Umum LU
No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyatakan bahwa
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
nasional terutama tergantung dari kesempumaan Aparatur Negara
Kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari
kesempumaan pegawai negeri Adapun yang dimaksud dengan pegawai
negeri menurut UUJ No. 8 Tahun 1974 adalah:
(@). Pegawai Negeri Sipil, dan
(b). Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Sefanjutnya dalam kehidupan sehari-hari - dalam mendapatkan
pelayanan - masyarakat lebih sering berhadapan dengan Pegawai Negeri
Sipit. Untuk itu, pembahasan dalam tulisan ini akan lebih difokuskan kepada
Pegawar Negeri Sipit (PNS) yang dalam undang-undang ini, dinyatakan
terdiri darni :
a. Pegawal Negeri Sipil Pusat;
b. Pegawai Negen Sipil Daerah; dan
¢. Pegawai Negeri Sipi Jain yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah®

Salah satu ciri dari masyarakat yang berkembang adalah adanya
berbagai kesenjangan yang ada pada masyarakat yang pada akhirnya
menghendaki pelayanan Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelayanan
mengandung art perihal atau cara melayani, usaha melayani kebutuhan
orang lain dengan memperoleh mbalan (uang) atau jasa; kemudahan yang

¢ Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Republk Indonesia Tahun 1998
tentang GBHPN, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1998, him. 146.

7 Lihat UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawsian.

* Ibid.




diberikan sehubungan dengan jual bel barang atau jasa’® Dalam kaitannya
dengan pelayanan yang diberikan PNS, maka pengertian pelayanan yang
dimaksud adalah perihal alau cara melsyan/ Pelayanan yang baik yang
diberikan PNS merupakan tujuan dari tulisan ini

Menurut teori kelembagaan Milton .} Esman,

‘bahwa  variabel sumber-sumber daya memberikan

kontribusi bagi terciptanya sualu tujuan Sumber-sumber

days tersebut diwu ;udkan dalam bentuk staf, [asilitas,

peralatan dan informasi™®
Sedangkan menurut Kolonel Ka Susilo Martoyo, sumber daya didefinisikan
sebagai berikut .

“Sumber daya adalah alat untuk mencapai tujan afau

kemampuan memperoleh keuntungan dan kemampuan-

kemampuan lerentu, aleu  meloloskan dii  dar

kesukaran™

Jadi sumber daya dapat dipandang sebagai masukan-masukan
yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa yang
digunakan uniuk menambah kemampuan- kemampuannya sendiri datam
memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, organisasi mampu
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

Faktor staf merupakan sumber terpenting dalam implementasi
kebijaksanaan Dalam berbagai studi kegagalan utama adalah jumlah staf
yang tidak mencukupi, serta keahlian yang tidak memadai. Dalam kaitannya
dengan tulisan ini. yang dimaksud dengan staf adalah para PNS iu sendiri.

Fasiitas dimaksudkan sebagai sesuaitu yang diperlukan dalam
mendukung pemeliharaan sumber daya manusia ity sendiri. Drs. Gouzali
Saydam menyatakan bahwa penyediaan fasiitas untuk pemeliharaan
sumber daya manusia meliputi

a  pemeliharaan kebugaran fisik dan jwa raga,
b. pemberian bantuan perumahan,
c. pemelharaan kesejahteraan rumah tangga. “

* Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depanemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm.571
¥ Terjemahan dari Milton J. Esman, The Elements of Inswiution Building, Comell
University Press, 1971, p.34.

' KolKai. Susilo Martoyo, S.E, Mana jemen Sumber Daya Mawusia Edisi 2, BPFE
Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, him.6.
" Drs Gouzali Saydam,BcTT, Manajemen Sumber Daya Manusia, Djambatan,
Jakarta, 1996, him 596.
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Untuk dapat memelihara sumber daya manusia sebagaimana yang
dimaksud d atas, tidak terlepas dari konsep hierarki kebutuhan yang
dikembangkan oleh Abraham Masiow. ¥ Konsepnya menekankan pada
suatu hierarki dengan kebutuhan tertentu ‘vang lebih tinggr' menjadi akfif, jika
kebutuhan tertentu ‘yang lebih rendah’ telah terpenuhi

Konsep Hierarki Kebutuhan

| Aktualisasi dir -
mewujudkan potensi dir, _
| pengembangan maks dir, |
kreativitas dan ekspresi diri

| Penghargaan :
Harga dir, penghargaan orang lain,
dan ego atau kebutuhan akan status

Sosial '[
| Bergaul dengan orang lain, Masuk ;

kelompok, dan memberi dan menerima
persahabatan dan kasih sayang |
Keamanan: |
Perlindungan terhadap bahaya, ancaman
dan kehilangan

Fisiologis :

Kelaparan, kehausan, daur kegiatan-tidur,

dan seks

Sumber Freemont E Kast Organssass dan Mangpemen Buku 1, Bumi Aksara, Jakarla, 1990, Hm 404.

Sekalipun levellevel dalam hierarki kebutuhan i dapat dipisah-
pisahkan, namun semuanya akiif dalam pola perilaku aktual Artinya
kebutuhan fingkat rendah tidak pemah seluruhnya terpenuhi - dan jika tidak
dipenuhi untuk suatu jangka waktu, kebutuhan tersebut menjadi sangat kuat
sebagai motivator. Sebaliknya, suatu kebutuhan yang dipenuhi seluruhnya,
bukan merupakan motivator yang efektif dari perilaku. Dikaitkan dengan
pelayanan masyarakat, PNS diasumsikan dapat memberikan kreativitas dan
ekspresi diri bila kebutuhan pada hierarki level bawah terpenuhi.

" Lihat Fremont E Kast, Organisasi dan Manajemen Buku 1, Bumi Aksara, Jakarta,
1990, hlm. 404, -
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Peralatan juga merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan
suatu kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin mempunyai staf yang
banyak, mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai wewenang
untuk melaksanakan tugasnya. Namun, tanpa adanya bangunan dan
peralatan yang cukup, ia tidak akan berhasil dalam melaksanakan kebijakan.
Yang dimaksud dengan peralatan disini adalah alat-alat yang secara fisik
dapat membantu (mendukung) terselenggaranya suatu pekerjaan kantor.
Misainya tersedianya komputer atau ruang bekerja yang baik.

Komponen selanjutnya adalah informasi. Menurut Drs. Parwit,
informasi adalah suatu rekaman fenogena yang diamati atau bisa juga
berupa putusan-putusan yang dibuat. ' Dengan banyaknya informasi yang
diterima oleh Masyarakat, masalah pemerataan d segala bidang
pengetahuan masyarakat akan terjelma yang pada akhimya nanti akan
terbentuk Masyarakat informasi yang informatif sehingga bersifat responsif
terhadap gejala-gejala yang bersifat inovatif.

George FEdward 1l mengemukakan pendapatnya mengenai
informasi yaitu,

“The informnation comes in two forms The fird &

information regarding how b camy out & policy

implementors need fo know what lo do when they ae

given directives o act. The second fom of essential

information & dala on the compliance of others wih

governmental rules and reguiations’.

(TerjemMahan bebasnya . informasi terdiri dari bagaimana
melaksanakan suatu kebijakan dan data ketaatan pihak lain dalam
melaksanakan peraturan pemerintah.

Ketersediaan data kelaatan pihak lain dalam mentaati peraturan
pemerintah Mengandung pengertian bahwa disana diperlukan adanya
monitoring terhadap ketaatan. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan. kita
sering memerlukan informasi dari pihak lain mengenai ketaatan suatu
organisasi dtau individu terhadap hukum yang telah ditetapkan.

iIl. PEMBAHASAN

Sesunguhnya, pemerintah Orde Baru telah berusaha menoiptakan
suatu aparatur yang bersih, berwibawa dan berdayaguna.  Kabinet
Pembangunan Vi mengeluarkan enam butr kebijaksanaan dalam bidang
pendayagunaan aparatur negara yang terdiri dari : (1) sistem pembinaan

¥ Drs Pawit. M Yusup, Pedoman Mencari Sumber Informasi, Remadja Karya,
1988, him.3,

" George C. Edward WL, Implemenling Public Policy, Congressional Quarterly

Press, Washington, DC, 1980,p.63.
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PNS, (2) kebijaksanaan Zero Growth, {3) perampingan organisasi, (4)
pelaksanaan hari kerja 5 hari d instansi pemerintah, (6) model pelayanan
umum dan (6) percontchan otonomi daerah tingkat IL.
Dari sefiap kebijakan yang dibuat ternyata kesemuanya menuju
kepada satu hal yaitu bagaimana meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, Akan tetapi, pelaksanaan < Japangan menimbulkan
berbagai macam kasus yang menunjukkan penyimpangan kegiatan PNS
d luar prinsip-prinsip pelayanan Akibatnya, masyarakat mengeluh terhadap
pelayanan yang diberikan Penympangan itu dapat dilihat dari
a Dalam berbagai pangurusan.
Dalam pengurusan IMB {perijinan), pelayanan d PLN, pelayanan
pertanahan, KTP, akte dan lain-lain sering dilalui masyarakat dengan
prosedur yang berbelit-belit dan ketidakseragaman biaya gang harus
dibayarkan Misalnya pembuatan KTP yanhg berdasarkan Perda No 1
Tahun 1996 hanya memakan biaya Rp 1.000 saja menjadi dua juta
rupiah ® Bahkan dari proses dari meja ke meja yang ditaiui sering timbul
kolusi dan korupsi Demikian pula pemakaian komputer dalam
pembuatan KTP Model Baru yang malah menjadi lambat selesainya
karena pegawai yang kurang menguasai penggunaan komputer

b. Penyalahgunaan wewenang
Wewenang yang dimilikh oleh seorang pejabat atau yang mempunyai
pengaruh seringkali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau
keluarga Hal ini terihat dalam bentuk pelayanan yang cepat diberikan
kepada orang-orang yang kenal dengan pejabat tertentu

c. Kebocoran dan pemborosan kekayaan dan keuangan Negara.
Berbagai kebocoran keuangan negara masih banyak terjadi. “Uang
pelicin” untuk pribadi-pribadi pejabat tertentu pun, masih merupakar
kenyataan yang dihadapi dalam pembangunan kita. Sebagai contoh,
seorang sarjana yang baru dua tahun bekerja sebagai pegawai riegeri
mengaku kepada Media bisa mengantungi Rp 2,5 juta tanpa korupsi.
hu menurutnya, uang proyek yang dibagi-bagikan.” Survei Kompas
membuktikan pula bahwa 71% warga menganggap setiap berurusan
dengan aparat akan lebih cepat jka memberikan uang pelicin.®

d. Pemungutan liar
Permungutan yang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku dapat
dikategorikan sebagai pungutan liar. Hal ini  sering dialami oleh
masyarakat yang berhubungan dengan para aparat seperti d terminal-

* Kompas, 11 September 1997.

7 Media Indonesia, 7 April 1996.

" Kompas, 11 September 1997.



terminal atau di instansi yang mengurus perijinan. Contoh Kasus, untuk
izin tinggal di Indonesia bagi orang asing, mereka harus mengeluarkan
biaya yang jumiahnya sampai puluhan kali dari tarif resmi. '

Sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, tingkat
pengaduan masyarakat terhadap suatu pelayanan menunjukkan
kecenderungan yang semakin tinggi (tabel ). Hal im menunjukkan bahwa
peran PNS sebagai unsur pelayan masyarakat semakin dibutuhkan.

Tabel 1.
Statistik Data Pengaduan Bulanan Se Divisl Regional V tahun 1998
No | Meda Jan ~Feb _ Maret | Apni |
Jml | % Jmil % { Jml | % Jmil %

1 Yanlel 159 | 65 98 8410 | 23 | 4822 | 1 4462
2 Telepan 19 ' 3
3 Surat 44 | 1826 | 66 1652 | 240 | 4655 | 101 | 3885
4 Media Massa | 10 | 415 9 2,31 18 350 34 | 1308 |
5 Kot Pos | 0 Q Q Q Q 0 0 0

5000 L
6 |LPKITLA | 0 e {0 6 o ¢ 0 0
7 Akses K | O 0 51 1308 |0 0 0 0

Telkom

| Jurmiah 22 9% 30 | 10 514 | 100 | 260 | 100

Tyaratant - Liroerer] ke ng IRapeiell Cormpl s
FT Tetkonn Divigs fagitrind IV Yetong & 31

PNS bonumiah Cukip beser yatu 4080432 oremg™ belepi dad
latwn ke lahon kKinerjenys Beus dikeduhkan masyaraks. Oalsm selarah
targea kita, kedudukan dan parsman PMNS mdeinh penthng don menenlukan,
wereng PNS  addgh unsur Apgisir Nagara Wik manyslengperaien
permenmianan dan pambangunan datam rangia usEha meancapal bjen
nagema.  Akan telapl dalem  petjalanan  Sadanjutnyr,  biiokeesi  yEng
sebaruEnys Becarn polbs disnggan netral fidak By renerten keblaken,
sk memdikl kspantingan eendil, Bdak menalankan  kekussean yang
pantlng;Fanlm;a - Bla of galy sEl meripakan pagawal pameriniah . yang
pakdt *' - lame kelamaan mencip@kan rawy ketidakpuakan masyErEkat
mrhads patsyanan yang dberdkan, PMS diilei kebih condong kepada pihak
redim parpuzsa danparis masyarakel senwld  Coroh  konknel edadah

*® Media Indonesia, 7 April 1996.

™ Statistik Indonesia 1996, Biro Pusat Statistik, Jakarta, 1996, him. 79

2 Fred W. Riggs, Adwministrasi Negara-negara Berkembang: Teori Masyarakat
Prismatis, Rajawali, Jakarta, 1988, him.8.
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penggusuran rumah dan pembebasan tanah dilakukan oleh aparat dengan
alasan demi pembangunan sehingga rakyat harus menerima kompensasi
sesuai dengan penawaran pemenntah yang jauh d bawah standar harga
pasaran. Oleh karena itu, sebagai manusia pula akan dicoba diberikan
suatu solusi yang mungkin dapat mendongkrak pelayaNan PNS terhadap
masyarakat.

A Prinsip-Prinslp Pelayanan Masyarakat.

Dari tahun ke tahun, upaya untuk membenahi pelayanan
masyarakat terus dilakukan Pembuatan kebijakan oleh pemerintah
dilaksanakan dengan selalu berprinsip kepada Kepuasan masyarakat.
Menurut mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet
Pembangunan V1 TB Silalahi, untuk memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat, disana perlu diterapkan prinsip-prinsip pelayanan
masyarakat yaitu : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keterbukaan,
efisiensi, keadilan dan Kketepatan waktu Prinsip pelayanan ini merupakan
indikator untuk menilai bak tidaknya pelayanan aparatur terhadap
masyarakat. Bila prinsip-prinsip tu tidak terlaksana dengan baik, maka dapat
dikatakan bahwa pelayanan kepada masyarakat belum bak demikian pula
sebaliknya.

8. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah

1 Kesederhanaan
Pemerintah telah melakukan upaya dengan penyederhanaan proses
penyelesaian suatu persoalan. Contohnya dalam pengurusan perijinan d
Deptamben, beberapa perijinan teiah disederhanakan prosesnya, Akan
tetapi, penyederhanaan prosedur beium dilakukan pada kegiatan yang
senng dihadapi masyarakat seperti pembuatan KTP atau akta kelahiran,
yang dimulai dari tingkat RT sampai Kecamatan

2 Kepiasan
Prosedur kerja hendaknya dibuat sejelas mungkin (melalui aturan-aturan
yang berlaku) Dalam hal ini, pemerintah telah mengupayakan kejelasan
prosedur/ persyaratan bagi masyarakat dengan memberiakukan
pedoman teknis. Akan tetapi, belum seluruh aparat dan masyarakat
mengetahui secara jelas pedoman teknis tersebut sehingga mereka
pasrah dengan ketentuan-ketentuan yang 'diucapkan’ oleh oknum
aparat

3. Kepastian
Kepastian menyebabkan berlakunya penanganan sanksi yang benar Hal
ini tentunya dihubungkan dengan aturan yang berlaku d suatu instansi
Kepastian hak dan kewajban bag masing-masing pihak yaitu
masyarakat dan aparat telah dibuat dalam buku petunjuk pelaksanaan
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teknis yang ada d setiap instansi Akan tetapi, buku petunjuk itu kurang
dimasyarakatkan.

4. Keterbukaan
Keterbukaan para aparat dalam melayani masyarakat menimbulkan rasa
percaya masyarakat terhadap aparat yang melayaninya. Rasa percaya ini
akan dapat menimbulkan cepatnya keputusan yang diambil.
Keterbukaan dilakukan oleh aparat dengan membuka bagian khusus
pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan instansinya masing-
masing untuk menerima keluhan masyarakat. Akan tetapi, sering pula
terjadi, keluhan dari masyarakat tidak mendapat tanggapan positif dan
aparat.

5. Efisiensi
Prinsip efisiensi menomorsatukan wakiu dalam pelayanan Artinya,
dengan waktu yang fidak terlalu lama akan dicapai hasil yang
memuaskan Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan prosedur
pelayanan dan pemakaian teknologi (misal komputer). Akan tetapi, yang
sering terjaci adalah adanya kesenjangan antara kemampuan teknologi
dengan kemampuan manusia yang sering distilahkan dengan “gagap
teknofogr.

6. Keadian
Penanganan secara adil dari aparat terhadap masyarakat akan
menimbulkan suatu pelayanan yang memuaskan masyarakat.
Penanganan yang pandang bulu terhadap masyarakat akan menim-
bukan keluhan-keluhan dari masyarakat yang nantinya akan
menimbulkan kerusuhan. Sering terjadi aparat lebih mengutamakan
pelayanan yang cepat kepada para kerabat pejabat tertentu dibandingkan
kepada masyarakat biasa.

7. Ketepatan wakiu.
Ini berhubungan dengan aturan yang berlaku dan harus dilaksanakan
Hal ini ditempuh dengan memperjelas job description dari masing-masing
orang yang menjabat suatu pekerjaan. Bantuan teknologi juga sangat
berperan asalkan tidak terjadi kesenjangan antara kemampuan manusia
dengan teknologi.

C. Upaya Mengatasi Masatah

Dengan melihat kepada permasalahan vyang ditemukan dalam
masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh PNS, kita melihat
bahwa sesungguhnya kebijakan yang dibuat sudah bak akan tetapi hasil
yang dicapai terasa kurang maksimal. Ini berarti bahwa masih ada sisi-sisi
lain yang bharus diperhatikan untuk mencapal satu solusi agar dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.
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Sisi yang dimaksud adalah sisi sumber daya yailu bagaimana
dapat memberdayakan sumber daya yang ada dalam kaitannya dengan PNS
agar kegialan pelayanan terhadap masyarakat menjadi suatu kegiatan yang
lebih baik lagL

Menurut teori kelembagaan Milton J Esman,22 variabel-variabel
sumber-sumber daya memberikan pengaruh terhadap tercapainya tujuan
suatu organisasi Sumber-sumber daya dalam organisasi yang periu
diberdayakan adalah dalam bentuk staf, fasilitas, peralatan dan informasi.
Sumber-sumber daya ini dapat dipandang sebagai masukan-masukan
yang oleh organisasi diubah menjadi produk-produk atau jasa-jasa atau
yang digunakan untuk menambah kemampuan-kemampuannya sendiri,
terutama dalam menambah kemampuan PNS untuk memberikan
pelayanannya kepada masyarakat

1. STAF

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang
periu diperhatikan karena pokok pelaksana suatu pekerjaan adalah manusia
itu sendin. Peralatan yang cangggih sekalipun jika tidak didukung oleh
manusia yang dapat mengoperasikan alat tersebut, maka peralatan mu tidak
akan berguna Untuk iu faktor manusia im sangat perlu diperhatikan agar
dapat memberkan sumbangan yang besar bag lerlaksananya suatu
kegiatan Dalam tulisan ini staf yang dimaksud adalah sama dengan
pegawai atau PNS itu sendiri.

Dalam memandang unsur staf, yang periu diperhatikan ada dua hal
yaitu -
1. Jumlah PNS, dan
2. Keahlan yang dimiliki PNS

1.1. JUMLAH PNS

Bila dilihat perbandingan jumlah PNS sebanyak kurang lebih 4 juta
orang dengan penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 202 juta
orang”, maka satu orang PNS melayani lebih kurang 48 orang.
Sesungguhnya apakah jumlah ini memadai untuk memberikan pelayanan
kepada seluruh masyarakat 7 Mengenai jumlah PNS saat ini mantan
anggota DPR Komisi VI, A A Baramuli pemah menyatakan bahwa jumlah
PNS sangat besar sehingga perlu rasionalisasi hingga 50%. Bahkan
Departemen Tenaga Kerja hanya butuh 7 000 pegawai Padahal jumlah yang

2 Milton J. Esman, ep cit, p. 34
B Kompas, 1 Septemnber 1998,



ada Kkini mencapyl Z7.000% Akan tetapy d satu aisi ada lnstonsi yang
¥ehuramgan pegewsd Scbagel contoh, pegmes Bahr.mlaﬂit Jewlmral DPR
sompE cengan Okdober 1887 bagumish 118" Pegawal yavg khusus
melisyan| para fSnggoln Dewan sacam langsng melald !rakﬂ—frnh!: hamya
332 orang Padahs! idesbwo, satu oEng PHS i Salreletlal Jonderal DRR
rriyyant sy oreng Anpgole DPR.

Uniuk sepsd manjowsb partaryssn il sesungguings ek

diperhotikan bohan kera dar masitgamasing  bideng.  Datemn recruting
pogavwel  hendskoya  dbindatkan  spa g dsebul  denpan  Fuokem
Parkinaon et .
“behwa dalam malakikan penambshan s pergangkalian pegavial ban
hendeiim@ angan sempal el ales dosed hame adanys teman, el
dle: kingBn segolongan (nepoinmd) yang belen  bekerfa imle dipgakaes-
paksa dengeal menjadl pegawal, akan letspi henoeknyd didassrcen pads
hatvdvhan den kemarmpuan® *

Calgm gk panyisuron frmasi PNS, mfrmesd yeeg  Beenar
dibutubkan  dan  bartagu  gihak,  lormasuk  pimpEn ngtenal g
et uhien pegpwet, mengenel jens poed]Enn, sfal pedegears, pomiiraen
beban karie (winsip peisksandan pedar@an, joag@ng, [Wiah pangkel dan
|Fhatan yarg tersedia, ferla peralalan Artinye, jumlah pegasa yang ada
pads  masingasEing bidemy dalsm aslu ainsEnes dspsl e Derbeda,
Sehagal contoh, umbah peoewa dalar msians Dmaa Keponduguken g
berkpas utuk melayanl masyarakel hecara lanpaung (hagan petsnmasn
pangaduzn, pombugtan KTP) oles Ferue Bblh banyek desipada umish
pagawa o bldang dokumsnlas, Demikian puls umiah pageswss o maaing
Mzt instans: berbeds sslu samBe len senqi dengan balan fuges dan
pekerjaarmya Sebagnl comoh, wmlah prawe i Sekmelanat lendersl DPR
tidak samea dengen jumban pegewel Yooy dibiuhkan i Permda D Jaks-is
walaupun dalam wihayah yamg sana. Hal |6 teebabkan karens hgoe yang
dikerjekan manskng-magsng irestansd babeds Sekrthrial Jondersl DPR ddak
membatkan pelaysnan khgsud] kepada maspamkdl eiag dEpads pEa
snggota DPR sedanghen pegewnai Pamda D#Y Jekerts  bathubungan
largsury) dengan selutuh masyarakal DK Jacaria,

Bia kis mempshathkan tebef 7 (danggap babwa sty PNB
meuyani 48 mesyamkg, merupgakan auaiu handsl yeng ik dapal diawar
Bal) makn peryebGr jumssh PHNE hanye dlesuaikan dengan jurndah
parchatik, Den Bpur 5 terihal batwea unkk beberape propnz: mengakom)

¥ Media Indonesia, 4 huni 1996

“ Data Talun 1998 Bagian Kepegawaian Setjen DPR RL

“ ProfDrs.S. Pamudji MPA, Orgamisasi dan Metoda, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
him 107,
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kelebihan pegawai - d Propinsi DK Jakarta terjadi penumpukan yang pailing
besar yaitu sebesar 2 11%. Sebalknya beberapa propins$i mengaiami
kekurangan pegawai (Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat .Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat). Hal ini menunjukkan bahwa
penyebaran PNS beium merata.

Tabel 2.
Pendlstribusian PNS Menurut Lokasi Penyebaran
No "l Propnal Banysnya | Jumish Pendudul 148 Kondi %
P NS [ Terhadap |
A I _AUgE— yasy | demiah |

=T L | a S BT = TR [P A
1 D | Acah 8157 3 Ba7 541 43720 ®Ke | 041 |
2 Sunsteralliarm 235856 11114087 231556 4300 | 004
3 SumateraBarat 124056 4123 170 50066 33990 | 078

I 4 Raw 8 277 3900534 87 %1 1% 0,0
5 Jamii 57824 2360959 49374 8450 0.3
1 Sumatera Se latan 120873 7 207 945 150157 )21 B4 L)
7 Bengulu 42582 1409 U7 29357 13211 0.8

| a Lsmpung 102253 6657 759 138 703 (-)3B448 055
s | DKIJekara 382 259 »112 652 189847 T2 406 | 214
10 | JeweBara: %0 78 39206 787 B16606 | ()266 530 | 0.68
11 | JawaTengah 533914 20663 266 ST TE | () B8 | 0,28
12 | DI Yogra 104720 2018779 60768 | 43854 | 1.5
3 JawaTomsy 44889 AM844 002 705083 | (-}I60 194 047
14 | esi 85322 2095 849 60326 24996 vas
15 | NTB 71809 3845713 75952 {) 4253 o1

| 6 | NTY 87226 3 577 412 74531 7685 0.2
17 | TonoTomr 20041 839719 17494 M 547 138
18 Kalimariar Barat B &HT A65H 70 75 7a4 13 o0

| 19 | KalimananTengan 53 218 1 6% 453 33905 19.232 178
20 | Kaimantan Sewisn 8039 2 893 477 80231 20658 o7t
21 | Kalmantan Ty B0 460 2314 1983 | 408212 12248 | 053
22 | Sulmwesi Lera %9 P64 2648 03 65188 38775 148
23 Suigwesi Tangah 5B 39x 1693807 | 40 378 18018 0483
24 | Suswes Selmian 200420 7 558366 157458 42653 056

| 25 | Sutewes Tenggera 50308 1586917 23060 17242 | 108
26 | Malky 83604 2 086 516 43489 20225 | 097

| 27 | wisndaya 71781 1942 827 40 471 0816 159
20 | LusMegar® 348 241 U4 |

|
T jumin 4 080 432 B4 995952 | 4057 308 |

Sumber: Diclah dan data Biro Pusat Statistik 1996

Keterangan :

* Penylis tidak memberikan tanggapan terhadap jumiah PNS d iuar negeri

5 : adalah jumiah PNS dengan 1 PNS melayani 48 masyarakat
6 : adalah jumiah PNS yang tidak merata
7 : adalah persentase perbandingan jumiah iajur 6 dengan lajur 4

Pada masa Orde Bani, pemerintah membuat suatu kebijakan
perekrutan PNS dengan berprinsip pada Zero Growth atau pertumbuhan
nol persen. Hal ini berarti bahwa formasi untuk perekrutan PNS dilaksanakan
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dengan mempertimbangkan posisi yang kosong dikarenakan adanya
pegawai yang pensiun atau meninggal atau karena mengundurkan diri. Akan
tetapi sesuai dengan perkembangan kondisi terakhir (pada Orde
Reformasi), pemerintah (walaupun belum secara tegas) mulai menerapkan
prinsip Minus Growth atau pertumbuhan negatif Artinya, formasi baru PNS
tidak ada Disana tidak ada lowongan yang dapat disi bagi pegawai yang
pensiun atau meninggal dunia atau mengundurkan dii Hal ini disebabkan
karena kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk
membiayai pegawainya Untuk itu, setiap satuan birokrasi perlu
memperhatikan sungguh-sungguh pemanfaatan pegawai agar hendaknya
disesuaikan dengan beban kerja yang ada

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada saat ini (dengan
memperhatikan situasi dan kondisi yang ada), penyebaran jurmlah pegawai
yang tidak merata sebaiknya segera diantisipasi Mutasi pegawai dari
tempat yang menumpuk kepada tempat yang kekurangan dapat dijadikan
atemnatif pemecahan permasatahan. Mutasi hendaknya tidak ditakukan
karena alasan pimpinan tidak senang, tetapi hendaknya disesuaikan dengan
kritena kebutuhan dan kemampuan Mutasi karena aiasan pimpinan tidak
senang akan menyebabkan adanya laporan ABS (Asai Bapak Senang)

Poia ABS ini tentunya merugikan masyarakat yang dilayani, karena
pejabat sebagai pembuat kebijakan tidak mengetahui apa sesungguhnya
yang terjadi di dalam masyarakat yang perlu mendapat penangananan iebih
lanjut

Bia kita memperhatikan alasan-alasan pengisian formasi dengan
kebijakan zero growth, maka kita tidak melihat alasan pengisian karena
keluar dari PNS. Ini juga sering menjadi pertanyaan, apakah PNS tidak
mengenal kata pemecatan atau pemberhentian ? Banyak pendapat dari PNS
sendin menyatakan bahwa masuk PNS karena tidak kenal kata PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) seperti pegawai swasta. Ini merupakan salah
salu indikasi munculnya cara kerja yang seenaknya. Sesungguhnya,
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengatur tentang hukuman
disiplin berupa :

a. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan diri sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil

C. Pem?;arhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negen
Sipil.

7 Lihat PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
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e terarl bahwa pemberhenban PHS fu Siperiionsscm etam e
. janarkg atey Gahkan tdak memah berdadl. Hal oy puld yang meisth sebab
b oratlg tarpe TAKW melsikukan kesalahan vy xama. Olsh kgrens i,
pengawasan hendaknya ddaksaremkan samaksimal mungrine Hasil do
pengPwaan hendeinys ddmdaklanull secarn befex dengan berprickip lidak
adda grang yeng kebol huium d negema hlwm Konsskuensl dad Red n
adnlah banws DR poatiat [ugR harus mendepal hukunan e melahukan
kesalahan, Bia hal ini pdak diokpansken oEe Konsakodh, e bl
demkian skan memetabkan lindakan yvang besat sabelah  Akan telap, bddo
hudarn dapmat ditegaddan denpgen bek, maka paEalngsn yand sabad oniors
pegAwel akar tmbul karena mereha yang berpresieel yEng mempenssh

pangitar gean.

1.2. KEAHLIAN YANG DIMILIKI PNS

Pengmpatan ofatgorang kwge dind maegn Wdek sesug dormgan
prinsyp Hhe dght amn i the oghl place” Buslu bol tdak dapal dipungkin
bahwa fornmas PNG pardn saul Inl masih s g Holek sssus ankFra lata
befhong panddikan dangan jabakan yvang desmiianmgn, Sebefs confoh, d
Sehrgirial Jandmal DPR, Habgg Godung dan Perlomarsn  gdalah
sasetrang dengan latar belakang pendidliean Sosial Polite  kermadan datag
Arminlebasi Keusnpan fSecrang sarpist o bidary hullm semeniara ade
kabay Selostanet Komn Vil secrang sajars skonoml Haf ani sudan plas
bahwe l3lar belakomy pehdidkenn kucay menunang  berdelan  dongen
ety poses ke A Raglan Ersebul. Unluk mengedasl hal i pambanbn
sektlgh-sekolan S@w kgrbop-husys daldm benhk dklal alsh  lembags-
wimbage afou departemen-dapatemen kepoda ardng-emng yEy tadeya
lidak menguass Didang Friemy Mmng g dikukgn . SesungpidTyn, hal
gt menpaien kegatan yang ldak parde digkukan bia seletsmoye
ekl ©FENG Ascam benal Angoasen dand pendidikan dan petalihen
hendekry® diberken univk membusl seesorang leblh  prolssannl 4l
betemigryra SEMngEE hasimyg dapal lahih maksirs.

Selain W puls, upeya ik mMaEnciplakan ienaga  profeskonal
dengen mahekolahkan pas pegeval pada pnjang yang kebih thggl e
righ Tfamyala disdkep dongan mikap ooy pede  Babedian oRnR. Pade
|enjanp sifukiurai, temeniare phak  tespendoprt befvwed sekolsh kembali
i jenjang pendwliken wong bbb teppi berfujusn gnul  ampersleh
stein yang Bbh =k lag daripmia  whiuk lebd memprdesionakan dn
sescgl dargan ebitan Didang tugesnyg. Hal i emyes kil disababkan
wemta mash  kurengnys  Ungkat  kesmjablerasn  pepgewal  sehingga
orienlasinga masid usng Il pua yong saat N ditored sebagal bemuh
pelptihon yBrg gagal lurana oyl mane|er swesin elih denggsn mampu
dacipada pelabal vang telgy ade sebaluvym, HuEngnys kepadst onluk
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mencari ilmu daripada status disebabkan karena masih melekainya jwa
pangreh daripada jwa pamong dalam din PNS.

Adanya peningkatan pendidikan diharapkan kemampuan PNS
dalam pekerjaannya semakin meningkat pula. Hal ini terlihat dalam tabel 3
dimana dari seluruh jumlah PNS vyang ada hanya sebagian kecil
berpendidikan sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa periu ditingkatkan =
pendidikan PNS agar semakin bak Hanya saja tinggal bagaimana 5
menghilangkan kesan dalam din PNS bahwa semakin tinggi pendidikan
maka status (menunjuk kepada prestise) semakin bak Hendaknya
dikembangkan pola pikir meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan
prestasi -

Tabel 3.
Pendistribuslan PNS Yang Berpendidikan $1, $2, S3
dan Tidak Sarjana

No | Propea 51 s2 53 " Jumiah | PNStmsk
L% ] onttimn | "
B [ DlAcsh I aT. 77 24 | 13975 82102
2 Sumatera Ulas 26740 260 51 | 2ron 208 188
3 Sumnsters Baret 18336 2 | 73 | 19578 05 377
& Rau 15 925 a0 15 10680 | 70597
5 Jami 6882 =] 2 6954 50870
] Suma era Selsan 15681 07 xn 15750 113083
7 Banglubu a7 82 4 a423 35145
. Lempung 1a w2 1% [] 13299 asuss
¥ DKl Jakwrta 7381 1913 484 76308 105 945
0 Jurocall o mt 62847 188 642 84785 485 480
" JwwaTeng:ah 48,332 502 73 48 907 485007
12 Difrégys 18282 583 237 17102 B7618
13 JasmTimur 84048 w7 73 a7188 477893
14 Kalimantan Bami 7589 57 5 7831 L1 L ¥ ]
15 Kalimanten Tangah 7007 36 3 7048 48182
18 Kalimanten Stiaisn 10379 ® 12 10441 70458
17 Kahmantan Timu 5498 &7 17 9592 50 878
18 SulswenUtara 12645 219 as 12838 m oz
19 Sutawes Tangah 7042 “"w 1 oM 303
20 Sutawes) Seltan 237e1 ®7 128 3025 189873
21 Sutawesi Tenggan 8835 i 2 Ga78 43432
] Bal 14090 176 40 14306 Fali ]
z NusaTengges Bawl B 80 ] B 8355 83334
24 Nusa Tenggara Timure B08 73 2 8084 74132
25 | Mk 7436 B4 ] 7 584 58185
24 Inker? layn | 6264 50 2 838 824971
27 Tiemer T =i Be: ase b 13 1 } asAA | 25443
| | Jumizh | swws | po3 | 20N | BW a2z | IS0832 |

2. FASILITAS

Dalam hal fasilitas, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan
pendapatan yang sesuai bag pegawainya agar dapat membenkan hasi -
yang bak pula Disamping itu, pemberian fasiitas dapat menunjang
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kesejahteraan seperti dalam bidang perumahan, fasiitas transportasi,
kesehatan, asuransi, kendaraan dan lain-lain
Bila kita kaitkan dengan konsep hierarki kebutuhan Abraham
Maslow, maka kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan fisiologis yaitu
antara lain tidak lapar dan tidak haus. Bagaimana agar seseorang tidak lapar
dan tidak haus, maka seseorang itlu harus bekerja untuk memperoleh upah
atau gaji yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya
Sejalan dengan konsep ini, kualtas PNS seringkalo dikaitkan
dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang masih rendah. Asumsinya
adalah semakin tinggi tingkat kesejahteraan para PNS maka akan semakin
baik pelayanan yang diberkan sesuai dengan jasa yang dia berikan
Sebab, bila kebutuhan dasar untuk makan dan minum tidak terpenuhi, maka
seseorang termotivasi melakukan kegiatannya untuk mendapatkan upah
atau gaj yang sesuai Dengan kala lain, orientasi seseorang PNS adalah
untuk mendapatkan upah yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya. Bila gaji tidak dapat memepuhi kebutuhan dasamya, maka orang
tersebut akan mencari jalan lain untuk dapat menaikkan gajinya. Itulah
sebabnya banyak PNS yang bekerja d luar kantor bahkan lewat
pekerjaannya dia menciptakan tambahan-tambahan yang tidak sesuai
dergn aturan Sebagal conlosh, gal PNS golongan lle {seorang sajans;
yoryy mash Injang iinggat o Jakara dasngan masa kerjs nol tabun hamya
hempenghasian Rp 247 0000 (data soteist adanys kenalken oy sajw
Rutan April 1258} . Bla ¥ia menghliung Juniah dana yang dikelusrkan urtuk
kebuthen aeharihan, mzka kis akan Mandapatian hel sobagei barkul
irarm=tan dedam mehsd oduk Iropodasl dengan denderean umum
[miksital) menghabisken panpelmmn seheser Rp 2000 mea dane
Yirg 553 yntuk mekon dilam sshadi (seisna 30 hwly odalat R B 230,50
Hed il EMunya dlasumeiran bahwa satan makn 3kl Jadi, Bayas sekal
rukan igbih kurang hanya Fpo 207608, Kala Pamm memandeng o
kzhutulan W sajla lsnty kis mengatakan tah terpenuti. Aksn [tapi
bagatmana dergan kebwiuhan sandeng, pepen 7 Apakah jumish gail
deTekian mencukupl ? kU Linkk PNS galergan 1 lajang, bagaimana dangan
PHE polongsn | atee) | yang pajnyn ebih kesi daripada golongen Nl 7
Untungiah A3 mesth dhenkan lTaslites dalarh bideng  kasahaten. [N
Fehrglenal Jendersl OPR,  leyengn kesahotan diberkan kegode pors
pegawasdnya dengan hadimya Palikivk. Bt Bdak hecnps penyak bimes kg
harus dikelaarkss uniuh menfaga kesehatan, Cemidsn pus deiam Blaany
lzulitay prEnmalon fugas Sieinan maka sekamng bl
Fibankan phhpsran ok Kredl ruircsh flupun
Slphun bakea Barordi yelnin maviktean makan, PNS juga hars
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memikirkan dana untuk membeli rumah yang untuk ukuran Jakarta harganya
seMakin lama semakin Melangit.

Dari gambaran d atas, kita dapat melihat bahwa bagaimana
seorang PNS dapat bekerja dengan baik, bila untuk Memenyhi kebutuhan
dasarmya @ @ masih keltungan. Sogaimane secranp PNS dapst
mamberkan pelayanan makmmal tanpr dukunpen fasiias yang memadai 7
Ponulis permah berfarya kapads seSame PMS \anfang alsgas mazik
matjati FNS, padahel gai yang diparcishoya kedl Jewabanme sederhena
sekal, * wartrm PNS tidakpornah dipecst dan delem soal gad, PNS memang
geinya kecd mdapi pemesuknnnys dee yang lain besw " Dad sini, kg
rmalhat bahwa budays o leigh malekal ket deam de PNS, Kehldupan
PHG  bdak  terbpes  dap  pemesukan  lembahan  yang dldepel  dan
Pelakaanash akron yang Udah pdam Sebagei condoh. dalam pemgunoisan
RTP, sohanisiya wargs masyarakal sodd yang MeEngurusnya sarmpa ke
hecamatan. Akan (Eapi, dengan ketidsh |slacan méndensl pesswran b

frehak dparal kelurshan yatg menpanurkanl, Maks R
urduk o Prgkal kocamdan depal duns oigh phek keleranen  dan
masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan berupa ‘uang lelah".
Selain wakiu yang menjadi lama, biaya pengurusan juga menjadi bertambah.

Pakar ekonomi, Didik J Rachbini berpendapat bahwa usaha
peningkatan kesejahteraan di lingkungan pegawa Negel - khususnya
golongan menengah ke bawah - tidak dapat dilakukan dalam jangka
pendek. Hal ni disebabkan kemampuan APBN hanya sebatas untuk
mengimbangi inflasi atau sekedar mengikuti kenaikan jumlah anggaran
dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk membantu kesejahteraan PNS dengan cara menaikkan gaiji
PNS, Laksamana Sukardi mengusulkan bahwa pendapatan yang tidak
pernah dicatal dalam anggaran rutin APBN dimasukkan ke dalam APBN
Bila semua kemampuan nasional dicatat dan dibukukan dalam APBN maka
gaj PNS dapat dinaikkan. ® Mengenai peMecahan masalah ini, Penulis
tentunya mengharapkan sumbangan pemikiran dari para pakar ekonomi

3, PERALATAN

Dalam hal peralatan, kita perlu Memperhatikan penyempurnaan
tatakerja sebagai suatu program untuk Menyempumakan Metode kerja yang
lebih baik dengan lebih sedkit usaha dan sedikit waktu * Teknik

? Kompas, | September 1997.

® Media Indonesia, 8 November 1997.

" Prof Drs.S.Pamudji, MPA, Analisa Administrasi 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987,
him, 88-191.
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penyempurnaan tatakerja, pada pokoknya dikenal tiga macam bagan
yakni bagan proses, bagan operasi dan bagan tata ruang

A Bagan Proses/prosedur (Process Chart)
Teknik ini menggambarkan secara grafis urut-urutan sesuatu pekerjaan
yang berpindah dan seseorang atau kelompok yang satu kepada
kelompok yang lain. Dalam penyempumaan tata kerja dengan memakai
bagan ini suatu proses kerja yang tidak berbelit-belit hendaknya dapat
diciptakan Berdasarkan pengafaman, hal ini menunjukkan banyaknya
meja yang harus dilewati Selanjutnya, hal demikian menyebabkan
banyaknya praktek-praktek kolusi dan korupsi Dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masayarakat, jumiah meja yang harus
dilewati dalam pengurusan sesuatu hendaknya dapat diperkecil. Untuk ini,
asas yang harus diperhatikan adalah asas terpendek Artinya, kita
memperpendek suatu proses yang harus dilewati (lihat tabei 4 dan 5).
Dari penelitan & Desa Kotabumi, Kecamatan Pasar Kemis,
Kotamadya Tangerang terlihat bahwa proses pembuatan KTP untuk
warga yang baru pindah ditakukan sebagaimana teriihat pada tabel 4 d
halaman berikut.



Daftar Rangkalan Kerja

Tabel

4

Jarak | Vakiu
Keterangan Langkah Tanda (m) |{menit)
1. Melapor ke RT
Membawa surat © =2>.0 VvV D 200 20
Periksa surat o = v D 5
Ambil form O O ¥ Db 2 1
Tulis form o =2 3 vV D 10
Ambil buku O =TV & D 5 2
Register o =2 [I—=& b 10
Tanda tangan o [ VD 1
2. Melapor ke RW
Membawa surat .0 ¥ Db | 500 15
Periksa surat e S v | 5
Tanda tangan o= O V D 1
3 Melapor ke Lurah
Membawa surat 2000 20
Kaur Pem-an memeriksa 5
Ambil arsip i D 2 1
Isi formulir =l 5
Isi register O i 5
Ambil stempel R O vV D 5 2
Dibawa ke Lurah O = 0O ¥V D 10 2
Periksa surat ¢ =2 0 VvV Db 1
Paraf © = O ¥V b 1440
4. Ambil KTP
Ke kantor Lurah c = 0O ¥V D | 2000 20
Ambil KTP o =2 O VvV D ]
Jumlah 4724 | 1571

C Simbal ind menunjukkan aklivitas pekerjaan {(operation)

=> Simbol I untuk akbvilas pengangkulan
O Simbol m digunakan untuk menunjukkan suatu perbuatan menelit atau

menyelidiki

WV Simbal ni dipergunakan uniuk menunjukkan suatu aktivitas penahanan {delay)
D Smbol in diperuntukkan bag aklwitas yang menunjukkan penyimpanan

Sumber Laporan Peneillian (diolali sendin)
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Tabet5
Analisa Langkah Pekerjaan

- o — T S——
l i Ak w0
: s | Wakdu | Juomah | rak | Wty | Jumish | Jerek | Waekiy | Jdumiah
| zZ_ | b = v [ T |
) 4724 83 ] 5202 [ I 7.
=] ) 4= =R = 44 1
o | - 1 [ 1s =il |
b el ———— — K 4
o |0 =3 o (N S =

Sumber Laporan Penelitan (diclah sendin)

Dari tabel d atas, dapat dikhat bahwa temyata proses
pembuatan KTP sesungguhnya dapat disederhanakan. Kondisi di
tapangan membuktikan bahwa proses pembuatan KTP dilalw
masyarakat dan mulai tingkat RT hingga tingkat kelurahan. Padahal,
d tingkat RW sebenarnya tidak periu dilakukan oleh warga sendiri,
tetapi dapat dilakukan oleh Ketua RT sendiri Karena ternyata Ketua
RW tidak mencatat informasi yang diberikan, hanya membububkan
tanda tangan saja Demikian pula proses yang seharusnya dilalui
warga masyarakat secara langsung sampai ke kecamatan, temyata
tidak dilaksanakan sendiri tetapi dikerjakan oieh Kaur Pemerintahan
kantor kelurahan. Proses ini menimbulkan banyaknya pungutan liar
dan lamanya proses pembuatan.

Selanjutnya, analisis langkah pekerjaan memungkinkan
bahwa proses pembuatan KTP sesungguhnya dapat disederhanakan
(ihat tabel 5) Usulan yang dapat diberikan untuk mempersingkat
prosedur adaiah dengan menghilangkan proses d tingkat RW dan
melaksanakan sendiri proses di tingkat kecamatan Penataan ruang
kerja yang bak juga akan dapat menghemat waktu. Dengan
demikian, jarak yang diperlukan menjadi lebib jauh 481 meter karena
warga harus ke kantor kecamatan yang lebih jauh, tetapi dapat
menghemat waktu 1430 menit dan jumlah proses yang dipersingkat
menjadi enam proses dari 21 proses

B Bagan Operasi ( Operation Chart )
Bagan operasi ini akan menilai apakah gerakan-gerakan yang
dilakukan oieh kedua tangan berikut gerakan-gerakan tubuh atau
anggota badan yang 1ain sudah dilakukan secara hemat atau berieb-
than Untuk itu, asas rangkaian kerja dan kelenturan periu
diperhatikan Dalam hai i, suatu posisi bekerja seseorang perlu
dirancang agar tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya. Hal yang
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sering terjadi adalah seorang pegawai bekerja dengan tidak efisien
karena untuk mengambil suatu formulir 1a harus berdiri meninggalkan
tempat duduknya Hal i tenlunya memboroskan waktu Padahat,
dengan bagan operasi yang benar, penempatan yang benar, formulir
atau stempel tersebut dapat diambil dengan menggunakan tangan
tanpa harus meninggaikan tempat.

Sebagai contoh dalam proses di kantor kelurahan, pegawai Kaur
pemerintahan sesungguhnya tidak perlu iagi berdin untuk mengambil
formuiir atau stempel. Seharusnya formulir atau stempel itu harus
sudah tersedia d meja petugas yang bersangkutan.

C Bagan Tata ruang { Lay Out Chart )

Bagan nl merupakan ek menwemplTssn miakerm yang ot
jwan itk mEnguil Spakeh  penggunEian rUBAEN  kega sledab
dipeunakan s2cora  efieen atay Belum . ARs:  yang  perls
diparhalikan dmird JdM3h BS32a pAngguNAR BRGSMENE  TUBTIGON
Ay, nangan dipergunakan snsfricn Tngkln

Urtue  menyempismeken tsm roarg, ablo {8 ruGng o {arstakior
dhpefiukan, Hab ind dapal menghemat wakh: don lernsge sekabgus
Bila ks e Inslopef pametinlafr ok mengous sasusie, KTP
migalnye. MAka Serng M MENEUkEN ruangan  yany sememmt
kgmend peralach rueng yang hdak tamt Kedns berssrsiosn dimana-
marz kamma wdxk. boda tempat unbok peTvimpanan. Padshal o] ssi
Hn,  bamyak fuang] yanp  kosong  kiacg Terpakal. Hal o
manysbatsken banyaknya waldy yarp ischuang karens mencart arip
yvang hieng erteh komarw. Demiian pua wajh nangan Idak
cerah, telgpl ‘bersajsh sgem karees kuranpnys vertdss!. Hal nil
tepet menimbulkan kurmngnya sanangel kaha

4, INFORMASI

Kol lapangan  mesnbukiiosn  bghwa  banyak  mesyarekal
ETTyBle Ldak mangetahul @pe yang memjpdl peraumen dad peldcsanizan
(zkrin melfsp parstursn yong dibust Aeibalma o sars perte digalakkan
pemberitahusn  Kopage mesyorakal malaivi berbagal media messa dan
“papan pergumurnan” GEinmya.  Halaupen  sebagien  masyarok  sudah
rrRGEHPRTERLINYE, ook raEih memekcsr plen  pirdas uriuk memietablan
penyelesaian urusannya

Buky petoquk nragkss memusd kBngke) bk [ferds pel8yanan
maupun  departemeninstarmt  yeng dapsl | tihubungumm, Ha nl
diraksudker o mosyEshit lidak bngung egl hReres kemena  dalam
mengunra  hepeclmonys,  Namun  demdican, dalam  pedaksanaannya,
kedghkatan inl horwiskmm tidek lercermer kavens perbusion pam spared, Jia
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secara tatakerja telah benar, maka dalam prakteknya, kesadaran dari para
aparat diperiukan pula bahwa mereka melayani masyarakat (pamong
praja) bukan sebalknya masyarakat melayani mereka (pangreh praja).
Untuk itu, d sana diperiukan adanya etika administrasi. Etika ini periu
dinformasikan kepada para pegawai agar menjadi tertanam dalam diri
masing-masing orang.

informasi yang benar dari bawahan kepada atasan juga dapat
menimbulkan pengawasan yang lebih baik Artinya, informasi yang diberikan
bawahan kepada atasan dapat dipergunakan untuk pembuatan kebijakan
bagl masyarakat. Periu diperhatikan disana adalah bahwa hendaknya atasan
tidak memperlakukan bawahan secara tidak adil. Artinya bahwa atasan
harus bersifat objekiif dalam memberikan perhatiannya kepada bawahan
Hal ini untuk menghindari laporan ABS (Asal Bapak Senang). Sering terjadi
bahwa seorang bawahan untuk mendapat penghargaan dari atasan
melaporkan kenyataan yang ada dengan fidak sebenarnya (memanipulasi
data) dengan melaporkan yang baik-baiknya saja Hal ini tentunya sanagt
merugikan masyarakat.

Demikian pula informasi dan atasan kepada bawahan hendaknya
dilakukan secara jelas sehingga bawahan tahu apa kemauan. kebijakan dari
atasan sehingga dapat dilaksanakan o¢lah bawahannya Pemberian
kejelasan pekerjaan yang dimaksudkan juga dapat manjadi ajang terciptanya
komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sehingga atasan juga
dapat mengawasi bawahannya secara lebih efeklif dan hal i dapat
menimbulkan pelaksanaan tugas secara lebih baik lagi.

V. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan d muka, kia mengetahui bahwa
pelayanan yang diberikan oleh PNS terhadap masyarakat masih dirasa
kurang, sekalipun usaha-usaha yang telah dilakukan olah Pamerintah
dengan berbagai kebijakan dan peraturannya dirasakan semakin baik

Dari sini, suatu kesimpulan dapat ditarik bahwa pemerintah teiah
melakukan yang terbaik, tetapi belum pada tingkat operasional. Pamikiran
dalam tingkat oOperasional juga perlu menjadi perhatian sebab tindakan
pada tingkat in berdampak langsung kepada masyarakat. Upaya yang dapat
diberikan dalam mengatasi permasalahan pada tingkat operasional
berkenaan dengan perekrutan pegawal secara benar yang disesuaikan
antara kebutuhan dengan keterampilan

Dalam hal penyampumaan bidang tatakerja, bila tatakerja telah
dilaksanakan dangan baik, maka secara prosedur sebenarmnya masyarakat
dapat dikatakan memperoleh keringanan dan bentuk kesederhanaan
Disamping itu, beban yang diemban aparatur juga akan terus semakin

42



berkurang Untuk ini, informasi kepada masyarakat diperlukan guna
menjamin kebenaran prosedural _

Big secara mrossduntataivccanaataiontia telah bermd, fetspi kurang
tea berjolin sesudl dengen tunluten, maks pengerfl ar hans mended
perhatian bersama Had ind dapet  dlakuksn  dengant  meningkatken
kesgighiargan pegawis lendama O Hogkat mensngsh o bewah  dan
gengan parborian faalitps ymng remecu famangal keds  KesAmpatan
Wtk maaiodken  tndaican vang  curany  depal  dipedkecs
menginformeatken prasedue yamg benar schadap mogyeaket. Perbiatian
yarm leblh kelsl gl dalem hol etka agminintesl dtsdamkan dalarn g
sellay pegewdl methd pemberdakusn hukum ascarn xH¥ dio sungguh
sungguh. Dengan I, kematpuen PHS  dbarepkan dapei Membarikon
potayanmn yang labih ik terhadspy masynmkal,
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BAB il
REFORMASI BIROKRASI
MENUJU PEMERINTAHAN YANG BERSIH, KUAT DAN BERWIBAWA

oleh:
Uil Sintong Siahaan

Panduhubaan

Keduthitan pemerintah db dotam suais negam Sengetinh sqrifilen
Quns: revinwLLGRAD AU kaadilan, ketsriban, wedamatan dan keesjahisaan
anplal Sadargron kstidupen nbgora kia Beinh Bt 1545 hingge Letin
TS, masih dwornnl olsh barbagel pergolakan potth rg diandal dengsn
jsin Bangunnya Latwmel, yena mempengan [airya fode pemeritiahant

Seslsh Nskmishan Parton Komunls Indonasia (PKD yenp dicemd
seteal kekaiabgn COre Lama, Chde Baru muncal sebagsi soh Kekuakan
pemenang dan  menrgkiim  diffya  sebagdl  ekuatEn  yang  akan
menghenlarken rehyel Indonesia mendjy iBoyarakal yang Jdii dar meadengr,
rmélaksanakan Fancasie den LD 1845 secaa murnl den  konseEuen
Lintuk moakiud werzelud, pemecsiah Orde Beru mangsmbll peran s¥f
subagai tMU-salunyg mattusi yena peling mensenukan daten menyualn dert
man|alankan statagi pambangunen, FPemerniah yesq menjatnkan  fungs
negEm akmya tumbuh menjsd eelu ekualan vang sangh! Desor dsn
dominkn dalsm hamp semus capeh Rehisiepan. Famermdnh mensimokam
drinya ha dofary soech-osck birokrasl peman@hen dengan peran gendl,
yamy Sdrgeran sehsgal menkr pollfk Qure manjain kelanjulan leptimie
rebEgel pengunss. saria mefaksanakan e sdmunistal delon porentya
sEbage ogen pembanguren, Dengan strategi i, permerinish Crde Baru
bertasll melaktanaian pembangunan shohorm dengan ingknt pertumiwhan
varg cukun iinggl. Saseren bagl ercapaings porlumbabian akanom. riah
yanQ merddasan Owvoe By mamberikan peran yang sanied bBsLr kepmoa
birakrasl pemeebnishan. Poan genda  yong  dijolanksp  oieh  Bnokros
pemnanntatin mampersnaihan bahwa sie ekonoml dan pofibk e
hubngan yarg sangal el dsh saling mempenganshi

Babpgai konoakosrpt Hor gecan pemmerninh yang besar Bu, proses
pemiaton dan paisktanaan kebslakan nagworal meangad| jerpuesat d langan
elteeie polik Umtuk mamndukung tgas pambangonan o pemerindatuem,
avwsl birokvabl yang besey dan yaen selia secers polis hepads permegeng
Wehpassan mampng Engal dibviohkan. Owh keananys, boioas) semakin
W rAINkEs  perdnan  pertiey e monemiukan dalam  mandtsirihoalion
makEs DelRm  mergaltkaicat aumbdr deyd dan dane, yong dilakuiuan

46
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AMAT sy orE  Hrchraloa cirts delem kedidupe sowl polti e
akfmind D O bODATAGS - sarjand dmi palib eiskut desg wi falah

Panmmoaicsn G G wam w s sk s gy pTsiitpli peds -
saal avenl p & ke QU | yang membotubieen stivbiilss politk adsizh gy
fakts yEng dapsl dniakhml  Pomilstgerun  menar)  hamm  Ospat
beri@geking di datem maSears yoog aman et mmhl Unbuk S segais
poleiuim y ol Eet i ouchinmen ol ¢ Ben ol cheriQan barbeggal kebijake n pollih
AN g0 | PATHAWTIDATIN. P - partes polit, pofitic massa mec gt g
fuatig mass) sana penggerasn mias nggol Parcesta sustage (meiesan
Pt Porsaiimn PPF). sdpnpionn Galfua misreul sitgiei

iidigurcar titibilas dun A wrvnil werts dypel otk
Vel o CaD e REIE b gl
Demast Hogat! dan epast—e Lreuzaasn pellte gt

SirkraiiTeingd  Fhamessl Folltih~ dalsh “Alssislesy MWaru Depas Ciede
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Fungu pemberteyasn mongmdkasthen adsnyx RN yang ikl LarHik
mangembangkan kealiitas mengambll prakars-prearsa. hegr Wtrg]Lan
san komandinan maayarakal. Fungsl pemberdayann yang dmeakeud adeid
peiberdayaan pacisipas mEEyoreke! delam getipp proses pembangunan
Petihanguresn yarg mamusalgn parhabiadnoys pada marssia wdak fbin
dan idak kuranp menekankan aderyd parteipant ¥ sejak awel sampai shhi
gat  posen  poliganaan pogram  parthanouna.”  Sedanpken  fungsi
pembasngunen pdalah menul ferciplénya hese/oileraan Makysaiml SecH
banolauhan. Fungsl pembangursan mangindlkank batwa unluk morsenal
weow jehbmrann mkyal maks pembangunan  muliek  tlaksanaksn  dalam
sepatad bidang demgan wndan skafa  pocetas  menpgingat  kelerbatasan
keintbalasan yeng ada.
g7t beberspa pengEAMAN Jelams M, byt REEUS Menwylkan
adanyn sAbafian mikysl yang memantang o pembanguian. Kikadaan ol
tpal tetad karene beborape satob, aniem ign
. pemimngunsn hanys  menguntingkan segolongen ated  sekelnmick
fRrH].
1 p rgunin dimekauckan imiuk renguaringkan Seynl banyak iEBp
rakymt kurang mamabant maksied mis
3 pembangunan dimaksudkan uniul mengurungesn rakyat dan rakyat
memahamings, tebxi cmw pelskssnednmyd fdek descs  denpan
pemalizarean
4. pembangunat yang dipatAaminye akan manguiiangks maiyal el
sejak senvuda relkyal tidex difsedsien
Feromana ol atan memperihathen befna soien  kegisElan dan
prosed pemiEngunan haresiah tessparan, depel dipshaml secym |eles,
mombews  Merfozt bag mkyml dan meogkul weriaken rakal dalsm
ik FANBRMI Y
O=vid Csborne dan Tod Caabier dalam “Renvertizyg Govoenmea
metiqunghaphan botvea Twios! pamenniahan dalam s bk 28] diand
clafs dua ferAn. Pelame, rowteg moes, yililu feren penpaturen yang besifal
peribinasn whk mendorong partsipakt mosyseaked Kafe, steenng mes
yalu peran pengednicalian terhaen dequien Maevacakal dolam proses
pemarittahan den pembangunan

' Dr. Miftah Thoha, MPA, “Beberapa Aspek Kebijakon Birckrasi’, PT Media
Widya Mandala Yoovakaria 1005 iy |7

¥ CHpsndjar Kertosasmrta, Abninisirasl Fembangunan, “Perkembangan Pemikiran
uiea Fecekibnye g fndoneea ™ LFIRS, Jakarta, 1997, him. 56-57.

Yim Tiohya Supeama, “Bérskeon!, Pewberdayaan dan Pengemtasan Kemiskinan ™,
Hooprdtre Lhams Peesn, Bimdipg, 1997, him 99,
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Ralam melaksamakan peran dan unganya pamennet bdak dapad
lepas  onrl kebiskan publie, akivitss admirisiratf,  orgemiszsl  den
Marajemen, pAlayanan publik sefa kepsniingan dan urutdn pollk (puls
afsd and publtc Irfarestl  Fungal Ini befkaitan emt dengar  fumgsl
pemeiiniphan yahg diikuken olah kehasaan pemenniah dialam wadah
Qvgarieds  PEmeriniaian dalam kRl baser, yong barbenluk birokias
pertisrirtahan

Birgicrani Pemarntahan dan Pembaseran Porsn Bimkea sl

Sebelurn mtlah brokrash dikonal separt sokarsng i, pemenmmhisn
Panpeh Frap tetah sda pada massmate avell sejarah sehagsi zsiu
perangeal pemerintatian Pangreh Prajs yang kemudian disebal Poirong
Praje, tolsh mertdinkan poian yong stalege dolam MomcngRs SIBLEm
pollte  poits ramannya, bak dsom seg Admorsitatl meEdman  palilie
“Bitokraa’  sEmecam o telal benpss demm el kesatysn den
persaluen trhadap Boctangan tangh ok ey begliu luas dangan oneka
sody kghural Wstsupon secarn historls fernatas, Chirckran” seaueenm ool
lemyots cukup kual wnie mesysEgga sislem polift warg 808y ledh
banyak bercovak e pppdtato dari peditk kolond, yang  kemudlan
borketbang meanjed bioktas yang menjage kefentraman  don kededihan
zocara cukup efesem Blrokrasi kemudnn terkembang dan menjadi hersfsl
Miraeki, yang dikst okh oFEm  Agisieal yvang et Was  delam
mengalpkasikan wewsnan] dan KeluesaEan VWawenang den kexsesesn
dhcintrbuzikan secark berhall s=tnops baty Darmakna Eocord Gpeya)
apatila oda majnesl peda sofRp Gngkal asdiap ek, den weliep
[ungslonets. (6 tdsk semedd-moty menporsnkan lngkungan leteoe juga
msdzyani  ngungan.  Kombinas ederR  pengarshan  dnglunpan  den
petlayanan Pngkungan menjpakan bR gisa bad sskgeanys  blrokras
Pangarahan  (ngkungan ad3sh  menjelenkan  fungsd  pembangumn
fBgEakan pelEyenan ngeungan bamet eermiee jaminen SUEnEEn. yed
skl isrhadap kehodimn birokssi lu aands. Sioknts! pamanniaban yang
tdgk mendapat tukungan ofskt lentunys ldak aken Mampuy Mmeanunakan
Bmiaat pembanguran

Fakior lah yarqg cokup paning dipakei detmm mengsmbangkan
Glatern Himlomesi [alab kondsl budeya dan gaya bifckezs). Ponjelasan budsya
pirkl diperfimbangkan dalam upays mextransformpsiian bimkras delam
MattysrBy UNSOr-unsur modern, Kerakter birgots! kits bakom torbabes dari
kecenderungen  atatokrasl, (eodsbsme dIn aogendi Kekuasesn, Ak

® Ibid, him 100.



tetay, proses ind depet peroepot oheh kemueuan poltk yang leguh df fngiat
npaboel, Masoinh Dimhpsl Hdek ssmatemars diupkan ik mayadshi
komampran tehnin datem B spesiaiisach tetepi uga mercpokart sArana
komarde LTk MENYErIBIKan SEITALA UpEYa pemaTimanan’

Setagaimema dikatkan oleh Sad M Kotz o negArs-negara vang
Bt ey, pesvamtabnys hania mamTDavakan peranin samiral 4 dakam
pembangundr Rl PeNgUasHAIN pemerintal B SUMDE -suTnier e
yang webates umlahnyg, kemampisan-kamampuesn  manajesnyg  untuk
mannbllises) dana dan daya seda kapeefan cigeninest yang dirmikinys,
MR Eagan-atasen cukup sl Liuk memban peranan yeng besad
dan les kagada  pamennlah  ddaen  besiindak  cebaonl  penggerak
pemangUnen Maslofnl Sedangran masuns B Guy Pewrs, burssunrais
chapire Dudding  GoAk semsta-mata bedusungan dergmn keinpian den
Birokrast (W gendnn Uniuk tetap sundee lotepl ogm bersaitan denpgan
pongemigngan fungsifusgs yang digandan; esensial bege peningkai=n
Fusitgs Houp o masvarsks  Letih can o, brokrass niga  mampuriy
mostaTss yeng SUE untuk dimbang olef atihest yeng in termaBuk
il pofise”.

Dglam mefausanaren poan dan fumgenrya, ads cus pendekntan
yarg depgt digunakan unisk melhat skivilas brokoad  pomerninghan
Ferwdekatan partana adaiah psndeka@an adminsigtd. yole menggunakan
pandekaien ima  admstresl oyang diswali oloh pemstangan  sbrukdr
kekuasodn, pambagian  luges  spesallgasy,  koordmag), e jenheg
pengeweasn. Perdekatan kedus adalah pendekaten polkatogl sesial, yavg
berhubagtg@n ersl denpgen perfakr marmstla S6laku e Giokoasi delam
ZrEhr argaeisasl pemarindahan, helk perdskt ndividy dafm kelaiepok
taringl dan laformal meupun panlakl otemgd dan elglamel  Argardses
pEfraasintahen’

Rerkaiten dengan femomena periany blckaw, lla malihal behes
papmieh hat lidak depet diplsatken dit Mdividu eelaky faral pemartmiah,
yakri  pesapsl,  nilgi,  pepgatahuan, mobvayl  yemg dimiBki godta
mﬁﬁmanaum hig, fugst dan tAngourfEnaabnya mbbkakll  peliysman
pubsk

7 Lihat M Ryaas Rasyid, “Kajion Awal Birokrasi Pemerirtahan dan Politik Orde
Baru”, Yarsif Watarmpone, Jakarta, 1997, him. 36-40.
* lbid, him. 44.

* Tjahya, op ci
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Painkogl birokrsl

ketilahy patolog Secagolmana dikarmikestan cich Sondang P Siagian
sdarlah uniuk reelihal Cpemyakil-penyakil” broknesi yeng depe merusek
kiretja birchrsl i sendirl setnggs pedu dkensll secaxa mondalam aoar
depat mencagalngg. D mengelompokkan pRetoog HookiEs ke gaum Hna
knmpol, yal polckagl karena persepsi dan gaya Manajsdial, rendahnye
pangstahudan  dan  ketrampilars; pelanggeran RGmnaqmarmda hokor  dan
perehiEn perundang-undangan, petlaky disfungsonal dan skibed g
Int=rsal di ingkungan nstanei perme nnlahan

Namsalah persepsi don gaya manxerial o anteranya mekpuld
paryalahRuUNER wWewenang dan jabslan, pengutiran Mnasaish  sehingna
masalaiviya (e barbalit-belll, memsnime sogok dalam prosSy  pETin
mampeinhonkan shAwr geo sehingga takul akan peiubahan fdah e
ambe reckos., @ih Austh, Ldok adll intredesl, kumong kootdingsi, nepotsme,
than fidek rostonsl, GMasalsh delem pangetahusn dan keframpdan o
antpracym melputl © webdokmempesn menjshekan kebfwk sanaan, tidek
tolf s O, inkgmpetans datarn meenentulsn oFRNG ek Al pada
tmnpat yang tepel dergen imbalan yang tepat, Kurong prokarna, dan ldek
produkif. Twdakan metanggar MAum & eolaranya meipob  FR-up
angoaran,  kofupsl, penipugm, konifak Slau gndey Gkl Masalah peridsiu
disfungsional i anterarmE mEpUl ¢ Grdakan S EvesEANG-WanaEry, e
mbuk, unmsr pemakesan, konspirasi, ponugunan mowkuaias pakedaean,
digkrimingsi, tanggumgiewalr yang rendal, mengulamaien  kependicgen
sgivdin, seits pamborosan [Menlikan  dengan atuasi mniesmal, masslanmgs
artara laip - penampstan tyuan dan sesaran wang Wik lapat ieweihan
steial 3ebaga toban 8 mam dese BUMM digurpkan untik memibey
Kapietan yosigl jerleru, ekspioitesl bavelun, ehepiios asena dan
pracaras, sk, yablu keharusan mamiier uwb. paminlongan gedi, meped,
heerbur, miskormunicasd, megan misinfors

Torman &ad lambaga asing yong menpazkan betwa ndonesia
TR ETIRHAE puw kedia terbesar damm hel koruirw d adens 12 nogam o
lawasan Asiz'adatah sushy pukulan yong sangdt memalukan, Solaln
Prat. Scemitro o ohadbhuwsass juge meBnsls adonya kebocosan sebasar
30 persen dalam petskspnaen APEN kin Kelernphan brokrass kita btoak
hanwa pata teteran sirukfumya yang Kaku, namun jopga memiikd ketsmehan
eppreeictt dan kolemahan persongl, d antarenys canderung mangLdamakan

*® Untuk memahami patologi birokrasi, baca Prof. Dr. Sondang P. Siagian, “Patologi
Birokrasi, Analisis, 1dentifitasi dan Tergpinya”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
" Kompas, 11 April 1996.
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diri sendiri gsetf serving), mempertahankan status quo. resisten terhadap
perubahan.'

Budaya Birokrasi
Surava pdaleh cara berfidr, berpaross dan beperayd, suslc
hebmEagn stpu Bont mhindal yang dilaksanokan teh waly masyarakat Wnik
mengEr caa hidupnya. Budays bookrasi maelut Wi VWebsr adatab susly
budayn yasp anogely drinys denpin CERTEMA hiranon,  Wmpersongd,
ralotel  yunsdii leguimlk  dan  mrertokragi Budeya  semacam o)
manskenfan bahwa usunen kirackl o meaupgkan komsakuane 1gEs. flka
biokraal ity Menginpinkan kegs yarg rasaongl Sol impersonal menskankar
b Cors vefia piroktasi kfsk ddeessrban glan hutwngan prited mBupum
hubungan polie. Skap yunsdikid ipgatssik mamelankean babuva bedaya yang
dhanut lgh birokeasi ifu adelah bodays korla yang selir dibalaai olsh
Ftenhuam  naham,  puokdmya  ¥etenlln  poii  Sedenpkam  meriokrzai
CalE-cara  rekndmen ofn kenpikem  jsbeien  adeloh
bematarkan kualiflkasi keablian tekns, bukan slas o=t foocisme alu
koncoleme. Jabaian eokmas bukan merupaxsn larang prncahanen don
EUTDOAT HekEniiEan Yang dapal mamperkaye gt dan hahnr_qanya

Posisi Birokrasi
Manund type sl bircirsalnge Weber, brodrast  pemenmiaharn
mukartsh weosdsn pofk molainkan sabagel msTuman podtk Arinyu
biokrasl ku harus berfungel sabage ageo, hukannys selaps masier"
Buuireal lobih bamyak mangcankan pata aspok leknd administatit dan
lekris crermsionet danl pditik
I Denpan poats vanp demikan, ada bge pestikiren tendang birokrass,
il
1 Jka chadapkan pada paracalen kekuglan scsml dan pofifik. msie
hirtkigmd mesoune Kowl Mgn: fdok redal dan hanes memiiek kspada
¥ole (perpuess) Sodangkan menurol Hegel, Brokresl  esharregpa
neiral sebatyt perardara adam keperitingan Khusos dengan kspendngan

? Lihat M. Mas'ud, “Birokrasi Kita “A necessary Evil* dalam Republita, 19
Nopember 1997.

P Lihat Miftah Thoha, “Beberapa Aspek Kebijakan Birokras:”, Media Widya
Mandala, Yogyakarta, 1991, him 69.
* Ibid, him 52.
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umum, vyaitu antara kekuatan sosial politk masyarakat dengan
pemerintah.

2 Jika dihadapkan kepada dikotomi antara paliik dan birokras, maka
Wilson, Goodnow, White dan pendapat lainnya mengatakan bahwa
birokrasi harus netral dari politik lermasuk pengaruh partai politik. Dalamn
hal ini, birokrasi adalah apoilfic.

i Jka dnhadepken pade peEcalah BREnG OOUGEEEN  mEoganbil
kepuiaan  politk, maka bimlesal pemarnlan bdak medra),  Binckmogi
frslupakan tahgan pemenel yang hanm mBMmpumyed ka{:um;am urtuk
mnmiual kepulosan. Codsm bal r), Brokres) adaah - polttr ed'

Pandapal panamn berenglat darl perbedian pandangan anars K

Max 0&n Hegel mengenml noimbiss bckrass  Andsn Hegehen

menggemberkan balwa sdmicliices) negera ey birckres adalah embaan

antam keparlingan negera [ HEe) demyan kepedsidan masyanakad
rahym) flhe cAll pociely), Masyarakel fekyol lerdiri dati profsions dan
fenpusaho yang mewakih kepentingan kb, sedangean megara mewnkll

Weperdingan  wmomt Biohaed mdeial  sehagad perinrs  yeng

memunGkinkan pessn-pasan daf kepantingan kRuwsye lerssinkan kepada
kepanlngan umont.  Sedongkan  mauit Kad Men regee du bdak

meamkll kepertingan wrwen, mekinian mewakll ksperimgan Rbusey don
keipa dorrdnan. Dpkan parsperlifnya, bkokrast matppkan perauuedan dan
kelompok sceigl yang amal khusus ishibpoa terokrssr menunal Mards
sdalah nelrumen yad] menjabkn hadungen demgEe Reiss dormern dakam

Eugly negam Oleh karenanya, birshtasl W lcoh bisa netral telapl hamus

METTreIR epetus e yorg ol

Pandopal kedua vang menghuemdaht nabalias DiDkas: dan palisk,

pesanghed den pertuklran mEmEn Pasden AS ke-28 (1913-142 1) Woodnow
Wimon, wiiuk meomtagaion memukras. dalen binkias pemennlah Dla
mengashbl contoh pamerintahan Amedks Secka! dibawah kepamimpnen
Andrew Jackson, setega Presiden AS ke-7 Fede sasl du, pengauh paria
poftk sangal kual dalam birolasi pemwrintah, khususnys dolam mdcudmen
joetmr Drckeasl. Parten pallie sengal Gemeisu empargutakan jabalan
birtduow: pamenidah sabagol “bullding Dlock’ itk mangambanghen der
memiing offanmde! pertei Akhirnya pada ke 1BE3, kelyanah undarg:
undang Pendlelon A, yeng metyebutlen gplorvensi partsi polibke wniak
mangekspialast birokrasi pernainial dnyatakan sebegal tndsken Hepad.

13 Ibid, him .59.



Sepk . usshs memsgokkan medtoktir  delarn  birpkresl  pamerintan
Asterka mulal Nemak den malerbage ™

Pandapat kotlpa dturunkEn dad pemikian Frattis Rourks, Guy
Peters dan Nichotas Henry,.  Olgh Rourke, wadopun Bmkeasi padn
restarya berfurdget harye untue melaksanakan Sedijean pollilk, akan tetapd
bipkratl bme berpersn Membaat keblpkan podliE Cleh  Karsmsmyo,
memechder dukungen poith, Guay Felars menpataken Dahwa satah baty
sumbae kokualen biokrest dalah pawer of deciyion yang lebilt cepet den
arclal kerena Merupakan asmber jnfwTRES dan keahlEn Sedangan
mencnd Nicholas Herwy. birokresl memiikl dus kekugsasn yang maraniol,
yatu kekuasaan unlih tetae iinggal houp setamanya fstaping powerd dan
kekiuEtpan unilp  membual kepuiusan foabcy making  powsr]  Sekal
orpanmasi birokmsl pemerintehen diciptaen, maks uriuk salameayn sk
bahe mrd fmyratad. Sedangean kekosszgn untuk meial kepuissen
membai bukl behws  birdresi merupakan  tangen  pemedntsh dalam
mEmblsl kapulunes o

Bari pemahartagn sdbagemena duraikan o ater, nelralites Bokmas
yang dirnaksud adalah dikaltkat dengen pollk den kekistan poilc. Poltk
wartiken wWabhagal  KEKURSEAD UDRA  mambuEt  keputulsn  SBdanghan
kekusts poidl sdalah semun aktiviles folik yang berwuprd pariod podli
Jika blrokresd tidah ded daism pambustan ketlakan, makd pecn ek
her@ sebagei peisksonag kebtfpkon pemennish saps sohinggs posisings
cendaratg meleman. Adoieh kKurang lepal fka mamtlarkgn birgkeasl
semAkn Gmah, Sabalkrys, pta Birodmees Kkl Wbt onambuat kepublsen,
mak| fiElEm ini Akan membusd tokesi menjanl usl den Smbul sy
lndungiawat, wnhd melahzanakan  kepuhstan yang dibustingd sendb,
Kigstryn birghons samacan i, fea tdak $imbang| dengan koniral yng s
car] kshusian aosial dan podtk aiae ded krbana tagelald, meks bickeasi
cenderung memjads th fngde outhoeRanan, Jia blrokma parmerioind sapart
i rnaka birokras: merjedi K6bal derl kritlk, menisa tidek pernak salah dan
hersiapy mogan. Oweh sebob W, yarg deal adeleh birokras bolabh e
reeTbuat kepulusan skan teliey meamboka del iyl menstima kot dan
Wik darl plitak lein. Mambaknya brokresd pamacindeh gacda kekuatan palbk
ata) pods Qolongen yang Oomiten akan membos birokras lidak sled
cahingza Mmamungkinkan usluk moiokukan pelayanan yang medmeak, bidek
olyjaked, dar sk mag ciicnbal gk diritik

' Lihat Francis E Rourke, “Bureaucracy, Politics and Public Policy”, 3" edt,
Boston, Little, Brown and Co., 1984 dalam Miftah Thoha, fbid, hlm. 56.
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Reformasi birokrasi

Sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, dengan kedudukan
yang dominan dan menentukan d tangan birokrat pemerintahan, segala
urusan pelayanan dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat tergantung
kepada birokrat Dengan ketergantungan tersebut, tidak tertutup
kemungkinan terjadinya kolusi atau penyalahgunaan wewenang untuk setiap
urusar/keperiuan, Dalam hubungan inilah, “power tends fo corrugt, absolute
power comupt absolutely” menjadi fakta dan mendapat tempat dalam
kekuasaan yang dominan

Selama kurang iebih 32 tahun, birokrasi era Orde Barit menunjukkan
keberpihakannya secara terang-terangan kepada pemerintah dan kepada
salah satu kekuatan politk, sehingga keputusan poltiknya sering sekali
bersifat pofiticized Birokrasi yang demikian sudah jelas akan memihak, tidak
mau dikontrol dan tidak mau menerima kritik. Birokrasi pemefintahan yang
semakin kuat dan menentukan cenderung melakukan penyalahgunaan
jabatan, wewenang dan kekuasaan Terlebih lagi, kekuasaan legisiatf dan
judikatif berada d bawah “kendali” penguasa d mana peran kepala eksekutif
sangat mempengaruhi kedudukan, jabatan dan posisi d kedua lembaga
tersebut Lembaga legislatif tidak dapat melakukan fungsi pengawasan
secara efektif karena eksekulif lebih kuat daripada legislatif sedangkan
lembaga judikatif tidak kuat dan tidak independen karena adanya
campurtangan dan kepala eksekutif. Dengan kondisi yang demikian,
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan Konsekuen menjadi
terabaikan, Posisi legislatif yang seharusnya ‘kuat” menjadi lemah karena
fungsi kontrolnya tidak berjalan sebagaimana mestinya Ketimpangan-
ketimpangan seperti ini telah merambah kepada sendi-sendi hukum,
ekonomi dan sosial lainnya sehingga menggoyahkan pilar-pilar kedaulatan
rakyat

Goyahnya kepemimpinan Orde Baru dengan terjadinya krisis
moneter yang berlanjut dengan knsis keuangan, knsis politik dan knsis
kepercayaan masyarakat terhadap pemenntahan, adalah suatu gambaran
tidak adanya konsistensi pemerintah untuk melaksanakan UUD 1945 secara
murni dan Konsekuen Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan dapat
direkayasa untuk memuluskan segala rencana menurut tafsiran kehendak
penguasa. Masyarakat senantiasa berada dalam pihak yang kalah atau
dikalahkan. Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin mempebesar rasa
tidak simpatik masyarakat terhadap cara-cara penguasa menjalankan roda
pemerintahan.

Peristiwa-peristiwa yang saling terkait ini telah menyadarkan kita
semua bahwa suatu perbaikan yang signifikan terhadap kepemimpinan
birokrasi pemerintahan sudah tidak bisa ditunda lagi dan tuntutan reformasi
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harus _ditanggapi dengan sungguh-sungguh daiam mewujudkan suaty
pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa.

Sistem ketatanegaraan yang perlu direformasi adalah mencakup
bidang politik, ekonomi dan hukum pada tataran sistem, serta reformasi
bidang moral intelektual dan sosial budaya pada tataran karakter. Dalam
lman i, beboraps penubahan dalam perandeng-undangan yang
Se:ah Mok sesusi gl party segere ddalokosn. T by polith, perubshi
i Eewhenasn dengan EeyampUTEam ndeng-undery  pamilihen  umum
parta pobte, susanaft dany kedudukan snggeta MPR, DPR, DPRE 1, DRRD
i, hebebagan mangahsisn pendapat (¥ batang ekonem), kit mamertkan
whdeng-undang and monopof,  perindungar koansumen, oA partakan
larttidop  Lndang-undang ketenagakersan. O tedang bukm, bdta juega
rrarethuilen undang-tndnng lemwng HAM, mespun unceng-undarg terteng
bota nogara. Sedangkan dabar febon karakier, Kia poru membual
urdlang-rmdengy  Eika Pemerimighon dan mensgakkan B srfarcomisat
Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, peran birokrasi harus
dikilt'lnfbangkan kepada prinsip pelayanan yang cepat dan tepat, efisien dan
efekdif.

Dari pengamatan selama ini, upaya pengembangan dan perbaikan
terhadap peran birokrasi dihadapkan pada tiga kendala. Pertama, tingkat
kemakmuran masyarakat masih relatif rendah dengan jarak kesenjangan
yang relatif lebar. Hal ini menyebabkan pengembangan sektor pendidikan
belum optimal Akbatnya, lembaga pendidikan sulit menghasilkan lulusan
yang berkualitas tinggi untuk Menjadi sumber rekrutmen birokrasi. AKibatnya,
kualitas birokrat sulit digenjot, padahal untuk membangun pemerintahan
yang efektif diperukan birokrat yang berkualitas tinggi. Kedua, struktur
organisasi dan mekanisme kerja birokrasi tidak efisien untuk menghadirkan
birokrasi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah fundamental dalam
masyarakat Kadangkala kebijakan satu departemen bertolak belakang
dengan departemen lainnya sehingga membingungkan masyarakat Kefiga,
kepemimpinan politikk belum punya agenda jangka panjang yang jelas untuk
menjadi acuan dalam pengambilan kKeputusan Yang uMum terjadi adalah
lahimya kebijakan-kebijakan jangka pendek yang merupakan reaksi spontan
terhadap berbagai gejala permukaan dalam dinamika masyarakat. Inj
menyebabkan birokrasi d Indonesia sedikit banyak masih dilibatkan dalam
proses politk praktis yang bukan saja menyiMpang dari idealisme

" M. Ryaas Rasyid, Peran Aparmiur Negara Dalam Menciptakan
Pemerintahan Yong Bersih dan Berwibawa, makalah dalbm seminar

“Aparatur Negara Menghadapi Era Globalisasi* diselenggarakan oleh Pusa
Pengkajian dan Pelayanan Informas Setjen DPR Rl tanggal 15 Januari 1998.
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netralitasnya, tetapi pada tingkat tertentu telah menurunkan kualitas
pelayanannya kepada masyarakat.

Dari pengamatan tersebut, mau tidak mau pemerintah dituntut untuk
memprioritaskan pembenahan sistem yang menyangkut kelembagaan dan
sistem pendukung lainnya yang menyangkut sistern pendidikan, sistem
rekrutmen dan sistem penggajian yang secara langsung menyentuh
kehidupan para pelaksana pemerintahan dan pembangunan. Fungsi
birokrasi termasuk aparatur negara hendaknya bisa sebagai penyelesai
masalah (a world of solution) serta menghindarkan dii sebagai sumber
masalah (source of problem) sebagaimana dikemukakan oleh Ronald
Reagen, semasa Menjabat Presiden Amerika Serikat : “rhe Government s
not the solution b the problem, but they are our problem’.

Kita periu mengenal beberapa istilah dikaitkan dengan birokrasi
pemefintahan yang bersih, kuat dan berwibawa, terciptanya efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan
Pengertian efisien adalah mengedepankan kemampuan tingg dalam
mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber dana dan daya yang tersedia.
Efektif berari mengacu pada pencapaian sasaran yang telah ditentukan
dengan perhitungan waktu yang tepat Pemerintahan yang bersih
menggambarkan sikap tingkah laku aparat yang dapat
dipertanggungjawabkan, baik diihat dari segi peraturan dan perundang-
undangan, moralitas serta nilai-nilai luhur bangsa. Pemerintahan yang kuat
karena memperoleh dukungan serta berakar pada rakyat bukan
mengutamakan onentasi kekuasaan yang ada pada dirinya. Pemerintahan
yang berwibawa adalah cekatan melaksanakan tugas melayani kepentingan
umum atau masyarakat karena keahlian dan ketrampilannya. 4

Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang
bersih, kuat dan berwibawa adalah menyangkut cara atau hal urusan
pemerintah menyelenggarakan sistern pemerintahan menurut konstitusi,
hukum dan etika, lembaganya tertata secara efisien dan saling mengawasi,
mampu memberdayakan partisipasi masyarakat dan profesionalisme yan yang
dijalankan melalu kepemimpinan demokratis yang berkapasitas tinggi.
Perilaku birokrasi akan menentukan dan mempengaruhi bersih tidaknya,
kuat tidaknya dan berwibawa tidaknya pemerintahan itu

¥ M Mas'ud, /dem

® Dr Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan,
Pendehatan Budaya, Morat dan Etika, PT Gramedia, Jakarta, 1997, him_ 31

® M. Ryaas Rasyid, opcit
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Sekarang marilah kita lihat komponen yang dapat mendorong serta
mempelopori terwujudnya pemerintahan yang bersih, kuat dan berwbawa
itu.

Porirne, peralran hukum slag konkthel jeng mergs® musn
mest atps posedw, Famarniahan yang  begaimanapen du, bak
domokrl: gl Gomk, memeriukan  oluran mEm g ek Demakin
banyak Algtan main, Setmen M pemeticiahan L Dioh sebeb
pamarintaban ity adalal sshuah seem bk, yerg merupakan plar vlame
Saiem Madopeng keberadaan ousty parmettdatan,. Pemeriniahen weng bak
ndalah yang MusTErRerhon kaepasian Hukum hepade ranEakat

Medum,  letmpegedambaps  ferints  secara ofmisn den  mabng
mengavasl Peamesnishan yeng oflsien beg monjamds leciemy  elemn
govemmen!. Pemerintahzn yang banyak, fdok shemn alislsn Banyaknya
Eoatan manreEt akan manyuitken kookknasl dan bityanys besar, Makln sl
melokukan  koordnas  bevat| olkdn  lemal  malakskan  pengewesan
sahinpga akan membukn paiang Witk kelusl, korupsi dan negpotisms.

Herfga adalsh pemberdayaan magyarial Kalaribatan magyaraket
dalaom sabap feoses pembargunsn sdafah - pending dan menentukon
Mergoarakkan parispesi  masyarEkal  Bikan  hammm esermial | urluk
manduiung kegaian pembanguran yang digarakiEan oeh pematintah, o
i e masyaraks] besperan  Ietdh  tesar  dalem  kegalan  vang
ctskudannyn sandit. Perivasan kebiakon poemperdayann mMeayarakat ekan
mendomng  semangat  dan pedlaley mandn o wegE mRsysrekat
Prrpberdayaan T difted mebagal pencipinan im kebebasan berprakorsas
dan fmrkmean dalsm mernecahkan macalph savdn den dalam maresjulen
kugidas kshidupannya Oplimolisax pelayangr pubfe yanp adl dan efsen
sdalgh cora yang paru dilghoksn oleh birekras, sshingge manyarakat aign
rraatnben reapak Gang Ingdi kepids pansarisish

Meormipal adalat kepemimploan. a0 dan permerinishan  adstah
xepamimpiian, Pok porsi kapemimpnart BliEd, Wi badbicars tenfong
apoalur negars yang blsa mempalopor| lshmye  pemenniatian yang bersit
dan borwhaws.  Keperampinad  harus  depst menladl  contoh  begl
magyardcil Kz pedu lebih franepaeh debmn relnemen  Kepssmirpanan
Kapamrmpltian padd samun sektne semesiuican kualidas yanp tinggl, herus
skl dan kompeiill, think olas chder ngpotisre sy e hpken
pejabat yung mbib nggi Decgan mematand Bahea oy dan pomrmiat e
poaloh LagemiinEnan, maks kepaenaian doeess hens dksmbargken
dangan mendatami dan meamabem METusR Indonesis yang  didessrkan
puact PR wrhalutg dalam bulle-bite Pancasila dan LUUS 1845
Kepemimpinan Indonesia periu dihembangkan dengan menginventarisasi
sejarah, bak keberhasilan dan kegagalan yang felah dialami dalam
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panelanggareon  pertetndahen,  pembangunon  dat pomNasn
kermasyarakaten, durik usaha maupun keglalan soskE lEmya

Kepamimpiian indonesia, ldak Sofuruhnya harus berbeda dengen
kopemimpnen yang bersdal wmum & inghm. imemasmeal Perbadaanyvd
terlatak pada dimensl kemgrusianiya. Fokior-fakliy apimimpnan yEng
berpitat urium dopal diferggen otk (ndongsia, misalnys  keberbolasan,
komrikasi, mors dir digiplin kans yang depal metonEng etekiaalos den
efisiensi.

Dalem *epsmimpifan pamearntahsn, boedsya abd magyemks balm
memasyrraks|. Padahal ke memeriyken soL0X pamirnpn dan apanatu
pametish yang kokoh dan bansibmne, sebagel sbdl negera dan abdi
madyarakal [remikian jugs halhvws dergan atos kege yag balum lecammn
secara huh Kedudulsn dar penghasidan menkad anantasl utama.

Dengan pembenahan sistem yang mengarah pada komitmen
egpemunplngn, hukum o slhs kil bas beria@p  DerlangaLngyo
uplimalisRal fungsl pamarintshan yang rmalpud pelaysnan, pambeardayaan
dar  pembangunat Selingga  heterbben,  kakarmoniean, - kedodian,
karmpndiran dan  keasighiarasn masvireial dagsil dupayakan - Secorm
optimal Aparalr negas hEvs maspy enghayatl kewnjbanoys, memjad
teladan serta pelopor dalam hal disiplin

Dalam konteks pemefintahan yang demokratis, birokrasi
pemerintahan seharushya berada dalam kendali pengawasan politik kepala
pemerintahan dan lembaga legislatif. Birokrasi ditempatkan dalam lingkup
sistem perimbangan kekuasaan negara, tidsk memiliki keleluasaan dalam
pengambilan kebijakan sebab kewenangan iu hamya ada d tangan
Presiden. Birokrasi hanyalah menjadi pelaksana dari setiap kebijakan.

Untuk dapat menunjang semua kemungkinan di atas, faktor-faktor
petdiisnyg. pany dibsnahi snioes in pola rekadman, promom kao, Ul
k. epejphlesram, Sike pemerinahan dan skap profesonaligme Rokoutmen
ingcungnn birokrasl wipil yang heviake hgga B38 ni belom sopsaichig
menfamin LEjanngnye cXon-calon bwbaik  Besudzh My, dipaukan sal
tohap pandiditan mangens sahk bk pamernishan gune: Mk
kerrmittwn pengabdan den palaysnan yang ksl seielim mempesoien ges
dan tanggungjawab kedinasan, Selanjutnya, ukuran baku sebagai acuan
objektif untuk promosi karir perlu dibuat Penghargaan pada prestasi,
kejujuran, kerja keras dan kedisiplinan seharusnya dijadikan jaminan bagi
promosi Karir. Sistem ment ini akan mendorong Ishimya suasana kompetitif
yang sehat d dalam lingkungan kerja. Faktor kesejahterman jugs
berpengaruh terhadap perilaku dan kualitas pelaysnan yang akan
menghindari terjadinya kolusi dan korupsi. Etika profesi untuk birokrasi
pemerintahan juga sangat diperiukan dalam upaya membangun semangat
pengabdian dan mengembangkan kualitas. Etika tidak sama dengan disiplin.
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Etlka berkenman dengan twsily acusn momies yng menemin egaknys
wikigwm don clra backral sabagel abd mesyarskat Ceiupan nlisi i lsbih
Wwoa derl sekedar ketzatan pade hukumn. Dengan (svoipiamys  kupllas
birokaw yarg nmemikki kwmdmen profesong, maraka-mersha e depat
mengambangkan berpge wreya dan kabljgkan unbk  manumbyhkan
wemanditipn maeyaraks sEhngge aken mermpercieh reasek yang inggl deei
rmanyaraksl

Penutup

Tl dapef chsangkal bebom penampdan bitoloasl permerirghan
dalare sudu negam adaoiah unluk mMangantarkan masyorakainys menupe
maayarakal il dan makmur o hawah pramyaral kandial sonksl pofiic yorg
pman dan otebd  Untuk mencansl weieud lorsebor, dipgrokan sl
pornarnighan warg  kuet, ek den  berwibawa bEpa hangs
mangedepanien  EEXuassir  sebogm  Teeor  dominan den  paling
rrarerduken,

Solama wurang lekh Hpd atad manmpraklekken domingsl a@oasasn
talsm  penyBiengpseRn megerm don pemerniehan, bmbulfoh  Berbagal
kritican don kelidakpussan d katangsn masysmoxet Kz morater wang
rermpengarety sihei ekonoml dan pdinh & regara kita lalsh membawva
hengnyz keparcaysan mosyarskest ferhadap penguess  Keadaan yeng
sanukin memburuk N nads Bhimya mesmuncoitant germian el ormasl yemyg
mamnist pecuihan hak-hak rakyal Kedaulsian rekyel maupun demokrsEsi
yarng deangr selame  ni, tamyats sem don hanys  meRgunilogkan
sSERMONgan orang sef. Parphn manguess dsn bEokrasl pomerniahmn tidsk
bgt unfuk kepenhngan rakyeg! meleinkan nluk Kepaniingen they kapuasan
pricedi ateu ketompod. Kofusy korspsl gan napousme leldh marusakken
sandl-sendt pern velenggaraan regara den pacnerirdanan

Oalam kxsn pamennianan, terciplermys switl pemersiehal yang
bergh. kust den  berwibawa  yeng SR men@min  jedaksansnys
pembargunian  socara  afisien  dan  efaktil,  dopat  1Efwejud  ctabo
pertbonahan ey yeng  malputl  konglusi,  kelembagasn, ok
profesionaisme don kepesrpmpinan.  Perangkat konsfiosl toum dan el
kg mened oesar bag perdaku biokrat datam mergslankan  fubgel
permarimt#han den pembmngunan, yang ket membdlas] gersk birckres
ek bk Denlake wemana-mana o ke beles Kewsngngat,

Kelambagasn perlu ditala menwut managsnen ying ofislen dergan
treebithickan fongal pengewesan dan kodrdicasi Hol 0 peoreing sgar tidak
Erpd trngeng Sndh delam peencansbn den  palaksanaan  keglaian
FEmenclaluh i pEmDaru e

Hadimya profesionalisme merupakan jaminan bagi suksesnya
kegiatan pemerinfahan dan pembangunan. Profesionalisme ini tercermin
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dEAM kemammplan Mmberdaye menuein yang hanosl meanurut ashisrmmym
masing-masiyg  WAllk bekerg e ol rangkesen  Luges  dan
gy ngiineal. Profesicnalisme akam berapla dengan adanya melalien dan
dukungan daism benhb tan gmnat | don jeselahtersan yeeTg M

¥epamimpnan pada dkblmya mwnjad] kunci dalam reslakaanaion
fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kepemimpinan yang baik menuntut
kapasitas yang tinggi dalam kepribadian dan ahlak agar dapat memberikan
contoh bagi staf d bawahnya Kepemimpinan yang baik, dalam arti efisien
dan efektif akan menunjang terbentuknya pemerintahan yang bersih, kuat
dan berwibawa.

Pemerintahan yang bersih, kuat dan berwibawa tidak mustahil untuk
terwujud, kalau memang ada kemauan politk untuk memperbaiki sistem
ketatanegaraan dan pemerintahan dalam segala tingkatan serta memilih
orang yang tepaf unfuk tugas negara dan pemerintahan. Dengan pilihan
yang demikian, pembangunan akan berjalan dalam jalur yang tepat sehingga
{(eadllan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional akan dapat
ercapai.
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BABIV
BIROKRASI, POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Oleh: Prayudi

Keluasan dan keragaman ruang lingkup masalah kebangsaan yang
dinadapi oleh negara-negara berkembang kerapkali mendorong lahimya
keperiuan pemerintahan yang dibekali kewenangan secara tepat d bidang-
bidang lerentu sebagai fasilitator gerak kemasyarakatan. Hal ini tetap
disadari, meskipun lalu muncul ungkapan yang justru bemada sebaliknya,
bahwa pemerintahan yang baik adalah yang sedikit memerintah (good
government is the feast governance) Kewenangan itu terutama didasarkan
pada pemahaman unftuk merekatkan ikatan-ikatan kesepakatan antar
lapisan dan golongan masyarakat dalam rangka memperkukuh komitmen
integrasi nasional.

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan itu adalah
penciptaan birokrasi yang tidak saja menjalankan fungsi administratif
pemerintahan, tetapi dituntut pula unfuk mampu berperan kondusif bag
pembentukan perilaku masyarakat terhadap operasionalisasi kehidupan
poltik secara dinamis Bahkan, mobilisasi potensi politik  masyarakat
merupakan prasyarat penting dalam meletakkan fondasi stabilitas guna
beroperasinya berbagai program ekonomi kesejahteraan.

Di tengah arus globalisasi yang membawa rangkaian implikasi
penting bag' arah perjalanan negara, peranan birokrasi kKini mulai mengalami
proses pendefinisian ulang yang tidak lagi hanya terbatas pada aspek
regulator semata tetapi harus pula menjadi sarana pemberdayaan prakarsa
rakyat dalam pembangunan Proses redefinisi peranan birokras: itu dibarengi
dengan tuntutan yang semakin meningkat tentang efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya negara. Beratnya krisis ekonomi yang sedang
dinadapi saat ini, menempatkan tuntutan tadi sebagai pendorong keseriusan
penanganan agenda birokrasi yang mampu mengemban missi pencerahan
kehidupan bangsa di tengah gejala krisis kepercayaan rakyat terhadap
beberapa kebijakan yang diambil pemenntah.

Menyadari kondisi lingkungan sistem politik® yang sedang
mengalami perubahan cepat sebagal akibat arus globalisasi, tulisan berikut

» Robert Dahl mendefinisikan bahwa, sistem politik adalah suatu pola pengelolaan
hubungan antar manusia yang teratur, melibatkan sampai pada tingkat signifikan,
mengendalikan, perga.ruh, kekuasaan, dan kewenangan, lihat Robert Dahl, Maodern
Pokitical Anaiysis, Prentice Hall of India, New Delhi, 1981, hlm. 3.
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ingin mengkaji peranan birokrasi dalam proses kehidupan politik pada
umumnya dan pengambiian kebijakan publik pada khususnya. Kemungkinan
apa yang dibawa dari perubahan lingkungan tersebut terhadap kebijakan-
kebijakan yang diambil birokrasi dan bagaimana impiikasi politisnya?

Pandangan Terhadap Birokrasi: .

Setiapkali membicarakan sosok birokrasi, kerapkali kita mendengar
ungkapan kurang menyenangkan mengeNai peNampilan dirinya yang
disifatkan sebagai berbelit-befit, bermuatan ekonomi biaya tinggi, tidak
efisien dan sejenisnya SebenarNya, sosok demikian merupakan antitesa
terhadap deskripsi teoritis awal birokrasi yang diaNggap sebagai suaty
instrumen penting dalam upaya ModerNisasi suaty negara. Prinsip
rasionalitas dan pembagian kerja secara tertib dan profesional menjadi
pegangan daiam menjaiankan tugas-tugas birokrasi.

Biroksaki debm ltermter (mu adromistasi  sedng  Sperpunakan
dalem betboropa pengetian  Sekureng-kurangrya terdaod bivh pengertan
yang eeding tarkenchang daten islish Bleokrmal yabic (7 gpandees! msional
frafional  opanmatiod), (2] ketidakeficlanan  oroanges | lomgenizatonsl
inefficancyy {3 pemerndahen okeh pam pajtat fride by ofciols) 4
administrasi Negara (public administration) (5) administrasi oleh para
pejabat (administration by officials), (6) bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan
kuaiitas tertentu seperti hirarki serta peraturan-peraturan; (7) satah satu ciri
masyarakat modem yang mutlak (an essential quality of modern society).?

Ciri-ciri pokok struktur birokrasi menurut tipe ideal Max Weber
adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan sehari-han yang dibutuhkan didistribusikan melaiui cara yang
telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi. Pembagian tugas
secara tegas Memungkinkan untuk mempekerjakal hanya ahli-ahii
dengan kekhususan fertentu pada jabatan-jabatannya dan Membuat
mereka bertanggungjawab terhadap pelaksafaan tugas masing-masing
secara efektif.

2 Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis, yaitu unit tebih
rendan dalam sebuah kantor berada d bawah peNgawasan dan
pembinaan unit iebih tingg Setiap pejabat yaNg berada datam hirarki
administrasi dipercaya oleh para atasanNya uMuk bertanggung jawab
terhadap semua keputusan dan tindakan yang diakukan oleh
bawahahnnya.

? Dikutip dari Syukur Abdullah, “Budaya Birokrasi di Indonesia” dalam Alfian dan
Nazaruddin Syamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Grafii Press, jakarta,
1991, him. 225.
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3 Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang
konsisten dan mencakup penerapan aturan-aturan ini dalam kasus-
kasus tertentu. Sistem pedoman dirancang untuk menjamin adanya
keseragaman dalam pelaksanaan seliap tugas, terlepas dari berapapun
banyaknya pegawai yang terlibat d dalamnya serta rmengkoordinasikan
tugas-tugas yang beraneka ragam

4 Seorang pejabat ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat “sine
ra e studio” (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan kash
sayang atau antusiasme Pedoman rasional mempengaruhi jalannya
pelaksanaan tugas tanpa dicampur hal-hal pribadi. Dalam menghadapi
para klien, organisasi harus menampilkan pendekatan yang tidak
rmemiliki ikatan.

5 Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi
teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak Pekerjaan
dalarn suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier serta
terdapat sistem kenaikan pangkat yang didasarkan bak senioritas,
prestasi maupun gabungan antara keduanya.

6. Pengalaman universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe
organisasi adrninistratif rurni bersifat birokratis, dan dilihat dan sudut
pandang teknis mampu mencapai efesiensi tertinggi. Perbedaan antara
mekanisme birokratis yang telah berkembang secara penuh dengan
organisasi-organisasi I§innya adalah ibarat mesin dengan cara-cara
produksi non mekanis

Hukum publik dan pemerintahan menyebutkan tiga elemen sebagai
“kewenangan birokrasi, yaitu:

“There is the principle fixed and official jurisdictional areas, which are
generally ordered by rules, that is, by laws or administrative regulations. 1
The regular activities required for purposes of the bureucratically governed
structure are distributed in a fixed way as official duties; 2 The authority o
give the commands required for the discharge of these duties is distributed in
a sfable way and is strictly delimited by rules concerning the coercive means,
physical sacerdotal, or otherwise, which may be placed a the disposal of
officials;, 3 Methodical provision & made far the regufar and continous
fulfiiment of these duties and for the execution of the coressponding rights,

¥ Max Weber, “The Theory of Social and Economic Organization” dalam Peter M
Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masymrakat Modern, Ul Press,
Jakarta, 1987, him 27-34.



only persons who have the geferally regulaled qualifications to serve are

employsd. *

Birokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintah yang
menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah
d bawah departemen dan lembaga non departemen, bak d tingkat pusat
maupun daerah, seperti halnya propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan
sampai ke tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau
missi yang mendasari orgamisasi, sekurang-kurangnya dapat diberikan tiga
kategori
a  Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian ofganisasi pemerintahan

yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum  termasuk
memelhara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah
{propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) Tugas-tugas tersebut lebih
bersifat "mengatur” (regufative function)

b. Birokrasi pembangunan yaitu ofganisasi peMenntahan yang
menjalankan salah satu bidang atau Sektor khusus guna Mencapai
tujuan pembangunan, seperti hainya pertanian, kesehatan, pendidikan,
industn dan laindain  Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan
(development function) atau fungsi adaptasi (adaptive function)

¢ Birokrasi pelayanan, yaitt unit organisasi yalg pada hakekatnya
merupakan bagian atau langsung berhubungan dengan masyarakat.
Dalam kategori ini dapat disebut antara lain: rumah sakit, sekolah {mulai
dan SD sampai SLTA), kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor
atau unit pelayanan departemen sosial, transmigrasi dan berbagai unit
organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat Fungsi utamanya lalah pelayanan langsung kepada
masyarakat dan disebut birokrasi d lapangan. Wajah birokrasi atau
pemerintah secara umum ditentukan oleh peranan mereka dalam
menjalankan tugasnya.’

Perilaku Birokrasi:

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan
bahwa pembangunan aparatur diarahkan untuk meningkatkan kualitas
aparatur negara yang lebih memitiki sikap dan perilaku yang berintkan pada
pengabdian, kejujuran, tanggungjawab, disiptin, Keadilan dan kewbawaan
Sejalan dengan itu, pembangunan aparatur diupayakan bag penataan
kewenangan rasional d antara jajaran dan peringkat aparatur Negafa supaya
dapat terlaksana administrasi negara yang bersih, berwibawa, profesional,

9 H.H.Garth and C. Wright Mills, From Maxx Weber, Essay in Sociology, Oxford
University Press, New York, 1958, him. 196-1'97.

9 Syukur Abdullah, op cit, h. 229-230.

68



ahimy 0an efedil  Guds manjeberksn amanat GEHM iy, Marden Negem
Pandavagunasn  Aparmtur  Negem  {Menperl yang  baitugsa
mngasrdinasien salnh Begiien bmknel pamedintah QuUne peiaksanaan
propram seoam manyblauh menataphern kabijsken ereiegls dalam benluk &
program, $ samnping berbagar loegraten iMrmm. Kaenpm pregmm sirsegE
it iafah siplem pembinaan pegawal mwWo GOWih, pERRMpNgan organisan

5 hal kmrja. model petsyanan mesyarakal gan  parcontchaErn
clonomi o Dat || Panyeterggaran  progrsm sindegls inl timakaudkan sgw
lurgsl sparslur megaa mampu  dlaksanokan  berdasarksn  Keputusan
Presden No. 44 Tahun 1523, Pada pokoknys, Mappres il marupakan upayd
untuk membentuk sosck aparatur negara yang handal. profesional, efisien,
efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika lingkungan
sekitar. KeseMuanya berada dalam kerangka untuk menjamin kelancaran
dan keterpaduan tugas atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunzin.

Dalam perjalanan sejarah pola keterkaitan administrasi dan politik d
tanah air, aparat birokrasi yang disimbolkan sebagai “pangreh praja® pada
masa kolonial Belanda berperan sebagai jalur penghubung yang utama
antara kalangan penguasa dengan rakyatnya. Sehingga ini menjadi mustahil
untuk memisahkan evolusi administrasi dari perubahan besar yang dlalami
masyarakat® Ironisnya, d negara kita, peranan birokrasi yang besar dalam
menggerakkan potensi keMasyarakatan, justru berbarengan dengan kondisi
masih dominannya pola budaya politk patemalistk yang menjadi
kecenderungan pemikiran dan perilaku sehari-hari. Ketargantungan clien
kapade pEDn menund ErEargyE manng-masmg, mengsds landasan dalam
hubungan 303l oan kara organisast. Tinggewa kelergantungan hubungan
arial METelE ITEMTYRDOBNEN sk untuk mesmhbedaksn antara uruson dings
dangan  wrusen prikadi yeng lercermm detl  wamea-warns kUt
pelaksaneen prosatis birgkras Para binkrat b linghs! bawah titek beran
malzngkeh dan barindek mangenai auahs kasim, sababum memperglen
restu dari pemerintah tingkat ~atas®-nya

Usaha profesionalisasi kinerja pelayanan publik birokrasi bukan
berarti ferabaikan sama sekali, dalam menghadapi tuntutan masyarakat
yang semakin kriln d e gobolsact D samping panngketen Sarna
PEAgEWAAST SACAE irtermal mAupun ekstermal, afdviles  pengQunEEn
symbir daya yang dhmikl bankras! jwga menad plihet petimg. Hal o
terthat deri penaimpen katgeken ime hed Keda df Ingeumgen b
pamaniah yeng diresinikcan beriaku mutal T Okiober 1985, Kablmkan inl
diaksgrmkan secara sangal sabekli don berdatep d deereh serta (edak

J Heather Sutherland, The Making of a Bureaucratic, ASAA Southeast Asia
Publication Series, Hienemann Educational Books (Asia) Ltd. Singapore, 1979.
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dibariakuken bag S hingga SLTA. Senwnitem Ny, unaw-amur pelayanen
masyamkst telap digionakan dalem aruem harl kefa serminggy. Komitman
pelgyanan putlk im sargat panling dperhatikan, mengangat dalam luges
off@  bieckraxi akan sBngel  diferduken  ofgh  kepasitps  aparsd LT
mangedokan wizraksd kKonveTul ferhadan kebuohss rekyal. Retstshnya
gap friak |arang dituding sebagel okl masseh muncubys wkap kureng
tergrjil dedem pelayaman lorhaday publs, dan of bengah herstis kronts, hal b
k:hpai mengaah pada komerslplzam ehetan, benpa paktek kokos dan
ariEs

Minkmaifas fanigng  pertlshen  gafl  mendomig  aspEK-aBpek
pantimaan  dalm  mngkz:  menimgkalkan  peanderafan peoawar e
monjadl suialy  plthar  yang  seolah-olah danggap  wer Behkan,
keahmnAn untls memberikan oistre pengetuarsn ledhadap pelayenan
yung diberian denggep sebagai svall kepgenflan  den menjah =lzasn
stperiurnbainye pananganosn sidth) urusen Bunber doya pali mepens yamng
gt betor dan mendagmant  kewenangan SSorang aparnt menpotiuot
puss vl mender biokresd lothadap moeyaakol  Kistnye- posist e
mEmwar  mambukn  paluang  kemunpkionn lefadieya | penpalehgunaan
wxpwenang dan kurang lardsinkar olsh sanisi yang difedkan mese sarena
SEEnE P A

Sepet diketaiil pongowas yeng paing bertanggungewab adaiah
aEsan lmngaung Pengewasan wnp diskuken Ol alasan seiing ditared
sebadal bagan dart penpawaean molekal (woskal) [k sampey tu, bagian
yang madakukan pengiwanan ntsn, sursh (ardhpat i Pomaridah Dsacah
iPemeta), o departenen dan lambags iein,  dikesol dengen  EHlan
nepakiorat Hen. ol instieop den sejeniprya DN bngkal resiona, kita
rmash  melha  terdanst  BFKP {Bodan Patgpaemsan  Kesgngan
Pambanmeany, Werbang den BPK [Bedon Pembarksa  Kousngoan),
Sesdefopbang dan Vashany Bebarspa di antnra hesit pengewasan
igtatym  difaporkan  kepada phmpinan taden Bl Embaga  yeng
diawasiiperies alou juga diserphkan Kepads OPR. S ferdannt ndikasi
Ierjmate timcak pedang OF dalemnge. mske afdcsel o kaakstan ggund akan
sAaveda tuhon tonoart Muarm proses pelorokan aian mermarah EAmgsi
kepada pengadian. Hed Ind dapat terjacd, spablla memang dicesan buki-bukl
kuat lsnieng ponyimpengan enupe odak pldena

BPKP mrrefir yang sartidy berdosarkan Keppras Moo 28 Tehun 1966
lenterg Penpawsdsn Keuacgen Wegam, o biweh Marnier Kousngan ks
denggap Hdek sejalan dangan fiosafi  pamankEaAnpAnGawWesan g
terkanciely dalaen panjuiasen Pasal 23 ayel (5] UUD 1545, Diah karsea i,
paca ftahun 9EI melal Kepoes Moo 31 Tahom 1982 Dirskions Jandarsl
Pargawasan Neuaigan Megars {DUPHN] dnalkken  sialushys  meniiedi
lemboge pemerirdah noh deparisTen sstingkal dangsn depariaman den
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(D eparionsn Kasiargan).” Adaweniym aieslu spgrel penenkes yeng hmduk
pade otk yeng diperBon abes apanal pemericea Derkda ol alas yang
dipariksa Hdnk sian memghatilican formula pemerikesan yang optmsl den
cbyekil. Ager hasdl pemeriksaan aparal pengevwssa lunpgslonal ku [sbih
obyehtf, Splus  orgenisasimyd  harus seisien dongen  Mosob

pameiksasnipangawasan yerg bekandung dalam pasa 23 aya 5 ULUD
1045 Bl dl orire kaduoma g Ea! keshmaan |andasan filosofe
priarta BPEK odengen BPKP yadu “abpakti™ " o dasarhan kepada Fetjslassn
Pass 23 apal f,sa LD 1EM5.

Kasehruhan perilsku gan gay@ manajeisl yahg  Sepani@acys
diqunakan oish para pesabat prspinan pade Sermro EoEng herk arpanisac
tertumpu pada gmes demoiith Persepsi ldak fesal, periaku s=fa gaya
manajeral  yang menyimpeng AR RiRsHeinsp . demokresi,  dupal
meryshabkan mbulye  patolel Jertonte dafam bliokrasd pemsiniahan
Femlueh - thuntuh pafoioE mBkaud antara ke panyalahgunaan weesnang
dan jaun Y Parkibku diefungsions] pare pejabal pimpinan defam blrokmsi
paemerimzaian i kerapkel menpdl somten maayarakst Halkan, penloku
peitvalahgunash oewenang dan jstotan manjed “sambert derd berbagei
paritgh  pervirmpangan  Rinma Pariake i lerjaslh karsna  pejpbd
manyashgurtaliar keipedaan den |abaiannwa, B melupskan  keluesscn
fiiaya yang buken  Etheran dmillid dpova, malainkan kerema Jlondus
Wopercayaan yary diporcleh unfuk mendudehl susty jabatan reanajsdial
tertirriu guns ditdian kepada kepentingan meeysmkal

Dalam men@iankan weesnengnys, soorang [ejabat dihsrapian
beriindak sl kmtika Dedntpreice balk dergan anoggole masyarskst mawpan
seoors indsinal, yaiu dengan =asan, relan sstngkal dan para Gawomaneya
Akjbatres, & akan memparlakukan borbagal plhaok demymn plaran jerndh, Hal
im penting, Mangnps kemataan, daiam kefidupan ssGap orgenisesl dken
selalu reengalamd bartiegar pormasalohan. Feklor-fakior panymbabnye dapsl
barareka ragam, karerm b sifat den beniuknys depet bervangsl Torkadsmg
dppat =x0 lofedi polnbat menoebirkan bentipk den afsl parmasatehan,
karens trelakon Ay dianggay MAaETipu Mersieress SOAT MRENGLIRLIHIKET
ditiy Bl dalam aril kedudukan, karar, setus medman penghoslkan, Salah

7 Arifin P. Soeria Atmadja, “Peran dan Fungsi BPK dan BPKP Dalam Pengelolaan
Keuangan Negara™. makalah yang disampaikan pada Seminar Pusar Pengkajian dan
gF:elayar:lal'llIn.fi:brl‘rlasi Setjen DPR-RI, 19 Maret 1998

ibid.
? Lihat uraian lengkap tentang hal ini dalam Prof. Dr. Sondang P, Siagian, MPA,
Poiclagi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Teropinya, Ghalia Indonesia, Jakarta,
¥%, him 36-91.
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kiitens secrang popbat Hmpnen mempunys kekuasasn ety ving tdak
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a memperlambat proses penyelesaian pemberian izin.

b. mencari berbagai dalih, seperli hainya kekuranglengkapan dokumen
pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan dan dalih lan
sejenis.

c. aiasan kesibukan melaksanakan tugas lain

d sdlit dihubungi

¢ memperamba dengan mengpurakan Mksan “seceng dposes”
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Biergemerkan  twmuan  Badsn Pengewmsan Emaogan dan
Pemdmangunan (BFKP) yang dilaporkar  meda massa bebeapa wakiu
lamppa, pode A anpgaran 168415983, B kmus  penndidaar dhdak
pldang horupsl ™ Wasum korupsi sanipi Rp 21196 miler dilemukan dl
gernbllan Yeparteiten dsh Xendor Engkungen hidup, B 18 kogus Ny,
sghagan becy iefah baoda datam inhap ponyeRSEan dan  SiEANyE
dipraeak secam hukum Sslan o Depatenen Pethubungan, hel sarupa
terfadl th Daparermsnt P & K Deparigmen Delam Megeil, Deparizmen
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Depariersen Perignian, Departemen  Permcdusdriam, Deparsmen Tendga
Mena dan Kanted Manter Nagara Lingkingen Hidup

™ bid., him. 39

) Harian Ekonomi Neraca, 31 Maret 1998,

) Maria G. Ernawati, “Penyalahgunaan Wewenang di Era Birokrasi Teknologis”,
Bisnis Indonesia, 29-12-1996.
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Sementara itu, pada tahun 1998, kita mengetahui  beredarnya
memorandum internal Bank Dunia mengenai dugaan korupsi di kalangan
pejabat dan poiitisi Indonesia terhadap bantuan yang telah dikucurkan
lembaga keuangan intemasional itu. Menurut laporan yang Sebenarnya
bersifat rahasia ini, setidaknya 20 persen proyek-proyek bantuan Bank Duma
d Indonesia dikorupsi oleh para pejabat, pimpinan proyek dan polms:
Dugaan ini telah ditanggapi pemerintah melalu permintaan pada
Menkowasbang/PAN Hartarto untuk segera mengkaj memorandum itu Jika
benar-benar terjadi, maka langkah-langkah yang diperlukan akan diambil.

Salah satu fokus permasaiahan berkenaan dengan rangkaian
penyimpangan d tubuh birokrasi terletak pada kemampuan aparatur yang
belum sepenuhnya mengarah kepada profesionalisme sampai dengan pada
lemahnya pengawasan. Profesionalisme berkaitan dengan Keperiuan
pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur negara secara tepat,
dan dukungan mengubah budaya organisasi agar kondusif terhadap upaya
yang dimaksud. Masalah pengawasan fentu tidak terlepas dari kelemahan
pada pengadaan dan scoleksi, pamberitukan, penempatan, pemeliharaan
serta pengembangan SDM aparalur Mengingat banyak dan berainya
permasalahan yang memerlukan penanganan, hal yang sangat penting
adalah uniuk penentuan skala priorilas yang mencakup beberapa hal
berikut: ™
1. Pelaksanaan seleksi yang baik.

Penyeleksian calon PNS merupakan salah satu tahapan pengembangan
SDM aparatur yang sangai strategis, karena kesalahan pilihan dapat
mengakibaikan kesukaran berikutnya uniuk menjalankan tugas dan missi
organisasi secara baik Seleksi teniunya hanya dapat dilaksanakan
dengan memadai, jika didasarkan pada kritena yang berlaku

adil bag semua aparatur Bahkan, untuk bidang-bidang tertentu, kriteria
yang bersifat khusus perlu dikembangkan Di samping itu, kriteria seleksi
harus bersifat obyekiif dan dapat terukur.

2. Pembentukan SDM Aparaiur:

Tahap pembentukan SDM itu dikenal dengan tahapan latihan pra-jabatan,
baik bersifat umum bagi seluruh pegawai, atau bersifai khusus bagi pegawai
yang menduduki jabatan-jabatan terteniu Pendidikan pembeniukan secara
khusus bag jabatan-jabatan sirategis terteniu juga perlu dilaksanakan
dengan fokus ditujukan pada kekhususan tugas pokok instansi dan jangka
wakiunya disesuaikan dengan kebutuhan

™) Suara Karya, 21-8-1998
") Pendayagunaan Aparatur Negara: PAN PJPT I (Pembangunan Jangka Panjang
Tahap I), Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparagur Negara).



3. Penempatan:

Pada dasarnya, penempatan aparatur sebaiknya dimulai dari bawah dan dari
daerah. Cara inj penting untuk memahami dan menghayati terutama aspek
Pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, sistem penempatan dilakukan
secara Sspwral menuju jenjang lebth tinggi dan dilaksanakan melaiui
pemindahan jabatan dan wilayah tugas Penempatan PNS harus dilakukan
atas dasar pembinaan yang direncanakan berdasarkan jalur karer struktural
dan fungsional yang mencakup keseluruhan jabatan serta membuka
kesempatan luas untuk mobilitas wilayah kerja, bak secara vertikal maupun
horizontal dan diagonal. Hal i ditunjang oleh sistem pendidikan dan latihan
sesuai kebutuhan penempatan.

4. Pemeliharaan:

Setelah dilakukan seleksi, pembentukan dan peNempatan, maka peranan
strategis berikut adalah pemeliharaan aparatur birokrasi itu sendiri
Kedudukan dan peranan seseorang dalam sualu organisasi SaNgat
dipengaruhi oleh budaya dan sistem organisasi bersangkutan Sehingga,
peranan organisasi terhadap individu-individu yang baru memasukinya,
biasanya sangat dominan. Hal ini merupakan persoalan paling mendasar,
yaitu menembus dan memecahkan dominasi budaya organisasi yang tidak
atau belum koqdusif untuk menerima orientasi baru SDM tersebut, atau
dikenal dengan istilah peru dilakukannya “Organizational Development”
(OD).

5. Pengembangan SDM:

Melalui usaha di atas, permasalahan beralih pada bagaimana
mengembangkan  aparatur  sehingga dapat melaksanakan  fungsi
pemeliharaan sesuai dengan orientasi baru tentang pengembangan SDM.
Hal ni hanya dapat dilakukan dengan jalan mengusahakan perubahan
budaya birokrasi pemerintahan yang berorintasi Konstruktif dalam hal
pengembangan SDM.  Jalan ini dapat ditempuh melalui strategi
pengembangan organisasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan
dukungan penataan kelembagaan d tingkat operasional dan alokasi sumber
daya disesuaikan dengan prioritas.

Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur, kita
menilainya sebagai suatu kesalahan untuk mempertentangkan birokrasi
pemerintah dengan birokrasi swasta ™ Melalui serangkaian kebijakan yang
dibuat, birokrasi pemerintah lebih berorientasi kepada masalah pelayanan
(service) sedangkan birokrasi swasta yang beronentasi kepada keuntungan
(profit) Akibatnya, efisiensi kerja birokrasi pemerintah menjadi taruhan yang

" Riswandha Imawan, “Patologi Birokrasi Yang Monolitik”, dalam 77R4S No.
48/Thn. 1/28 Desember 1995,
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membawa konsekuensi tidak ringan bag perjalanan bangsa.  Pilihan

semakin sulit, karena berkenaan dengan penentuan skala prioritas dalam

pelaksanaan program pelayanan dan pencarian keuntungan itu sendin

David Osborne dan Ted Gabler mengingatkan tentang keperluan

pencapaian kedua tujuan birokrasi itu harus secara bersamaan ™ Hal ini

dianggap sulit bag pemerintah untuk terus memberikan service tanpa
mengambil profif dari pelayanan yang telah diberikan.

Harapan birokrasi dengan penampilan rangkap sebagai organisasi
bisnis dan pelayanan kebutuhan publik, dianggap menunjukkan keberhasilan
suatu organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Meskipun demikjan,
kegiatan pemerintahan tertentu menuntut birokrasi untuk tidak dapat selalu
mengikuti naluri bisnisnya, karena berkenaan dengan fungsi sosial. Oleh
karena itu, pendefinisian kembali manajemen pemerintahan diupayakan agar
searah dengan perkembangan globalisasi dan era teknologi saat ini. Sebagai
bahan perbandingan, kecenderungan yang terjadi d Amerika Serkat
diuraikan oleh David Qsborne dan Ted Gaebler yang sekaligus merupakan
azas-azas manajemen pelayanan, yaitu:

(1) Catalytic Government: Steenng Than Rowing (mengemudikan daripada
mendayung);

(2) Community-Owned Government: Empowering Rather Than Serving
(berilan - wewenang kepada masyarakat daripada pemerintah yang
melayani);

(3) Competitive Government: Injecting Competition into Service Delivery
(bersainglah dalam memberikan pelayanan),

(4) Mission-dnven Govemnment: Transforming Rule-Driven Organizalions
(organisasi yang Melaksanakan aturan perlu diubah menjadi organisasi
yahg mempunyai missi),

(5) Results Oriented Government: Funding outcomes, Not inputs (biaya
yang menghasilkkan sesuatu jangan sebaliknya);

(6) Customer-Driven Government: Meeting the needs of costumer not the

bureaucracy (perhatikan kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan bukan
kebutuhan birokrasi)

(7) Enterprising Government: Earning rather than spending (mendapatkan
biaya dan bukan memboroskan biaya),

(8) Anticipatory Govemment: Prevention rather than cure (mencegah lepih
haik daripada mengobati),

(9) Decentralized Government: From hirarchy to participation and Teamwork
(jauhkan hirarki dan kembangkan partisipasi serta kerja tim),

S
" Dikutip dari Riswandha Imawan, ibid.



(104 Morkel Orwning Goverymon!- |averoging '"-"”’19? Mgy e rarket!
{perubahan disefuskan gengan keadsan passar).

Meskipun kefepuiuh Kecederungan ind Isnad o Amerka Serfusl
sabidshnya Deborapd df gEorenya dapsl mempumysd niai reeiil aama
denet opa yareg diptkirkan, dershkan don deermbarphan ¢leh pemannish
dan masyaghal o irdoresm. Haf inl ledap meoven oiBjulerm,  reskipurs
bebarapa ritkd tersebid bariprgaung dalam mueng Inghup den sussena yang
berbada.

o wroah e kompeiilit globafsasl dan Srisis  parekormamisn,
himiogal pemennilah dikedapkan pala peda plihon ook mengadakesn
habijukan svastance tmrhedag deiys Tusiclan implerneniasl  pilkan
ksttilpkan fu ddorong olh salsh sall langhah pemerimish dalam rangka
proarem refirmas alanom| SERsgaimans dgeicken peds memerEndum
Iembatar IMF margenal kebsradaan 12 Boden Ussha Mk Negore
[BUMMN) Pamedntah mnmargﬂkm perermaan dena segar Rp 15 fifun der
langhih grivabees m ' Pengataman nagars lsim yang Eksh makiuo
program inl, misstna, Molysia dengan MRS den Apeniing dengan PR,
métnumukken hal positf  Prvatioam ypng dfargelkan sevessi selama  Lehun
anpgarn 190871880 melpul dua cars
Podipms pancatilen fiing) of buka saham bag uh BEMN yag
kinerjanye sangal sehat Melupd BUMN ju mesing-masng adalah BT
Krakmdinu Stest. PT lasa Marge, FT Patkabunan Nusantare b, Pedndo ., PT
Tambaop Batubars Bukit Asam. PT Pabrdlo B o PT Angessa Pua |l
Bahy hal disnggap rmaslh balum ees benar, apakah pencstsan dilakuken
haryr o burea domestl feingle fatmy) atay sekaBous df wrsa dooresthk dan
itermamional (cind doting). OF esmping e pemerintah belsm manemuksn
borepe pavEan saham yang akan dfepes Cara keche pdalah dwestpsl
permecintish tethadan imp BUMN yong felsh o podvc - Terhadop Yoo
BLIAMM (o poral saham ysng dmilk pomesinton masih Berada jsun O aue
betas minmal untuk menigdl pamepang sahem moyortas [yt 519
Firogs sefararg. pemarintat meslh memageng TSA% sakem PT Telkom

W Mesmueneeng Georpmerr adylah pebonmrya merupsbog perubmbun corn berfe
dan  beiuplah  dad el unidk Hdak  sefuls memonderken g
[whdapnlar negan ey bossmber pudy paledk”, aken tewpd  detpae i
yrromaln”  Peryuphs omk resdiodhmurya ke dolag kebijehun  vang  pogu
piTemye  memperhunt scidne publil, Dikutp derl  Scerjonn,  “Tomperam g
Tebessingkakam Wihnew Sckier Pulilk ™ Moantvmon Parbargrimerw No, 1T 1995
™ \adrs bemarsnn, “Privatian BUMN & Mens Kosds™ dalom $fecio fmchvareia 294
1998
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o MRGing-esdng 859 niuk kepemilikan sanem PT Anska Tambang, FT
Tambaryy Timah, FT Indesl dan PT Sernan Grasik

SorknidEn dergan langksh swisianiSes. sampes MMesiss perlama
tahun 19497 pemedntah masth memibkl 14 BN danpgon toled aessd Bp
74 niwn Pengeitiaannys dindai san sameln efektd dan menpguntmokan
melalel upays ge pobic karena pengalian keparbkan Sebelian aansm
kzpads  pubfle  dxpal  menngkatkan  WersparlAnm  manajerial
po nDnung ewahen Hnansia) sats manunphg optimal sasl miky! pabayenan
BUMN. Scternamya, ndat pemedntah nfull metakuken  seastonisay sudah
mymcid  agrmwiak lema  Pada  pertenpaban lehan 19B8.  parmerindsh
membartuh Tim Pruatisasl BUMN den ketka Keitinsl Pambangunen Wl
lerdapal phaien bang, yeite Merte:] Negere Pondayapunaocn BUMN yang
dadirdiekl Tenni Abeng Raat pambesdukan folding tompaay BUMM juga Lelah
digw dengan Isnpkan pangalthan 139 BUMN dan inslanstiopartemen
teknis kopsta phek kanlor menter] pendeysguniaan BLUMMN.

Lengkah swasiambas! BUMM Rl memlikl penganh beas bag
pofifk-ekonomi nasional ¥areng dua hel 16l sorfiuno adalah paasl 33 UUD
1945 cken Eneire mdalaky pecars olamntis, BUMM imerupakan reprosanias
nacara dalam dunia ekonaml Kelga kareng gaseliya yang clklp besar—
pagh 184 BUMN el mssstngd mencapal RAp 374 At ™ B samping
memanuken  poitimbangen okanomd,  swastanisasl harua puls
memparhalikzn aspek polile puhodogis mesyrakat lermdap trangiormas
pangriinan stena BUMM Ha mi tirbeklt antpes bain dart vkap kEras dan
mazsyararal berhonasn dengan Mncans privel3asi Seman Andadas dan
Krakatau Steel

IRteraksi Politik:

Semenlara i, dalam menilai interaksi kehidupan politik dengan
perilaku birokrasi, sejarah perkembangannya dapat dilibat dari uraian
Deerihi
L Maea Kemardekagn-"

Semangal peruangan meslh mewarne birckres d (B ar Para
paibiy birokrasr sagal dwoimas pahan, Kepontingan NegeTs an el saluon
bahgan, Behkan 4 sam Ldak prang dipesitaiisn  kekumlan mayordas
whtll menomeriueksn sla menghliienghsn ksinginanmya 13 barusane
mamberikan panghamgaan kepdd keiompok mnorides.  Sebagar canhal,
peryimpengan persma Soekama tedhediapn UUD 1045 adadah diedmesyn
usulsn Syafurr unluk ldak mampergunakegn Kabinel Presdensil don digant

") Fachri Ali, “Aspek Politik-Ekonomi BUMN”, Kompas 20-8-1998.
% Miftah Thoha, Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi, Penerbit Widya Mandala,
Yogyakarta, 1992, hlm, 62-63.



dangan kgbmet peremantyt. Syahre sendinl saot e merupakon  sabh
sacrpng bokah wokal dar dissgen

Prockiyn Soskamo meryadar bulwa KNP (Komiie  Nasional
Indonesla Pursath belum Mmarcenmivken kekuglon polik 08 karensz angyote -
angoots yang diojpd g mampe mesakl kaafipens) Knkupton sonlEd
poilic peds Bap bu Semargel prmeried
dipkul memang hikdup eanl daps dimbengl ckeh elan peruangan neeinat
Sru-saholyn opankss pollk yang mengancem magus prokirmsl bigh
mann®r ksum kemunis FKI yang sstaly ingn mangarahkan pegara R
kefrads porca Ettemasariting

Pada tahupfahun  gwal  ksmerdekaar,  erdapal semEsdT
Wesonakran bebwa Ghokragl merupakan garane potth yamg b onuk
meTpsatukan kerageTan peteesi bangts . Angoapan i beraliican karena
birokrasit mampa menjEngke RkyEt ngge ke Bpisen bawsh Namun pade
pet|alanen sefanutnya, birokrast irula dipergarunl gejala aapmes primordial
Brrhres rrenlad] ntaran kekuatar-kekustan podh. Kolangan padal muial
Manginee Witk Manguasai Brokreel pamarivtah

b Masa antara 1950-1959:?"

Gejala semakln ramairyn kokumian  palitlk mepgimsEr Aokl
prriapniah lelnb onded dirgsakan pads tohhondstion awal camendskann.
Kol dikgll  sisten mufl partsl  akibal dikeluarkennya  Makdomat 3
hNopembet 1845 yong mawmberkan hebebesan Wepnda masygrakal bk
tesncirikae parimi potitk axsuml dengan  aSpliraswiya, Maks barbagai pihak
Parikeinginen  menguasel bobarsps  kemanlanan. Hshhan, d sane tdok
jugy  legad  fatuh bargun  kabinel  pemerntah harye  dlakbatkan
pembagiar kemoeieren yary Hoxe wewisl danpan furtidas perslpacka
politk. Moo el percaya metopEkim wat o aentuhmym kabine ymng
memmpln Deohkrasd  pamerptst Birokigsl  pomeniniah @ hoeeah
yepemimpliant parsi menad Mapontas o ambega DPRE Dewan m
memh bemperan kual Aken fetap, seboliknygs, ek sakill Iempal bmkepal
menfRionkan peranhye sohage petakédna politi kebifakan meniedl lemah

Walaupun birgkrasi pemaninfeh sudaft mudd lcek barskag natral, o
wne erdapal suall tol pandng bebws & antes partsl yong sakng berkomg
Menguiss  kamanterien lardapm(  keinginen  adenya peastintahan
damokralts. Mulat den Kebinsi Syohre | Il dan i {14 Nopamber 1945-3 Jul
1HT) progammiya adelsh * menyusun Pemesmish Pweat dan Dosrab yang
garrmkrgtia”. Kopinsl Hebm (21 Jenusrs 19390 - 9 Soptembar 1957) mamei
saleh ssly proprennya adeleh Cmardemnokrotslr  kshitupsn palltik
dan pemarinighan dangan |alan anlara [#0 mengusahaken Sscepel mungiin

™ Miftah Thoha, ibid. hlm. 62.
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pamtaerwkuan kak-hak kebabosan dernokis ngemo hak berserikod
bonidang dan menystakan pendasal  Kebiert Matsir (B Saplember 1564 -
7 Apd 1551)  nwmilkl  progm cemckraloasl  homsnidasi,
e ENAnEn perraninialan, dan mreerianiuk persHalan negorm EcTR
uluh, Kdengan partsl barpalng keauda acus birohrasl wEens umlabngg
rarupakan gotbensi pendukeny sangat basar unfyk memsm@Engkan pamiu,
Poda caad i kelompak-Kelommxk pegavwd negen yang bamsfiliaszi dengan
partai politik mulai bermunculan

¢ Waza anla tahun 196(0-1966

Pada masa ni, biowrasl semakin sias dinear oleh Bangak seusian
poltk. Msingioen b kakuaton polil untik manguasy) eokas) pemenntah
manpkrists! dalam konsep Matakorn yang berusoha medtbegi | koplingnya
pade baberapa depariemesn. DN bewsh  lopel Dempkrams Taiplmpln,  bgs
perte polilk marbanggn s e birckres pamaricteh | Keadass aslem
polilk  yomg Derciikegm  primordal  mombeam peanpadieh Wl erhadap
birokrami, Sussana paing mencriga, Udsk pacayn salu mama  lan
meErupakan pendangan yeng kempkab dihsge  Akibetnye, di o sana
bermeneulan slal-sifat brokrally e primorcial yang berumpy peds patron
maelng-manlny Sl bagl sinpepun yang barhelngitan eenpad poejabal
Urakresi dapst mercEpai Wusnys lenps memlki hubungan amd dan
bersiat prived dergan kalsngan pera

Fade rmarg ini birakresl pemnacinten feiEb mual memhel kopada
kzkuatan polild yarg aga Bickew Bfperanghap ke delam ping yang
dipasing kshuaian golil Maakem Bukd dadl ksgthan B dapel Al
etia tarad] tragedi meslonsl meleidl 35 wudela G30 SPH g gepu
Sabolummya, PKI  berusahe  membsuk  hamph ectisp depensmen
pemarinten. Samantara  keatan  ogama dan  nEsDREls | menwepEEng
depaitertan Masng-masing

4 Masa 1988 pe ™

Pads masy Wi, Lirokmeei berdhal samgat merihal kepada saly
hekuran sosial polith, yang Somimant. Kemenangan Goliet pada sollas kal
Pemidy Ovis Baru, merupakan salah s8iu hal yadg sangal memperhdumpkan
faktor dukingan Rinckrasl Kesaderan birokres sabEges wiat pamenssly yaEng
dapal -thendelkan pada swel semerdekapn, berusam dilaneEmisd sscarm
s84|s datam menjalankan Es-logas pomnanmiahan. Dirokas! mempunyer
kepanjangen kewshangan sampal e ceea-dese df seliop meinsok wiEsh.
Hat il reenfpd polensi komenengen yong diguraken Gokar dengan dedin

2 Miftah Thoha, ibid. him. 64.
B, 1bid. him. 65.



magsa  mangambang’ chlam  merpngkul  biokmsl Sepnitss ha i
memunzutkan kesan banea bicioanl yeng dwentfikas sebegal Galka den
ackar dipisahiogn saty gEma lin, Ageges! palil brokreei diwajudian daiam
orgerisml Korpn yong didentikhen dengan peryaluan aaperast oepada
Gother,  Ariiys. hamyn Gollcr yanpg membkd skses kepacde  Deokrel
sedatyiin dus kekuaisn onecepal B (FEP dan PDI) boenda o o (s
Apprg yang barksinginen menjadl Engoow paral, herus memperoieh LHn
o Btasan

Hat ol slan antars i diegaskan olah Pemat 2 PR No 20 Taehan
1978 yomp menyebutkan "PNS yang memegang jabatan-pbaan ledonty
fidak dops! Msnjad angoata parpod g Golkar kecuall dengan leh Teriuly
dan pejaba! vang berwenang’ Persfuran Fememnteh (PR} T merupakae
pataksansan WU No. 3 Tahun 1945 fenany Pardai Politk den Goigpngen
Kerys Cleimrmn Bab IV Paesd B disatatkan, Ts) Pogews Nogeri Siod dogent
et Bngpodl Partsl Poll den Golongan Karya thengsn Sgpengalafuan
peiahal pang benvenang b Fogawel Negir Sl yRio meEmogang labaten-
jabpian fefonlu ok dapat s agoo Pt Polflk den GWMPE‘I
Kavyo, kecusl dengan Zn lerfofiy oo Feisbel pany berwermag T 0
samprg t Poralisan Manten Dolem Megen Mo, 121980 fyang larkena|
dangan akwookm Parmen 127 menpharusken pegpwal noged  hamya
memberidan Dyaitas Woggal kepode nagara dan ldok diparkenankan
masuk dalam zalah sals parte podibk Jiecaal Golker Paraluran I konubgn
Qlsuswl dongien Surat Edaran Mpnlerl yang befujusn sgar pegaws: nepar
dafam  linghumpan  Deparlemen Delan Meges  mananggalkan
keangpolasnya oMo patsd alan orgAniRAsT macsd [ofmas) dan manad
argyeta Kosrdinasl Karyowan Depadamen Uelom Nagosl [Kokarmendagn)
Padahal, bass ulerny PNE ssabelum Hu sdalsh pegawal nagard

Farahtmncth polfk dén blrokresi df Indoneata masa Crde Sanu
pdalah  kepofrikan-hirokratlk  (Bwencratle  paidyl  Kepolbkss  bitckras!
berbeds depgan reen pengeaza tungoal vang dipepeng  doh o sall
oahf Kekunsasn Fresikden e Gerdssarkan pads  kewenangen  lega
darpada inqirmaz radmenst dan harus didyhoeng glelt sekorang-Rurangys
konsorsus miniersl o kalangar s mfiter dan binokresd Kepobtan #u juga
diedatan dan pemoiittahan miitar calem pengertion batvwa gays dan
tujisan deser (priortme-pricdlas kebiphan pemerinial wbh barafat ookt
tan taknokaih dedpads miksr *9

M Lihud PP e 30 Tabun B9 e U0 Moo 3 Talouy 1985 Teattag Paoas Prlivh
vam Livkmpm Kin
T Mamoed Kahiwpo, = Dar Nepelnan Birckmatic Ke Kopoaliome Nepas:
Birvkrasd dan Mofink JF Indoewian Erg Crde Para™, dolare feracd O Pollidl 2
fim 2&
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A

Marcid Crouch memebutkan bga on wteme yang makekal pats
kppoitikan  brokratlk Perlamp, lambaga poltik yong domenen  Bdaish
Mrohkrati. Kedua, embage-lempaga polith Emrye sepent Ralnys parfamen,
paries polithk dan kiskmpoh-telamipok Xepentingan {nfeest goups] bersda
dalam  ksaddsn lomah  Sehingme  lideh rmumpy  mengimbangl  atau
mengandaikan kekoeaun birckrasi. Kelgs, messs o bt birokias secan
pab Boalah p:ni{il yang sabeglan sdelsh metupshon skibat kalarrmbae
partse-prariel podtic ™ ANBSl dan struliur hahuasean saperl inl  pacsalngan
podllk sabpgian besartartsdos pode mstver dalam el brokres i serdi,
anigy fakgirlaks dan pribadpobadl yang Dersang  Keberhemidan  alsuw
hagagiminyn tdak leganiung kepgoa dukungsn o War blroiosal

¢, AMasIR0E-etnr ! crmas

Enreformesl| marfoluskan pede (woses pembantihsn parangn)
parundengan-argangan O bdong  polik yong relat  muisi  becusahe
mencermiikan afa pursidas Penebyern S8asan pendiian party yang
et jurmlah tigs bush o masa O B, memperolal weang urluk dilakukan
xofshgl clen bervegal [mplsan mEdyaratal grlusiss wtuk malakukan
pombentchan pEioe Proses pengivassn den sorotan publi terhadap
kirnarm pirckraal semakln dngkakan dan komiimen pemberaniaaan KKKN
korups, kohmi, konoomms  den papobsmes) memperclieh pomml sangol
penling. Sementatm 4y, dl sEns dijahjkan bahwe pagawal negen diberiken
kzbebaman untuk renjstubken plhen poliws datam Rad  pamumgule
SUaFR pEily sesum asDinesl MEsinp-MAsnG

Birokraal fwdak legi menad inermen pemegseg hek tungpel of
wctang perzinen yanyg menentbhsn hidup matnye sabuah aospol atau
phvas. Pengslamen selama Omda Bard  yang meiuimukkan  Dasa
mekanisme patrnan birokmesl lenyala hanya meonphasikan campun tangan
aparatye pecars bersbiban dan rnepghambsl proses Wvandingn et
polibk, peda maa refonres), broarss delbningsl keberddaannye sejalan
dEfgAn MedakiyB helshion harbage parkal

Kubijaken Siabiiitas Politik:

Sabapat auabl) matummn yang  erperan  dedat MEnpesakian
polensd ksthasyarakFtan, bBoknodl mempunyis 8 panthg delem amaksa
kebijhan Anslges kabijakan mesupahan dieplin imu 2ossl lescan yarg
mangguiskan E-wbagal meleds pensiian dan prgemen untok mesnghass an
dan memindstken nfomae relavan dangan kebliekan. Displin larapsn i

% Harold Crouch, “The New Order: The Prospect for Political Stability”, dikutip
Manuel Kaisiepo, ibid. hlm. 27.
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dapat dimanfaatkan di ;ngkat politik dalam rangka memecahkan masaiah-
masalah yang dihadapi

Palam srofva kebijekan, prosedur-prossdinr g o Jecw
diarngkan dangan ampet meiode  ansdsa  ksbijgken (1)  palputan
(Hacription  mamuagkmkan  potakshan  bdformasi  mengenad sebmb  dan
slba detEmkan dl masd lafu, (2 peramelen [predioion) mamenghinken kit
menghaskan infomgsl mengers akibed kabligden di mana mendatang, (&)
evalung (ewHushion) Bdalah pambuatsn mformps] mengenal nilar e e
dan kebllakan of masa ampas Hen  mendatang; (4] rekomeouds
{Escrption]  memunpknkan dihesikanmya ipflofmas mongenal
kemundkinen behwa arah lirdakan d rmess mendstangy sesn menmbilkan
shipst-akibal yong bemllal Dslam hubungas dengan keempal mebodz
sndfee kebijakgn, dug Moo tdak dapat dihubungkon sessEa langsung
dengsn profsdut anmlise umum. Kedua anallsa kebiaker be  edafab
pRUmUEEan measlsh (oiiem stachming] dan peiwlmpsden prakis (pratkcal
Wferenpe). Sehurangkurengnys terdapaf dum naceT  pandapat  dalam
mengametl  kobijakan  publk, ™ Pertama  adsish  pondepm  yang
trenyamakan kobiakan publd dengan tindahan-tindekan pemarintah sapart!
RS Parker  yang membual el defter bahaool definsl  mengens
kabijakan publie. Merund satah satu defnisi fu, kobijakan publk Mesrupakan
suFlu fujusn lerantl, sergngkalan prindip  sisy bndehen yang disdukan
cieft supiu perayintah . pada pericde Bidentu dalam hubongan  dergan
sesunl subvek 2au seboge anpgEpon  lerhadap nmby khals Kedua
sdslah perwlapet yang tremberdkan perhafian khusus kepada peakeansan
ketdlakan. Ahli-ahil n dapet dibag dalerm due kubws vty mEeDRa ysEg
memandany  kebijakan bl sebaga  keputusan-fopytusen  pamarinlab
yang Methmmys fulan stey maksud-tskaad tertertn dap meseka yang
manEngiEp bahwa katlpien publlk memidlk eklbatekibhel yang dapat
dirzamratka.

Parsngn biohrasd dalam kehmpkan pembanpunan dl tenak ar
memik! &t perting tomesuk pads  latarsn menaoa kEm shabiflas
Portisipasl massa daiam patnboenguran dapa! dikendalican ager bevatan
secnma terlb den mengarahkan berbagei egamda resional yang Biap borada
pads garia doastt U Ui yang felah direntanisicn webalimnya. Bahioen
d maza Orde Banu, birckrasl! meMpy mombatssl sirukie kepengunisan
pein poite yang hamys menjangkau anrnpal ke \mghat dasa. Sedangkn
mosyrakal padesaan dibehaskan pengaruhnys- defi anes prakizk-prakiek

1 wilkam [hna, Aawfira Eotifol ameae Pobiik, pemmdr: dr. Mubadfc Dorein,
Hamtnditn Crahe Widyw, Yoyyakarm, 1909, him 45

A Aanir Saniowg, <Ansbing Kb ishaaren Publa- Susty Pangaotsr™, fusiof Sen
Podigik 3 &5

a2
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poltk portm dalam ranges Mmencaged largal PEMDENYWTAN yorg Sadiskan
sanudi Reopalia, lermasyk menvanghul pembermtukan wasambads. pargan.
Selglah rouncultys e relormani, o sosa eadi prMes pargeseran poasisl
dan perpnan rokresl delam proses potgambdlaa kobiakan public yang
Uik logl webagsi irsturmiet determimsll twoggal karsns mulss Eimbang:
vleh wemo arbkulasl dan konieks banQuWasEn cat borbagal | kekuatan
rmasyamnkal

I¥ jengah berssmame aacks kekustan masyaraks pengmbang,
pemmrdilah  terihal masth banmaha memegang peronst panting pesks
hompy pemua  assed EBhdupan Sosia! pollk leomasuk dalam poded
ponyusrn kebijaize manlk. Perumusen Kapljakan publts oerada di bawah
pengaruh pujabat pemerriah, walaupun argarni aas-arganis ask sossl polith
yang dieniuk dapn pes memilik pengardh. Mamun sebempa Euh haiga
pangaruh argenkesd du iavhadap kabipkan publk roasit dragukan. Daiam
modal  kyevcrafic  paliic, Riggh menggembatkan baima  hepaningen
ateves) masysiahal same sakal Loak dpsrhilungsan pemeriniab  delkam
Prosen perumusan kebijpkan ™ Kesngganen mangakomodas kapantngan
pangglran dalem pangambiten kelhjakan, menyababkan proses pollk sangal
bermarak el dan Hrckrsis

Semenlara i, ledeeganiungan daerah beiradsp pusal ldak hanyt
dadam hed katler pesawai telapd jugs manyongkl persosion pemibdyaan
pembargunan,  Sisfem  senirafizasi ek menpdian  pusal moanpdl
samacum ENlarkeles uhldl membiays penbangunan deerah. Hal Rl
dizsababkan tikta babws sabagien besar pendapatan deergh daf palak
harus cserzhkan wepads pusal  Akdbatnga, deersh  kurang  neenlik
kamampuan inansial unluk mekkaanakan pambanguian o wiayahnya din
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» Dikutip dari Amir Santoso, “Politik, Kebijakan dan Pembangunan di Indonesia:
Suatu Tinjauan Teoritis” dalam Amir Santoso dan M Riza Sihbudi (Penyunting),
Politik, Kebijakan dan Pembangunan, Dian Lesiari Grafika, Jakarta, 1993, him. 3.
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Departemen Pertanian juga lidak kurang repotnya, karena dituduh pula
mendorong petani untuk berpindah yang menyebabkan kebakaran akibat
pembukaan lahan dengan cara membakarnya Sementara itu, Menteri
Negara Lingkungan Hidup tidak dapat tinggal diam karena kementerian ini
sangat berkepentingan untuk memelihara kelestarian alam dengan
mempertahankan hutan agar tetap hijau dan tidak habis terbakar.

Akibatnya, penanggulangan kebakaran hutan menjadi cukup suiit
karena deparlemen yang satu dengan departernen atau instansi lain, saling
menunggu siapa yang harus segera berlindak. Padahal asap telah menyebar
ke berbagai tempat, bahkan mencapai ke negara telangga. Sementara itu,
dalam kasus krisis moneter yang berkepanjangan, di sana dirasakan betapa
koordinasi antar deparlermnen dan instansi sangat diperlukan dalam upaya
penanggulangan masalah tersebut. Berbagali kemungkinan tentang
koordinass yang kurang berjalan cepat atau akibal krisis memang tidak
mengenal kompromi.  Pemerintah sempat memillh untuk membentuk
lembaga-lembaga d luar kementerian, meskipun anggotanya adalah
beberapa menten, untuk memulihkan kondisi ekonomi yang cukup porak
poranda.

Dalam sejarah Republik Indonesia yang mencapai lebih dan
setengah abad, temyata negara kta pemah dikendalikan oleh 38 kabinet.
Jumiah keseluruhan yang pernah  menjabat menteri pada salah satu
kabinet itu tercatat mencapai 413 orang. Jurnlah kabinetnya pun bervariasi,
terdapat mulai dari kabinet yang berjumlah 12 orang, vyaitu Kabinet
Presidenti (dibentuk 19 Agustus 1945) sampai pada istiah. ‘kabinet
seratus menten” pemah dikenal meskipun terkesan berlebihan, karena
sebenamya jumlah menterinya 97 orang Nama resminya adalah “Kabinet
Dwikora” yang disempumakan (24 Februari 1966) yang kemudian
memecahkan amarah rakyat dan pemuda-pelajar-mahasiswa saat itu,
karena nama terhormat seperti hainya Jenderal AH Nasution justru tidak
terdapat d dalamnya Setelah banyak tokoh dalam kabinet itu ditahan
karena bermacam alasan, Kabinet Dwikora “yang disernpumakan lagi”
diumumkan pada 28 Maret 1966 Praktis kabinet ini hanya mampu berusia
sekitar satu bulan. Di samping itu, terdapat pula menteri yang hanya dalam
sebulan, tetapi orangnya tidak pemah ada Hal ini terjadi saat Supriyadi
diangkat menjadi Menteri Pertahanan, padahal yang bersangkutan telah
meninggal dunia

Semenjak Orde Baru, kita mengenal dua Kabinet Ampera (1966-
1968) dan enam kabinet Pembangunan Kabinet Pembangunan | berdinas
antara 1968-1973), Pembangunan |l (1973-1978), Pembangunan Il (1978-
1983), Pembangunan IV (1983-1988), Pembangunan V (1988-1883) dan

¥ Suara Pembaruan, 12-3-1998.
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M Republika, 15-3-1998.
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tertentu Birokrasi semakin dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya
secara seefisien dan seefektif mungkin dalam rangka menunaikan missinya
sebagai lembaga pelayanan kebutuhan publik dan peningkatan daya saing
nasional pada konteks persaingan global.

Tingkat sensitifitas masyarakat dalam menghadapr dinamika
lingkungan sekitar dan pemenuhan Kkebutuhan dirinya sehan-sehari
cenderung meninggi Ketidaktepatan dalam penetapan kebijakan dapat
berakibat fatal yang memancing potensi kerusuhan dan menimbulkan iklim
ketidakpastian. Kondisi yang berkembang tidak memadai lagi jka hanya
direspons oleh pendekatan keamanan (securty approach) karena kualitas
tuntutan masyarakat telah berjalin secara kompleks dan menyentuh berbagai
aspek kehidupan. Upaya pemaksaan pendekatan politik yang mengacu
perspektif kondisi lampau hanya akan menghasilkan potensi kontraproduktif
terhadap pembukaan ruang kemungkinan akomodasi tuntutan yang
berkembang. Aspirasi yang bersifat kualitatif seperti halnya lingkungan
hidup, keterbukaan, hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi menjadi
muatan dalam tuntutan-tuntutan yang diartikulasikan ke atas permukaan

Berkenaan dengan mekamnya inisiatif aspirasi karakler masyarakat
madani (civil socisfy) proses pengambilan keputusan-keputusan dari
birokrast tidak lagi terlampau berturnpuk di tingkat atas dan harus benar-
benar menampilkan pola desentralisasi. Kuatnya aspirasi demikian terhadap
penampilan kelembagaan birokrasi menyebabkan tidak jarang rmuncul
gagasan untuk merevisi UJ Ne 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemenntahan d Daerah Pengertian desentralisasi itu sendiri, menurut pasal
1 ayat b UU No 5 Tahun 1974 adalah dirumuskan sebagai: “penyerahan
urusan pemerintahan dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada
daerah, menjadi urusan rumah tangganya.” Hal m berarti dua hal yang
perlu memperoleh perhatian, yaitu:

(1) Urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah
bersangkutan.

{2) Penyerahan tersebut hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara
khusus/ “pemerintahan atasan“ secara umum kepada daerah dan bukan
kepada lembaga lain atau pejabat.

Penyerahan urusan atau desentralisasi sebenarnya mengandung arti
bahwa masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta dalam
penyelenggaraan pemenntahan, khususnya d tingkat daerah Oleh karena
itu, kebijakan desentralisasi kerapkali dihubungkan dengan keadaan
masyarakat terutama dengan kematangannya dalam politik atau pada saat
jaman penjajahan Belanda disebut ‘pofiticke rijpheid® Banyaknya urusan
yang diserahkan disesuakan dengan “politicke rjjpheid, yang pada
kenyataannya justru kebijakan desentralisasi-lah mengembangkan
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Iy Bayu Surianingrat, Pemeriniahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara
Baru, jakarra, 1985, him. 25.



dalam hari pemungutan suara pemilu dan keanggotaan dirinya pada
kepengurusan orsospol tidak lagi dibenarkan. Penegasan ini memiliki arti
penting bagi posisi dan kinerja aparatur birokrasi dalam melayani kebutuhan
publik agar terhindar dan konflik kepentingan (conflict of interest). Bahkan,
rentang pengawasan tidak saja melalu kelembagaan formal yang berada
dalam jalur birokrasi tetapi juga telah mencakup lingkungan massa yang
sangat juas. Hal itu tenadi bak d tingkat nasional, daerah maupun desa
yang ditandai oleh rangkaian protes terhadap kebijakan pembangunan dan
tuntutan mundur pada beberapa pejabat setempat.

Ketidakpuasan dapat menyentuh persocalan mendasar kehidupan
kebangsaan terutama sebagaimana tergambar dari peristiwa d beberapa
propinsi tertentu seperti hainya Timor Timur dan Inan Jaya. Teriepas dari
latar belakang politis yang mendorong meledaknya penstiwa berkéesan
“‘separatis’ d kedua propinsi itu, efekfivitas peranan kelembagaan birokrasi
dalam penanganan urusan di daerah menjadi sorotan gencar dari berbagai
kalangan Ketidakpuasan semakin meluas Manakala masyarakat masih
Megmandang bahwa umpan balik (feed back) perolehan hasi pembangunan
yang telah dilaksanakan belum sebanding dengan potensi daerah yang
dimilikinya, Ini berarti bahwa birokrasi menghadapi dilema yang sangat
rawan dalam menghadapi kecenderungan ketidakpuasan lokal semacam ini
Pada satu sisi, birokrasi diharapkan berperan kebijakannya untuk
melakukan subsidi silang sumber daya pembangunan terhadap daerah-
daerah yang tergolong kurang subur potensi sosial ekonominya. Pada sisi
lain, secara simultan, birokrasi harus mMampu mendorong proses
pengembangan antar wilayah secara proporsional. Trauma berbagai
peristiwa separatis d masa lalu semakin menambah beratnya beban
birokrasi dalam mengambil kebijakannya secara relatif adil, demokratis dan
terbuka

Saiah satu masalah yang dihadapi oleh kelompok elit d tanah air
dalam memperoleh legtimasi dari massa rakyat adalah kemajemukan
masyarakat secara kultural, yang masing-masing memiliki sistem nilai sendiri
tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat Untuk setiap etnik birokrasi
perly Mengembangkan kebijakan dan strategi Ie?itimasi tersendini serta tidak
dapat digeneralisasikan sedemikian saja. *® Etnk yang berasal dari
berbagai daerah d Indonesia mempunyai peranan historis terhadap
berdirinya Republk Indonesia. Pada saat-saat genting ketka eksistensi
Republik Indonesia terancam baik oleh musuh dari luar maupun oleh musuh
dari dalam negara sendiri, dukungan mereka mempunyai posisi yang sangat
vital.

) Saafroedin Bahar, “Elit dan Etnik serta Negara Nasional“, Prisma 4, April-Mei
1997,
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momada d 2as penigs poltk nasional yag mash  dhearrss ldm
hoCuligaan  dan  kandall aebdies yemg  metnasung  Rreallftos s
mangtambel porfisipesl olbnom  masyarakal. Keinglnel  desrah  datam
peranganen ferbagal unssan pematnlah den pembanquren & wilaymshmyn
MAKING-EEng sanpal dientukst sbeb k2mempuan hrokres o Ungkat Lm
delsm panyediaan, pengdcasn dan pengelikasan polensi 2slb milknya
yang dapal berperan posif bag: kenncaran pambenluken SAeg Xemandiian
pambEngunan secaa fanntegralif dangan kapenimgan pusat

Kplein,  komimen rofesionabze keda spgmat  mamiduhiEan pErpRdaen
SHTANE prasansng secary finandiy don ingkungan cganiass] yeng reslil
tnemadal dalam rargha mandorang eEManya proses pemanrianen yehg
porsd don berwioowa, Tmpa komimes somochm b, bouwei aken
dihadepkan peoa helemahan kembsgaah penyelangoes o Eemerimlphen
yang kursny mampy bersikap responst leshidap dedenka o fengeh
meAAreks] yang cendenmg Der3eml semakin camat i walih ke welkdy
Feenarr, betkaltan dengan komimen o alis dan dedam kodlehs pengustan
sanci-gend inlegrasé nasinel yang borsifat partipipatl ditung secars
optimpt, kBANCEEN operasvnizas ugastuges algu mMEs  Enokeas
scbagai inetrumen kebiakan peblik membulubken  kondel  kesepaganan
yang propomng! alau enisd  perimbang  delam proses  pembeniukan
stattas posisl polibk d x5l deey WnRiten percansian demohmisos i
sl Jain
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BABV
PERAN DAN BENTUK PARTISIPAS| BIROKRASI DALAM PEMILU

Oleh : Siti Nur Solechah

I. Pardshuiusn

Perjplenan sajrah bangsa mencHs SEM-sest  kmbs sekarang ki
yang boveifal muill dmensional Bl Hal ol diswall Berowsl den ks
monafor, maambet meyed krials aonornd den poliik  dan metshar pada
barduk krisls kepercaypan nnhadap pemenriah. ¥erntohan pada meadio Meid
1908 yarkd bBerbow resls, teleh mempedyps cokalasl kreis kepads s
Wepmanen don fmare.  Ditamban dengen  lehAngn dunla  iniemasional
lerhiadap ndoresds, parkemoangan i mehGEpiaken sypsasn ketidekpaktian
di lengeh masyarakal  Pangundurmn dn Prealden Soekarfo pede 21 Mo
1888 yarp webhdlumnys diekan oleh para mehestswa telell mesunubloan
wilos dorineal regm Otba yeng sengal  Wuet  don clodlsr  yeng
kehuesascrmye beranguing salama 3¢ lahun [N aana  tdak ada Wohoatan
yArg MRTMpY mempengarubings . Perisbveg 27 Mei 1990 ) mempunys sl
randin begi mahesswa yang tsiah mampu menypwewekan hafl nwsn
rakyal

Reformast yang enus bampulr sesk majslang kelatihen Cme Bany
Hinggs sckarang lah dimanfaatkon ol SeQENSD wArZE negane uniuk
manpespiaikan  fo=hendaimys delsm bevbagal aspek,  Rsmarahon,
ketdakpuasan den kekeCowsan muncil bersamaan karera salunin wivpa
bengea yang mestgalamd kelldaed st barbadanan dengan shap panguess
yEny mengingkar kedsulaten rakyal

Mrime yang tenus berfanul menmbulkan funlitah  ref0nmes ok
balk d bidang poltk, ekonoml dan perlpke hidup, maupun wniden woiuk
mangkis hokds prakiek-praktek Molusi, konpa! dan nepatisme (KKNY, baik d
Wnghat Pusat maupum 4 lnghal deewh, Digamping iu. di sana  mesobak
i tuniian penggantian kepernimpman slralegs yang ledieat K

Kriste F bidang polie lersd karens  pemarimiaban  Soehano
mergebalkan ponatzn sukier, proses, bigteya dan pmodoh politie y@ng
deivizkrats  Karpundusn Soeflarts memyirdeen horepen massa Shken
dibangunnya demolygiisac d segal@ bidanp Polfcal eufthons yang
rRiEwe masyashat K menjpdikan sasusiu yang diabuken pada mess
pornarintdan Orba, kin bebas dan tarpa aky fiekspr esikan

Krisly hepercayaen pada Pemanntah Drda Baru juge msngakibalicge
brmle, df lwboh Goltkar sebagal parol pamerinteh, Wiekll Kelum Dewss
Pernbine Galor Try Sttremo mepgateker B Golar sabagai ook alen
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polik lerbesar mangaky becgalah hamns meeTEln arkll gan baastargpLng
{wvaly terhadap kekacauan, (sntama di bidag pofiik can skonoml '

Agenda Menoesak den urgen Adsah pekksenann perdlinnm rem
unfiech. rrengakhirl Ketidpkpastian delam kaiddupan bamegars [ sgna e
dicapal kioneansut behwe pemilihan umum akEn  ddekEancken  pada
poriangaken tahun 988 Pemiu lersetul divarapkan biza disksenakarn
dongan HmokrRiE. Uelok i, Mekgreng bl sedang  dbuel  persioran
perundangan enteng pemiu yang dibarepken betpegang  pEda pinuip
demakras.

Pamilhen umum ywamg demakrotis hangsiah dikuti oleb orgonieisi-
oeanises pasors pamd yang munm datarn eli Hdsk ada onganisasl pogerta
pemily yang fHarvpskan keganjangen angen pemerkiahl seperti Solkar
patfia ern Onfe Bay DN era Oddle Bars,  Gofkar mempunyal Ugs miur yakoi
|ahur ABRI {4) Bk (B) dan Gokar (5G] Pada maea ty, bévkromd dan
thgicel pusat sampei ke ksllehen djadikan masin potlik engEleg yag
dibabeni togel memanargon Gokar dalgm pemdc D wa reformedi inj,
cam-cra facatny ook dimungidnkan 2l ek diprakiekian . Pertanyaan
yog tmbul sdalab bagarmang peran bickms  dolam pasrdy O Ofa
mgndateny T Begamans bentuk pariipedi ohoasd delnm pemiu Y
Tupmn wlzan w4 Ppic mendan lerobodsn derngan membuat  FUMGEAN
begaltmrng dealnys  pergn birokiao dafom pomiie, dan tepeiesnn ek
parthgas| prokras dakim pemiu.pomiiu 4 e mendeiang.

iI. Tuntutan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi

Era merdatang ofau & abad W2l adalah e plobefises
Posatmyn  kemalua® fenolog A Bideng  komnsikes,  mforrosl  dan
Iranaporas menjadikat i §fes nformas, manaske dan barang kien kot
metarohies ba-batas geogrsil repars fenama o bidang ekonoml Keia
kuncinym adalah karmpetis

Globrlisas  fga membafkan  Jempak  mentranelomMmasiken
parmikirath, yigd serda sistem kafje dan sebeagoinye. Aldbsitys,  tenisg
proapok alfi mes3 depen nkmass d era mordglang, Wis akan berblcana
bagmmana kila meningkatkan daya saing nesiomd udul meanghadapl em
grabatizesl o mara persanpon el mekankime hEUp yang olema.
Lruk i, di era yang penub persasgen lersetid, ol produksl baeanpiasa
meupun pamardacsten dana dan mesissl mampersysretien sdanya Sfslenai
dan efekiivitas. Pargyaraten tertebut dape dipunty kafay sde ketizbassm
Kabebesan delam parspedt skonamd beradl Wberaltsas an kebolssan
dalzm pespekid polllk bererti demoirafisaei. Liberadsasl pkonom hamm

' Media Indonesia, 4 Juli 1998.
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akar lurmbady kalaw dibareng: desgan adanya demokralizasi pohlk. Jad, dan
por Bpektl btk masa depen Indoresla kuncings adalan demakras),

O sand Lydapal aswmel yang mesngalakin babws  ekonoml dan
poliie ddak b=s dipisahkan. Ekonomi berssngkutan dengan lenomena
kakEyean, Sedanpkan pobik boreengwutan dengn suatu hubupgan yadg
saling musmperganl.

‘ol umpmopa  TEneslukan  kemangke ovpaten  Solomn gen

retilpafurkannya km el berestu derdl ckmaowtnl | e tRQEn

elmpok ety diNminan, SiThye pErermpEd  hedigasdn oaagon

Ziuie beitnya martpakon faRldr et T Mg iiiar S8

ausl Axlem shonorl Sedang proses sRorami rRceiabni atkan

hakunsaar o hekeyvamn, sty proses fu Bsa  Ohdenpuier
fidarigrit el vasaan aalarholomiok”

Sepert vang ckatakan olah Danial & Loy, Imdcreta membiusiukar
pemerntaian yary okl dan efmlen’ Uriuk membengun pemeriniahan
wig afokil  den efidien d oang dipeduben  pergaiols (Dioked)  yEng
berhumiias bnpe) dan mempunysd kaoelimen predsslans! yang o respond
dalam menjewal perkembangan dan dindmie soblal. ekonomi - dan polilk
yahg lerue berkembang bk omism Wngkup resional,  pegiomal - metpun
lamaniors, Separn dinlmyelr ol#h Prd Fysay Fasyel bahwa salsh
Bl jerwiale yang Birokmast ¢ Indonesia addsh bahwd brologat
masih dlbatken delsm proses poltk prakis. Hel ol mamampeng  dan
netreilpsnya sehingga, pada lngkal terfenls tah menunonkan keesie
peRiByanan Kopada masyarsker *

Berkaran dengan petskaanaan Pemdlu, lenomena tdek mebbibys
bupkras Kie merupElen susle hal g tdek bme dlleims 3 e
mandalang . Hal iy dipandang sabaga noda gemokres, yasg bHdek kemdusit
beg terciplama pamermiahan yang sfeklil dan of sien. Bloknesi mempurysl
paransn tesar dotam kehldupan paliik dat poSisings sangd statege. Ciah
kirang [, oolrililas bEgiras! dalam pettilu pestu dupayaksn agar pammiiu
e -bDENE  mMencemminokan maksmaltas  kecaulaian rgkyel  belo o
peniirg digorhatican kankna  peyelerggura  pemiu edalah  pambiniah
bescris  auaral DROROAl nya Tuges i menuniul SREp paayanen yang

? Mohtar Mas’ced, Ekonomi dan Struktw Politik: Orde Baru 1966 - 1971, LP3ES,
Jakarta, him. xvi

} Republika, 19 Agustus 1998.

' Prof. Ryaas Rasyid; Peran Aparatur Negara dalam Menciptakan Pemerintahan
yang Bersiht dan Berwibawa, Makalah Seminar Aparatur Negara Menghadapi Era
Globalisasi, Gedung DPR-RI, 15 Januari 1998, him. 13.
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udak plih ket dan harus dapal menempatken dirl secam bijak pada jarak
yB EBINA dANgan 3amus Upansan ety permiu

Dengon Beghu, wita hertmrap bodws birokres) mespomel ot kha
sepertl yang digembarkan Mgy Waber yakow, “hidak temdsl pribadi netml,
dapet doehiturgien dan depal diendeicin,  keputiean difakukan tenpe
memesdang manuaiany. bartasankan iydan dan sursn rasionanys,

L Peran Birokrasi dalam Pemliu

Cecars umum, kKio mamabami bawwa ssak salu  naliuzi  yang
paliney menonjsl sebspal dentifkas! reparp adalah pemanniah, sedengkan
igenifikasi permenninh adelsh aparef GHiokrEsinys. Pk yong paiing st
dolaw kegpstan pengaldieesn kphlessean negora tthan-han  adelab
birokrasl. la berperan ssbagsi pefakcena  dan kepufuean-kopuuean  yan
dirumusken clah pemimpin poflilk Delwm Wbsan 0 perygectinn Dirokras
mengacy peda pegaws negod yEng diwBdahl dElsm crgardsasi Hops
Fegawat Rapublh Indonesla (Kerpn)

Mol dbenibuk metsh  Kepores Mo, 82 tetun 1071 Tacskhic
perigapren Kodpo dicakup  dalam Keppes Moo 52 teiun 1594 yang
mengesstken anggaran doear Korprl  Menerul angierem dasEd Korpe,
yarg dimaksud dengan  pegowal Remublh donesie sdalstt  pegawadl ragar
wpl, pegawsl bark mitk regare, pegawal hacic milk dasran, pegewal badan
uaakoy il negora, pagawai bedan usahs millk desvah, palabat dan pengas
YD mariyslengpar GkEn WIS pernerinienan & dasa. pejabal dan pelupgas
YR manyalengporakan unetin pemerintahan, bl didatam mauon df kear
negen, agots den pumewirmwan ABRI yang diksnmcn & nsfansi o m
pamennizb, bonk milk negswidgeroh. badan  yughe mik egaraideersh,
persknan pegawst  Repuiiih holoness yang ek menyatahen diinga
wohind dan Korpn, Jadl, atnakisr tepanisapl Korpr tendin dan fmgket pusal,
propnzi, kebupetankotamadys sempai ke lingkat kecesrda

Sedang mengenal pamie, di dalam dunla denokes, furgs pemdu
adaloh “petama; melakaanakan kodedbazn  mkyal kadis  membeniuk
pertdrintpiion penwakdst. Famiu  menghesitan pomerinishen e
perwaklan (EpEsenisiva goverten” © yang berarl pemetitdah yong
teatdapalkan legimanl  dal rekyal Pamy menjamin hak poik rakyaf.
Dalam U Pomie, wioi W No s Tahun 1928 yarg terakhi diubsh

* Hans Dieter Evers, Tilman Schiel; Kelompok-Kelompok Strategis (Study
Perbandingan iemang Negara, Birovlorasi, dan Pembentukan Kelas & Dunia

Keti ga), Yayasan Obor Indonesia, Jakaria, him. 58

® Drs Arbi Sanit; Demokratisasi Pemilu di Indonesia, Makalah Diskusi Intem PPPI,
Gedung DPR-RI, tahun 1995

97



dengan LU hie, 1 Tahun 1685, dinysaken baowa fujuen pemie adalah
m aksangkan kedaulaten rakyol (ps. (1)) dan membanivk pemariniahan
perwakdan (ps. 1 {3k (4)). Hal nl sejalan demgen prireip  demokrEsi
Uywarsal “falap dalam peryjoparsianmyd, penguEss don pana pangunes
TaUnUBaN N tamebdl unhk  membangue  Mgilmast hag' siiaiy
pamaritatien wang ®abl den husl medll motlsssi poltiE” T Dengan
demikign, tupwn pemnib yong demokretiz menjed erebaikon.

Tiga Sindkhur yamg barkepantingan dengan pamil adetan pangEsa,
wgatiggs pesatd pambu dan el pamile. Kelige unsur bvsabat sabng
beruEahs mendapatien manfeat sebsesy-Desdmnya  engan @alan mamiih
tekaran fusgdl pemils sebhagai alal unluk, "1}, Mambangun legtimas din
reicyal sy mempenuanpian kependiigan b, 2) ManciFEakan siatille
palilk alby pamarritahan politik el 3. Memooiaes ke sdnaies polith
rSiyat 2L mEwujudhan pendidkan paiid rakyat’ ' Pkhan-pliiken  Wisen,
pols| Sast Arukiyr gan caa mbsoksl lersebut menunukkan kecendanngan
demohratly Jidaknyd sisiem P

Felgksanaan patiu  yaAng  kumng  omonaiukem alanya
oprrsmnsitss paan ke lge uroer datas mansdkan pemorinh dan
putarys latAh mengeah kepada lajusn pemilinya sebage alat kgl
fabolrys, pemiy sebege: ald perusngan kepaningan cgepal kurang
mandapal tempat. Hal inl bermrt] parmiy Gdak monghasdian regim baru, rajm
Wtap. BN pemiu ke partil menghosdkan legdimasl unduk mendukung
pemdintah yadu Jumiah mayoriles medele Gaker yang sysh. Jadl pervu
patia lahap sekarang I bukan stbagal el perjuangan kepealingon falynt,
letnpi sebagm wat bag) panguass urive mndapsiien lagitrnes) LU Pemiu
xita Ldak maensrdukan porsl yang Isyak bag kaliga unsue pelaksena Pemsly
(B TiEnyx menanicken pardnen pecnarinlah, paniip dan paela  peserly
Femdu, sadanghan pamn rakyal larbetas, hal inl ok, ssmbang.

Proses permilu melpul: paradatiaran penthh dan junlah penduaduk
ViNR), penetapan pumiah aapgots DPR, DFRD L DPRD N yang Sipdih unduk
tiap dasrah pemithan, pengajan nama i landa gambar organisssi
pesens pemihan umum, pengapan neme osen [panicaionan). panedkan
calon, pemelakr cakrvpanyusunan dafler cadon, panpumuman dahar ceson,
Kampanyd Permdl, pemurulan muara, penghllungan Suars, meretspan hest
Familu, den pangambdian rumq:uut-rf_aml arpgota LA Pemikl kda sangst
MmarNmen potisd dem paramee panguesa of dadamrya, dengen menjadicn
twrokresd darl btoghat pusal sampod ke dess-desa ssbaga mesit  poltk
lngsung yang dbeban fupel memanangikan Golkar Keluskehn gardis
Pemiu adalab ungue-uneet Pemenniah ded Mondagh sampal camnal. D
’ arbi Sanit, Jhid
¥ Arbi Sanit, fhid




sina add [amingn Uik onpEmisssl paserts Pemin (OPP) sebega pesorts
Pemily dan sebaga sshai Mamun, @rimn posil 980 peronan persiih
kurarg fakas, poran miysl bamya sabagat pamilh

Dan 12 tehepan perndiu lerseoudt, th\e lehep Metupgkan wa g
pami el pencalonan osh pemberlan suars kepada sanod, Dalam hal ki
i @ Usy pemerndah borsilet lemah. Papcelonan sdelah vwewenong
parpol dan  permerindah. KHa  mpibwikan pemerintah katera afasan
ke amanan, mitalnyes peradksagn  cEonoakm  gEng  Denndkast
ketrnibaianmys pada PKI. Pentllongn dimainkean clah 8k dan pemennian,
sehifpga calor yarg tarnpil adelish crang-cisng yang dekat dengan marpke
(emisol Erokeatl, (knokmt),

Prinsly batmva pemibl baus bertangeung pr den adl (urdl) ssria
lengsurg Wi beben dan rahasia (Lubar) techalt langsung dalsm pramifu
sebagal amlym demokrall yarg memponya: deoget kguwran yang finggi
Calom pamiluv-pemiiy Orde Barw, pnsip Jurd dan bobers fidee ditskasnaloan
sejeh [ahap awml yvafu sejak lhep pendafieran pemin hingos fahap akni
Seperti yenp Danyak diEinyalr meda massa, lisakya,  pEmit yanp
dikhawalikan  akan memiith  pand polik (PPR dan PD tesk cictaftar
sabagsk pemith

Dandkiah puls pada Bhep percelonen hal yeng paing bamak
mandaped kritikan goaleh pansilinn khuses (Lisus) Litees oSiakuiomn denness
Blasan agr wder-kader copanisasl Brigmng Hdak memamup ke orgartisas
pesarts portdli Tetap' benyak kalangen yang beranggepan Dotmsa “Litsus
soring dbseiyh gunakan, satngkal Liksws  dijadikan alashn sucs atao Desk
suka pihgak tertentu terhadap caleg Organisasi Peserta Pemilu bukan
pelitsus.”

Gamertera kelangan berpendopal bafnea sebaliyn L terhodap
chley dtecshkan Kepada graospoirma, karena (s farhadep caky cdakh
cagian dai kemanditan orsospol colam cakrudmeh kederdaderma
samplng it ifaus setaknya Nosk dimdksn sebaga presadur walh ymeg
diigkukan oleh Bmbagm skstra yudsis! Scharsmyd yang  resghebm
apahegh seorang larbat G 30 SRR slau ofgEnisssl tedauing lainhys adsigh
lambaga perpdisn, bbmn pemerntoh. Dengan demidlan  penghormaten

hel ezt manuei (HANY Bian bina diegakkon

Dalam tahap pencoblosan, banyak dilemukan kasus penyimpangan
seperti “ulah aparat pemerintah daerah dalam pemberian suara sehari
sebelum pemilu sudah mencoblos kartt suara. Lal pada tahap perhitungan
suara, saksi dar parpol dihalangi oleh aparat desa atau takut karena
diancam dan sebagainya.”"

? Sabara Sirait dalam Kompas 17-11-1996
¥ Afan Gaffar dalam Kompas, 21-10-1995
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Dalam pakieh d lapsngan, demines peran Drokias! dplans pmils
ish rmenmbisn  ekpes-okaes negel mhadap rakyal.  Rakyal seqing
marcapat  Ipkoren  dan pemakesan, Adanym  (icandt g berokradl,
memuradcan afarys eelakiten dan keknpvatirmn  dl mamysrakcl yang
mandiubung pardal politk [PPP dzn POL, Hel 0 mercsmmirkan  hegemory
negara yang terfnlu kual tarhadap fakyatl,

Penyalangguraan Pemily  memang ldek baa ferepac don kespas
rukian: kvdta pemainteh mompunya) date dengkap lenmong  jumdah
perduduk, Jumish pamlih dan sobagaings & selund wilsyali indonesla. ARa
dawar dalE-dstp iereckd, pemiu dssteogoarsden. FPemill  diketakan
demchislis kalau unsw-mme yang  tefbet o dalemriya memdapal persn
yong prapursignal den tdsk ads sl UPsurpun yeng mendomingai.
saTply Ho, uREur-Umslr pelakeena gemiu daimim mocgadankst hgasng
muilak bersifat natrad dan kepentingan memsnangsas poria tronty. Prineio
vl pada pemiy Mite kuang bisa dbeguklken Pemenntaias Qe Aary
menjEti kuat dan sab( teruy karena lepitimesi foemel bukan keghimesi yang
lumbuh destl LA FERyat

Y. Molgreshan Peran Partel Polltik den Biolias!

Salah saly rimsalef bedar oy dibsdap Buahl  petreniah ban
yang herakod maloegksn reformes shenoml secsra mdkal sdaigh
bagalmana mamlual pHograrn pemsninkal secara efehtd wang diterapkan dl
szluruh wilnyoh pegsre lanpa disstesengkan oleh biokrasinyga  ‘Agar
ptimednial bark L bga beadungel yaln mHIMDU MENATGENT  pOOGRET
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hanya tinggal meliputi satu fungsi parpol yaitu menjadi perantara dalam
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan
lembaga-lembaga pemerintahan. Fungsi tidak didasarkan atas kenyataan
sesungguhnya yang ada di dalam masyarakat, karena partai tersebut tidak
pernah terjun ke masyarakat.

D pihak lain, proses rekrutmen juga tidak berjalan Hal ini dapat
terjadi karena fidak ada kesempatan untuk melath dan selanjutnya
menyeleks: kader yang akan diorbitkan, disamping memang keciinya gairah
orang untuk menjadi aktivis partai dan adanya klik-klik d dalam tubuh partai
sendin. Peran penyelesaian konflik yang bisa dimainkan oleh partai politik
terbatas pada lingkungan masing-masing partai itu sendii ltupun harus
dilaksanakan sesuai dengan petunuk pemerintah yang bertindak sebagai
pembina partai politk. Peran partai untuk menyelesaikan konflk o luar
dinnya telah didominasi oleh alat keamanan sebagai pelaksana
kebijaksanaan stabilitas politk berdasarkan pada pendekatan keamanan

Secara obyektit, sebab musabab bagi kondisi partai politk seperti itu
berakar kepada sistem politk yang berlaku dan sekaligus bersumber dari
partai itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa d sana ada korelasi antara
penurunan peran partai dengan peningkatan peran kaum birokrat sipil dan
militer d dalam kehidupan masyarakat Jad, struktur kekuasaan negara
yang semakin kebirokrasian dan memusat menjadi penyebab utama
lumpuhnya partai politik. Bersamaan dengan struktur politik kenegaraan
tersebut, d sana terjadi pula perubahan pola penggunaan kekuasaan dari
mekanisme politis menjadi mekanisme birokrasj

Kondisi politisasi pada birokrasi seperti pada era Orde Baru tersebut
tentu tidak menguntungkan birckrasi sendiri karena tujuan asli yang tumbuh
dari birokrasi sendin menjadi lemah. Menjelang abad mendatang, kita harus
mulai menempatkan peran birokrasi pada posisi yang seharusnya. Peran
partai politk yang selama masa Orde Baru diambil alih oleh birokrasi
haruslah dikembalikan sebagai peran partai politik. Hal ini mutlak dilakukan
agar supaya birokrasi tidak terpolitisasi demi mengejar tujuan pencapaian
birokrasi yang efektif dan efisien

V. Partisipasi Birokrasi Dalam Pemilu

Salah satu perbedaan pokok Pemilu tahun 1955 dengan Pemilu di
masa Orde Baru adalah mengenai kaitannya dengan struktur kekuasaan
Pemilu tahun 1935 menyediakan kemungkinan bagi berlangsungnya
perubahan struktur kekuasaan dalam artian pergantian penguasa diantara
para kontestan. Kontestan yang memperoleh kursi terbanyak akan keluar
sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Sedangkan pemilu-pemilu di
masa Orde Baru dimaksudkan justru untuk memelihara struktur kekuasaan
yang ada. Pemiu merupakan sarana untuk memelihara stabiitas politik
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Tujuan pemilu semacam itu sejalan dengan konsensus nasional yang sangat
menentukan struktur politik sejak awal masa Orde Baru Karena strukiur
yang dimapankan itu tetap memeriukan legitimasi yang berupa kepercayaan
dari masyarakat luas, peranan pemilu diletakkan dalam kerangka ini. Jadi,
pemily lebih merupakan proses pemberian dukungan kepada struktur
politk yang ada tanpa menyediakan kemungkinan munculnya struktur
kakuasaan baru Pemilu hanya berkaitan dengan dukungan kepada
pemerintah Hubungan pemilu dengan struktur kekuasaan ataupun
pemerintah hanya bersifat tidak langsung atau bersifat simbolis sebab
struktur kakuasaan ditentukan oleh pusat-pusat kekuasaan yang ada bukan
oleh anggota masyarakat luas Dalam pemilu seperti itu, kontestan
pemenang atau kontestan yang memperoleh suara mayoritas lebih
merupakan pendukung yang menang Mayoritas yang diperukan tersebut
tidaklah mampu mengubah  struktur kekuasaan yang ada, kecuali
mengukuhkannya Gejala diatas mefatari sistem pemerintahan presidensil
Indonesia sejak awal Orde Baru Segf positifnya, “disamping memperluas
dukungan, sistem pemerintahan presidensil bermanfaat untuk meredakan
konflix diantara kontestan. Lebih dari itu, perubahan pemenang di dalam
pemilu tidaklah mengganggu kestabilan pemerintah?°

Bergulimya reformasi saat ini telah dimanfaatkan untuk mengoreksi
segala hal yang pada era Orde Baru dipandang sebagai suatu hal yang
janggal termasuk pelaksanaan pemilu. Golkar sebagai partai pemerintah
dan mempunyai tiga jalur sempat digugat keberadaannya. Wacana yang
sefing dikemukakan adalah mengenai afiliasi politk birokrasi pada Golkar
dan perannya yang dominan dalam Pemilu. Terancam akan hilangnya
dukungan utama dari birokrasi pada Golkar, Ketua Umum DPP Golkar Akbar
Tanjung mengatakan bahwa hak politik pegawai Neger (birokrasi) jgngan
dibatasi sebaiknya tetap dimungkinkan menjadi anggota partai politik.

Sebalknya Sekjen Depdagri sekaligus Ketua Umum Korpri Feisal
Tamin®® mengatakan bahwa pegawai negeri tidak akan kut ambil bagian
dalam politik praktis. Korpri akan menempatkan dirinya secara profesional
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat Korpri diarahkan untuk lebih
menfokuskan diri betul-betul bisa profesional melaksanakan tugas sebagai
aparatur negara dengan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal
kepada masyarakat tanpa melihat afiliasi politiknya.

Suara anggota Korpri menjadi sangat berharga dalam setiap

pemilu karena walaupun jumlah anggota berkisar 4,8 juta jiwa, tetapi dalam

2 Drs. Arbi Sanit, Perwakilan politik di Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1985, him
196/197

2 Suara Pembaruan, 7 Agustus 1998

2 Media Indonesia, 10 Agustus 1998
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kallen ini kila Sudah sering Mendengar agar selap  kader dapat
mempatediubl - 2las mengarehkan menjsdi  safu aspirasl 'aman peksgur
(Suamliisid), sedzpur (ssamilain dan anak), sssursr (leiangga), babken
halau bins sampal wa gubamor, Kalay ss@ saby oeng anggota ¥orpel daps
manggalang 9 crang pamii, ey umlsh suars yang  dinesiken skan
sangat besar

Dilihat dari struktur organisasi, Korpri sangat strategis karena
meliputi: tingkat pusal, propinsi, kabupaten/kotamadya sampai tingkat
kecamatan. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi orsospol yang dapat
menggiring aspirasinya. Sudah waktunya birokrasi kita dibebaskan dari
kewajiban' memilih organisasi kontestan pemilu tertentu. Dengan demikian,
birokrasi dikembalikan kepada kedudukannya sebagaimana mestinya,
yakni mengabdi kepada negara dan bukan kepada golongan atau partai.

Menyinggung tentang loyalitas pegawai regeri sipil (PNS) yang
dikaitkan dengan pemilu dan orsospol. Dalam kaitan ini, pasal 3 UU Nomor
8 ftahun 1974 tenlang Pokok-pokok Kepegawaian secara tegas
menyebutkan; “PNS adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila,
UUD 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan
dan pembangunan.”

Dari pernyataan diatas, jelas kita dapat mengetahui bahwa PNS
bak sebagai aparatur negara, aparatur peMerintah ataupun sebagai
anggota Korpri mempunyai loyalitas tunggal kepada Pancasila, UUD 1945,
negara dan pemerintah. Kia tidak pernah menemukan pengaturan yang
menyatakan PNS harus loyal hanya kepada ofsospol tertentu.

Oleh karena itu, bentuk partisipasi anggota Korpri dalam pemilu,
sebaknya anggota Korpri diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi
politiknya tidak perlu ada izin dari atasan. Dalam bagian dari RUU Pemilu
yayy soltarangeedang ruly Shahas d DPR, dtyatakan babwe PNS depat
mardin tapt Udak bDRa dipih. Kaisu mae manjedi anggota suabi partal
politk, maka @ hares kemr a0 berherty darl jabetan asbagal NS dengan
Am lenpa hoh pecsan sesuar dengan paraluran vang ade Diigan bagliu,
had-hok PNS yarg berjumiah 48 wta crang Hooh dikebln sebap mémth biss
menyalukan esprasinyn desm pemi dengan Cata memid caleh pah
ppid, Fosied Korpri yang bery il dimeXsutkas agor Ko tdsl tarcaii-
cabie, Ky momka didarkan menjad anggoa Parpol, maks mersks
dikhnwatrkan akan manggangqu kiteranyll sebagal sparalyr negra yang

Pihak tertentu mengusulkan bahwa anggota Korpri sebaiknya seperti
ABRI yang tidak menggunakan hak pilihnya namun mernpunyai jatah di
DPRMPR. Pihak lainnya meragukan cara tersebut bahwa hal ity akan
menjarmin netraiitas PNS. Menurut Sekjen Depdagri, "Korpri juga tidak akan
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meminta bagian sebagai utusan golongan d DPR/MPR, aspirasi sudah
tersalurkan secara individu datam pemilu Hal m berbeda dengan ABRI yang
tidak memilih, sehingga periu ada perwakilan d lembaga legislatif.

Adalah tepat kalau birokrasi tidak terfibat pada masalah politik praktis
karena ideainya birokrasi adalah netral dari afihiasi politk manapun. Kita
memang harus dapat membedakan antara jabatan polits dan jabatan
administratif. Jabatan politis diperebutkan oleh warga negara dimapa posisi
politis tersebut dicapai melalui pemilhan. Sedangkan jabatan administratif
dicapai dengan penntisan karir karena seseorang yang mempunyal jabatan
tersebut otomatis merupakan bagian dan pemerintah. Sedang jabatan politis
diperebutkan oleh rakyat/'warga negara bukan mereka yang dari unsur
pemerintah. Maka apabila ada birokrat yang ingin mendapatkan jabatan
politis melalui pemilihan hendaknya mereka melepas jabatan dan menjadi
rakyat biasa dan baru bisa memperebutkan jabatan politis tersebut. Oleh
karena itu, birokrasi sebaiknya hanya mempunyai hak memilih sedang hak
dipilih bisa dimiliki apabila birokrat tersebut melepas jabatan terlebih dahulu.
Penghapusan monoloyalitas birokrasi pada kekuatan sosial politik tertentu
juga harus dihapus

Vl. Kesimputan

Reformasi yang terus bergulir sejak menjelang kejatuhan rejm Orde
Baru hingga sekarang telah dimanfaatkan oleh segenap warga negara untuk
mengekspresikan kehendak dalam berbagai aspek Agenda politik yang
mendesak adalah pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis untuk
mengakhiri ketidakpastian dalam hidup bemegara Pemilihan umum yang
demokratis haruslah dikuti oleh organisasi-organisasi peserta pemilu yang
mumi dalam arti tidak ada organisasi peseria pemilu yang merupakan
kepanjangan tangan pemerintah.

Era globalisast mendatang kata kuncinyga adalah ‘kompetisi',
persaingan menjadi mekanisme hidup yang utama Untuk meningkatkan
daya saing nasional, Indonesia membutuhkan pemerintahan yang efektif dan
efisien. Untuk membangun pemenntahan yang efektif dan efisien, kita
memeriukan pengelola (birokrat) yang berkualitas tinggi dan mempunyai
komitmen profesional yang responsif dalam menjawab perkembangan dan
dinamika sosial, ekonomi dan politik yang berkembang Untuk itu, birokrasi
kita harus neftral, tidak mempunyai afitasi politik pada kekuatan politik
manapun, karena hal itu merupakan cacat demokrasi.

Birokrasi yang merupakan representasi dari pemerintah merupakan
salah satu unsur pelaksana pemilu disamping kedua unsur yang lain yaitu
Organisasi Peserta Pemilu (OPP) dan rakyat pemilih. Pemiu dikatakan

2 Media Indonesia, 10 Agusts 1998
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demokratis kalau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya mendapat peran
yang proporsional dan tidak ada satu unsurpun yang mendominasi Di
samping itu, unsur-unsur pelaksana Pemilu dalam menjalankan tugasnya
mutlak netral dari kepentingan memenangkan partai tertentu, karena hal itu
menjadikan prinsip moral pada pemilu kita kurang bisa ditegakkan

Orde Baru menggunakan birokrasi sebagai primum mobile program
pembangunan Birokrasi ini pula pada glirannya merupakan kekuatan yang
hampir-hampir menyeluruh Fungsi partai mulai dibatasi hanya sebagai
peNyalur formal suara masyarakat. Di era Orde Baru, orsospol mengalami
berbagai bentuk pengetepian peran utamanya. Pemerintah memperakukan
partai politk sebagai lembaga formalitas demokrasi Secara nyata. partai
politik diberkan hak hidup namun dibebani tugas untuk mengabsyahkan,
mendukung dan melaksanakan kebijakan penguasa dan pemerintah.

Sejarah menunjukkan adanya korelasi diantara penurunan peran
partai dengan peningkatan peran kaum birokrat. Jadi, struktur kekuasaan
negara yang semakin kebirokrasian dan memusat, menjadi penyebab utama
lumpuhnya partai politk Bersamaan dengan struktur politik kenegaraan
tersebut, perubahan pola penggunaan kekuasaan berlangsung dari
mekanisme politis menjadi mekanisme birokrasi

Kondisi politisasi pada birokrasi seperti pada era Orde Baru tentu
tidak menguntungkan birokrasi sendiri, karena tujuan asli yang tumbuh dari
birokrasi menjadi lemah Untuk itu reposisi peran birokrasi jefas diperiukan.
Peran partai politik yang ada selama masa Orde Baru yang diambil alih oleh
birokrasi haruslah dikembalikan sebagai peran partai politik Hal ini mutlak
dilakukan agar birokrasi tidak terpolitisasi demi mengejar tujuan pencapaian
birokrasi yang efektif dan efisien.

Partisipasi birokrasi dalam pemilu mengandung arti bahwa birokrasi
bisa menggunakan hak pilhnya dan bebas berafiiasi dengan partai
manapun. Penghapusan prinsip monoloyalitas juga mutlak diperlukan pada
suatu kekuatah politik terientu seperti yang ada selama ini. Namun, birokrat
tidak berhak menggunakan hak dipilih. Apabila ia akan memanfaatkan hak
dipilih maka birokrat tersebut harus melepaskan jabatan. Demikian pula
hendaknya birokrat tidak menjad aktivis partai Untuk menjadi aktivis partai.
hal ini dimungkinkan kalau birokrat tersebut melepas jabatan atau cutb
selama aktif d partai,

Dengan demikian, pemilu mendatang diharapkan betul-betul menjadi
sarana untuk  membangun legitimasi dar rakyat, memperjuangkan
kepentingan rakyat, dah untuk memobilisasikan aktivitas politik rakyat.
Bukah seperti yang ada selama ini pemilu  justru dimaksudkan untuk
memelihara struktur  kekuasaan yang ada bukan untuk mengubahnya.
Pemilu dijadikan sarana untuk memelihara stabifitas politik,
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BABVI
BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA KOTA KEMBAR

Oleh: Rahmad Budiaji

“The Sister City program is an important resource Io the
negotiations of government in lefting the people
themsefves give expression of their common desire for
friendship, goodwill and cooperation for a better world
for ali. (Presiden Dwight Eisenhower)

PENDAHULUAN

Selain menghadapi beban intern secara lokal dan nasional, dalam
kerangka manajemen strategis nasional, pemerintah daerah harus
berhadapan dengan tugas pemerintahan dalam skala regional dan global,
yang secara geopolitik strategis pasti melibatkan baik daerah dan rakyat
maupun instansinya yang terkait. Tugas ini dimaksudkan untuk mendukung
realisasi kebijakan pemerintahan pusat dalam berbagai bentuk dan
hubungan kerjasama, bak yang skalanya regronwide (kawasan), maupun
worfdwide (global dan intemasional) Tugas m selanjutnya menjadi penting
jika wilayahnya memiliki arl khas menonjol, baik karena pertimbangan posisi
geopolitis-strategis maupun  economic-business khususnya kerjasama
perdagangan.

Perjanjian-perjanjian, persefujuan, dan berbagar memory of
understanding yang telah disepakati pemerintah pusat, tetap mengandaltkan
potensi nasional yang terdapat d daerah. Secara futuristic view, d sana
diperiukan kebijakan dan kearifan yang seksama dalam pemanfaatan
potensi daerah itu, bak sumber daya manusianya maupun sumber daya
alamnya Ini penting demi terkondisinya iklim pemerintahan yang benar-
benar menjabarkan asas kesimbangan yang layak antara pertumbuhan dan
pemerataan, antara pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi; dan
untuk menghindan gejolak lokal yang tidak diingini.

Hakikat yang esensial dari kebijakan pengembangan pemerintahan
d daerah ialah pertimbangan yang wajar, sehat, dan dinamik antara dua
garis kebijakan ini Pertama, adalah berangsungnya kewenangan dan
wibawa pemerintah pusat dan daerah. Kedua, adalah berlangsungnya
pendemokrasian pemerintah (di) daerah (bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah) dalam arti terakomodasinya aspirasi dan kepen-
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tingan daerah dengan rapi dan bijaksana di berbagai bidang sospol, sosek,
sasbud, dan kamtibmas.

Secare neaslonat kterpaduan kobhakan pusel dan dereh sehega
mahatah ivtem hars lehih dulu dikondmsicas deimm sal pakel ebiaken
manglemen naslonsl Bany kemudian, <iibal dan sudat Kemakmuran den
woagian Sosial kim sap bicara wniang hemampusn yeng o don terpeda
uritul malibatken el datam kancah kedashmd Secem reqional Ban global,
derigpn TSRO  konsekusnginya  -hak  yeng  posiifnegetif,  maupun
konslrukif/idasirukt!, Hal m depst divetchan batwa terpa kamesarn
kobljxkan {packepe of poiky] yang apd dan terpady, dearst b jadi haovys
aphatiar Ighan objek (a8saren] buken sabage subjek don aktor eidif dalsm
bertagai kerjsaama regionad dan globad I f

Bt gobalises! wang didokurg desgan dmu penpgetahunn dan
leknoig Mmeenbud mesysakat duria menjed semalin dekat  sefy svma
[l dengan v pang eemokin mendunds. 0 Srenmin pads Sogen popuker
Think giobably, pct locall® dan marsuged ded hobungsn persabhabalan
starbangta & diplomas) ntemesionsd yang semokin bermiang . Jalnan
fiubungan diwvujuckan daliun benliik mudllatsrsl. egionst, den bilaleral yang
sgling menunjang urduk meMmbentk  iMerakel yang  eanped  aderail
Perkermpang ini melbelken badsn-bedan lagisatid, ofpenisadl  profest,
orijanisast lembaga  ipek, lembage swediya metysrakal,  orpanspai
kabdayaan, den babkon peqmeerintan deerahipemesiniah kota

Salib salu bk hubungan mheraktl tarsabul adalsn  keyjsama
Kata Kembar (S ofy) yang muiai berkemdang Belalah spadings Perang
Ouria B Tullsss Inl dibual unigk mencobw  rmamaparken  badaimann
per jolanel| kerisesma antat hota Wy Bagalmans peranen dan kedudukan
by 251 ambagai apermiue parmenirdaban dalam kenasama b sabs

TUJUAN PEMBANGUNAN KOTA

SecArn utuon, ncana pambangunsn Koty di Indonesls Ldak dapal
dipedhkan darl pembemgunan  neslonel  Cish  kemsna  itu,  acuan
pembangunsn  kota-kote A Bdalgh Gare-gans Besar Hatuan Neposa
(GEHN), yarp splanfulnys diabarksn delam satap rencena permbangunah
lims lehunan atsy Repelita. Pembangunan perkmiaan pxia Repsita WY
seug (sbib e digipbken kapeds Uma fujusr

Tujusn partama, adalah  terciptanys  desentrafsasl  dgom
pEmbmngnan “perkataan dengan clonomi yary mynls dan berRinpgung
fEwal podd dearall lngkal | Adspun arshan kebijalsanganmya adafah
meningkaiian kewenatigan dan langoqungawiab Pamerintah DATE § dalam

! Suars Pembaruan, 31 Juli 1897,
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manysun, melgsangkan daen  mengandalken  kepialen  pembangungn
perhotasn, meningiatkan kemampuen Pemerintah DATY 1 datam rangakals
peTthanguREn perkoteen

Tujuan kedus adziah samekly menipgks d8n menlxnys paro
swosta den mesysrakal sert kemifraan Bnlarm pamerinieh, swasta dan
masyarskal  delam  pembmhpunan perkoiBon. Adapun sosaren
kebtjaksataanya mdalsh, maningkatean pendayapunasn Kskusten ansisl
phonmmi dan budays masyarekat dan swasia dalam  DEmbengumasn
parkotgap, meningkatkan & memantapkan peen perneviciah asbagal
‘pomamip’ untuk mandorong peran sarts gwosls don meRyaraket sl
pembanguran parfotaan, manciptshen IKim yang lsbih kondyusil begl peran
batn Swesle dan  mesygrakal | oGRS pembangunan o parkotaan;
meningkatkan kemilragn arera pamerintah, awesta dan masyarakel dalam
keqittan pambangunah parkotaan

Tujuan ketiga sdainh semmkn bakaws pamenuian ketutuhan sk,
sosig!, skonoml dan kehigupan butd@ya masyarak®! perkolaan  Adapan
srahan kebijpksaraan adalah: maninghalisn kunliag fogkungan Moup yong
malpull Malk, sosisl dan poddya Masyarakal parkatasn,  menmgketkan
gkpes mEsyRraksd perkgltean larhadap kepsstian hukam yarg) berkadbes
dengan pembengunsn  perkolagn. meningkatken peluang dan lapangan
kecm frep edlurth lapisan rasywakat trutama dalam rangks pamersisan
dan pengenigsan magyareksl dan kemigkinan, menngkaican pamenhan
hebulten  penonehen Deserts serom dan pRSAMLD penunjang  bagl
sepenap apisan mesyamkel tatutarme masyarakal tarpenghasdan rendah;
menyalsnggeraksn panatien ponguaBesn dan pengqunann lphan perkaken
racEmy bamncena, afsten eisktf dan jermpadu sehingge lercapei pola
pomenfzaien  lwhan  yamy opthmal  demgan  menpertimbangkan  hek
masygrakat,  funggl  aoslal. ekonomi, dan destarian  lingkunpgan
menmghkaiian Sletsm transpertasi perkoiasn yang sfigen, nysman, murdh
lorpangkan  oleh  sedisp  lgpisan  MagyaralE!  dengan  memperhatican
kedaaigrion (mgkungean.

Tufuan keampot adaiah Mmoedspmya  pvan kota-alda  dabarm
pombangunan wigyah dan nesicns, adapur arahan hebijaksanasn edgiah
metigambengkan  sislem kol yang  dapd  mengopiinaluan  toghet
pelayarer 40 kegatan ekonoml kota, mergembanghan trbad grverrance’
yatg dagal mdwadudian fungsi dan lnghs! pMayenan kotd merwut alstem
kotA yang optmel, mangombengksn hubungan desa-kala tmnaeok deersh
mnguerba? yang daps moandoronp dan  manyerAsiksn  pembangunan
anters daty dan kyta, meninghatken produhtivitas dasmh peshotesn dalarm
iangks mampercspat lescapamya fungsl kda yeng dilnginkan dalom slatern
Kot

Iz



Tujuan kellma, adalah terselenggaranya pembangunan perkotaan
yang semakin efisien, efekif dan berwawasan lingkungan serta
berkelanjutan, adapun arahan kebijaksanaan adalah: menyempumnakan
mekanisme kerja dan organisasi lembaga-lembaga pengelola daerah
sehingga tercipla pembagian wewenang yang jelas dan koordinasi yang
baik, mengoptimalkan penggunaan dana-dana pembangunan sesuai
dengan kebutuhan nyata masyarakat, meningkatkan efisiensi pemanfaatan
air, lahan dan energi serta mendorong penggunaan produk-produk yang
ramah lingkungan.

Bagaimana suaiu kota iu akan dibangun uniuk mencapai tujuan
tersebut d atas lentu harus disesuaikan dengan Kkondisi masing-masing
daerah. Pada masa yang lalu sangat sedikit perhatian yang diberikan dalam
Menyusun rencana pembangunan daerah. Terdapat tiga alasan penting
yang menimbulkan keaddan tersebut Pertama, adanya keyakinan bahwa
perencanaan pembangunan nasional dianggap mampu menggerakkan
pertumbuhan negara dan demikian juga dengan daerah-dasrah di
dalamnya, sehingga tidak memerlukan lagi adanya perencanaan
pembangunan daerah Kedua, terdapat anggapan bahwa rencana
Pembangunan daerah ftidak berbeda dengan perencanaan dan strategi
pembangunan nasional sehingga tidak memerlukan teori serta analisa yang
bau mengenai masalah yang sama Pandangan kedua ini menganggap
rencana pembangunan daerah i sebagal bentuk mini dari rencan
pembangunan nasional. Alasan kefiga adanya kekurangan tenaga ahli yang
diperiukan untuk menjaiankan usaha tersebut, 2

Akhimya disadari juga alasan-alasan tersebut kurang tepat karena
lernyata perénCanaan pembangunan negafa belum menjamin akan
terwujudnya pembangunan nasional yang seimbang dan optimal & berbagai
daerah, dan rencana pembangunan daerah bukanlah ukuran mini dari
rencana pembangunan nasional. Oleh sebab itu makin lama makin banyak
orang yang berkeyakinan akan pentingnya program pembangunan yang
disusun oleh Pemerintah Daerah. Kerjasama Kota Kembar merupakan salah
satu  bentluk nyata dari adanya perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

PRAKTEK KERJASAMA KOTA KEMBAR
Pada tahun 1956, Presiden Dwight Eisenhower menciptakan
program yang direncanakan untuk meningkatkan hubungan di antara kota-

* Sadono Sukirno, Beberapa Aspek dalem Persoalan Pernbangunan
Daerah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta, 1976, him. 113.
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kola o America Sortsd den d selruh dunke dengan mambeniok sabuah
Badan yang bemams Sishy Ofey infaralicnal Kota Kembsr Infermasional)
Hasl yand diinginkan  darl pogren Bl sdeled  wnluk  meEmperosh
pongetaihuan dan pergertian d asteen kot di ar negerl mMelakl perukaran
budava masymEkat dan gagssan-gegasam ey Saak didinkesn, Kola
Kembar | remanional ban mBndukung OEFRT secera nasional dan talgh
mandaocony ebib dar 1200 hubenpen & antara T80 ka5 Amenhks Seriost
dan hots-kola i 88 negara ian.

Fade mase tehun T850-wn alss pasca Perang Duna 1|, hubungan
anlnmegara bohum bogiu beik sehingpe hubungen aoted masyorakat kbih
manonjol. Oleh kareno itu, tembaga Kola Komber Idarnagional kamuadisn
menjeh gemkan yy  dipelopm| masyaakat tanps  campur  tRNgED
pemwsiriah kote, dar o terfedi of Amerka Serha sEerar ke Dalam
kosop hubungeh indemaesions makn modsl i basa disliahkoen dengan
huburgen Feople o People (P 10 F) yang betheds dengan  moosl
hubungen sntere pemerirdsh  Sangan  pereadnisn  eau  Govemmeidt B
Qovermmpm (G ha &

Mamun, o kbwasas Ase lpmulsm Jepang Komwa Sefglan dan
Indonesia. lembags Koas Kemb rowlbalioen ponserininh Iokel, Megara
fegma  Asin lebh  thenokankers paidn ipEsamp  rosyarakal  dan
pamerntan deerah (foca’ govermimnend] otuk meTengkabcan htwmgar kota
kembar. Dalam mooel kenpsama | pemermiah mengambd paran yang abgd
dan ud cEmper a0pRT delem kegialan MEsysakal desm fubungan
keasama ¥ots Kambar  Model yarg déerapkan oeh pemetiniah o
kawsssn Asla dalsm kedesama Kots Wambar gengen  demioat  kebih
menakankan pada model hebuhgan G 0 G Hubungen kerjasamas Ksta
XamBar o kawesen Ass il el cukup banyah diakuien seapan Gerpmame
hebudmyaan yang dlakukon Jeparmy dan lndonesia melgod pananien Kola
Kembar, dkenal mesyarakol Jegsig dengen sedulnn Shirad Tosh, maliputl
antra Igkarta dangen Takyo (19€0), Yogynkard gamgen Kyoto (1831), dun
Surabaya dengan dengan Cseks (1082},

Fada era globadigas], o saro mermeng age perctahen parrdkimmn
tual Kola Kember Relhat kemapan eknoogl den keinglnan masyarakal
multilimensl, pemenmab fokel mephsl Kols Kemsbar menupaken wahana
yang boe dimanfaslos pemedntan dagrah untuk mengabn karjasama ontar
xeia sacera isbih EBtpmgram. Kesamaen kebutuban anls masyerakd ko@w
i ssbiruh dia bisa bersuma-same membangun sebush “kampung dunia®
(obhe wvilage) yeng metipuli kabuouben Sien pengenbangan  akasey
ehonomi  imercty adel yeig Dordimeersl huas  Sineng  etewsamasn
parmRTImAl dan rresraket dielim menpsin hubungan Kota Kembar pada
mEsa kNt semakin diyaidnt axt pentingnys
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Dalam Kkenyataannya di Indonesia, gagasan Kola Kembar itu
bergerak lebih jauh sampai pada hal yang berbeda dan konsep awalnya d
Amerika Pemaknaan Kota Kembar kini termasuk pula dalam pengertian
kerjasama antarkota antar propinsi d Indonesia. Sebagai misal, pernyataan
Bupati Dili Domingos MD Socares mengatakan bahwa pihaknya terus
mengupayakan untuk menjalin kerja sama Kota Kembar (Sister City) dengan
kotakota lainnya d Indonesia ’

Bagaimana penjelasan yang dapat diberikan terhadap pergeseran
(perluasan} kerjasama Kola Kembar yang teriadt d Indonesia ? Uniuk
memben argumentasi pada masalah ini, tidak akan terlepas dari sifat atau
karakteristik birokrasi pemerintahan di Indonesia, serta berbagai peraturan
pelaksanaan pemerintahan d daerah

BIROKRAS| PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Membahas rnasalah birokrasi d Indonesia, Mihtah Thoha pernah
mencatal bahwa masalah pokok birokrasi pemerintahan d Indonesia antara
lain adalah suka mengatur daripada melayani publik.* Sejalan dengan
pandangan di atas, Hans Dieter Evers mengemukakan adanya tiga macam
birokratisasi, proses berkembangnya birokrasi ke arah kritena birokrasi
Weber, yaitu birokrasi yang rasional, misalnya meningkatnya efisiensi dan
produktivitas kerja, ditaatinya aturan-aturan yang berlaku dalam birokrasi
secara tidak pandang bulu, dan lain-lain. Proses ini disebut dengan
Weberisasi. Proses pertumbuhan jumlah personil dan pernekaran struktur
dalam birckrasi secara tidak terkendali pernekaran terjadi bukan karena
tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi  tuntutan struktur
seperti yang diramalkan C Northcote Parkinson dengan Hukumn Parkinson-
nya (Parkinson Law} Proses ini i@ sebut sebagai Parkinsonisasi Proses
pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan
masyarakat menjadi lebih dikendalikan oleh birokrasi seperti yang disinyalir
oleh Orwell dalam noveinya. Proses ini disebut sebagai Orwellfisasi®

Menurut Evers, proses birokratisasi di Indonesia kurang terjadi
dalam pengertian yang pertama, telapi lebih banyak terjadi dalam
pengertian yang kedua dan ketiga. Birokrasi d Indonesia tidak berkembang
menjadi lebth efisien, prosedur administrasi justru menjadi lebih berbelit-
belt, banyak aturan formal yang tidak ditaati, dan praktek mal-administrasi
terjadi d mana-mana Birokrasi d Indonesia ditandai dengan tingginya

1 Suara Pembaruan, 12 Oktober 1997.

*Miftah Thoha, delam Riza Noer Arfani (ed), Dernokrasi indonesia
Kontemporer, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, him 206.
SEvers dalam Muhadjir dalam Riza Noer Arfani, /big, him 218,
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pertumbuhan pegawai dan pemekaran strukiur organisasi. Birokrasi luga
mengendaikan masyarakat, baik dalam arti politik, ekoromi, atau sosial.

Birokrasi daiam hubungannya dengan kerjasama antar daerah
penhgaturannya secara formal dalam Undang-undang No 5/1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan d Daerah, pasai 65. Peraturan ini menetapkan
bahwa beberapa pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Bersama
unfuk mengatur kepentingan daerahnya secara bersama-sama  Segala
ketentuan dalam Peraturan Bersama iy memerlukan adanya pengesahan
dari pejpbat yang berwenang, dan merupakan tanggung-jawab Menteri
Dalam Negeri untuk melancarkan peiaksanaan kerjasama antar daerah
tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1976 tentang
Kerjasama Antar Daerah merupakan iandasan operasional dan tindak lanjut
dart peraturan dalam UU No. §/1974. Di dalam peraturan Menteri Dalam
Negert No 6/1976 diatur bahwa kerjasama antar daerah dapat dilakukan
antar Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat Il Ditetapkan juga ruang lingkup
kerjasama yang meliputi semua urusan pemerintahan yang termasuk urusan
rumah tangga daerah dan urusan tugas pembantuan.

Apa peran dan kedudukan birokrasi dalam kerjasama kota kembar?
Pemerintah kota sangat besar peranannya dalam proses inisiatif
pembentukan kerjasama Kota Kembar dan pelaksanan dari berbagai
kesepakatan program kerja yang direncanakan. Demikian juga dengan
kedudukan pemerintah kota daiam kerjasama im adaiah sebagai pihak yang
berwenang untuk meiakukan mengadakan atau membubarkan kerjasama
Kota Kembar, Secara formal konsep kerjasama sisfer ¢ty dibedakan dengan
hubungan persahabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Kota
yang setingkat d Indonesia dan d |uar negeri Hubungan ini belum
mempunyai program-program kegiatan yang konkrit Kegiatan yang ada
hanya merupakan kegiatan yang insidental, kegitan dimaksud dapat berupa
hubungan surat menyurat, tukar menukar informasi, kunjungan misi
keseman/kebudayaan, promosi panwisata dan kunjungan persahabatan
biasa antara kedua pemerintah Daerah/Kota. Hubungan sister city adaiah
hubungan kerjsama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemenntah
Kotamadya Daearah Tingkat [, Pemerintah Kota Administratif dengan
Pemenntah Kota setingkat d iuar negeri. Hubungan kerja dimaksud harus
dilengkapi dengan program kegiatan yang fetap dan terencana. baik
mengenal bidang-bidang yang akan dikerjasamakan. tujuan yang ingin

¢ Ibid.
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dicapai, konsiruksi biaya masing-masing pihak, lamanya waktu yang
diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.”

Kriteria dasar pembentukan kerjasama Kota Kembar meliputi
beberapa kesamaan seperli kedudukan dan status administrasi, besaran
dan fungsi, karakteristik kota, dan permasalahan yang dihadapi Faktor lain
yang mendukung dasar pembentukan kerjasama yaitu adanya imu dan
teknologi yang dapat dialihkan dan adanya komplementaritas antara kedua
pihak dalam bidang ekonomi, sehingga dapat menimbulkan aliran barang
antara kedua pihak. Dalam kenyataannya, kegiatan yang menjadi
kesepakatan dalam kerjasama Kota Kembar, diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 1/ 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan
Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri Peraturan ini
juga menunjukkan betapa besar dan sangat menentukannya peran yang
dijalankan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai perwujudan dari Pemerintah
Pusat dalam masalah pembentukan kerjasama Kota Kembar

Dari uraian di atas terlhat salah satu motivasi utama bag
perwujudan suatu kerangka kerjasama Kota Kembar adalah sebagai usaha
uniuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan
bersama terhadap bidang-bidang tertentu. Motivasi ini dibentuk melajui
késadaran bahwa suatu tujuan tertentu yang hendak diwujudkan tidak
mungkin tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna tanpa melalui
kerjasama antar daerah/kota.

PROGRAM KERJASAMA KOTA KEMBAR

Apabila birckrasi pemerintahan di Indonesia dalam rangka
kerjasama Kota Kembar berlaku seperti apa yang dinyatakan oleh Thoha
dan Evers d atas, hal itu sangat disayangkan. Sebab sebagaimana
diidealkan pada awalnya, hakikat kerjasama Kota Kembar adalah kreatifitas
warga atau rakyat dalam mengatur diri-sendiri untuk bekerjasama dalam
kerangka saling pengertian dan kesejajaran budaya dalam berhubungan d
dunia internasional. Suatu bahaya mengancam kerjasama Kota Kembar
ketka birokrasi pemerintahan sangat intens keteriibatannya yang
menyebabkan masuknya ciri-ciri negatif dan faktor politk yang ada dalam
birokrasi ‘Kerjasama tersebut tidak semakin berkembang tapi sebaliknya
bisa menjadi mandeg

Sebagaimana pola pemikiran yang umum selama pemerintahan
Orde Baru, dasar pertimbangan pemerintah dalam melihat berbagai
permasalahan sangat condong dengan pendekatan keamanan, dengan
dalih ketahanan nasional persatuan dan kesatuan. Sebagai contoh, untuk

7 Surat Edaran Mendagri, No. 193/1652/PUOD, Jakarta 26 April 1993.
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Lembaga Swadaya [uar negeri yang boleh melakukan kerjasama
disyaratkan memiliki cinciri tidak berafiiasi dengan kegiatan politik atau
organisasi politik, serta MeMpunyai perwakilan yang terogamisir dan terdaftar
resmi d Indonesia,

Pada sisi yang lain, karena kerjasama yang dilakukan oleh
pernerintah kota (Daerah) itu memitiki program yang jelas dan tidak sekedar
action program, manfaat kefjasama Kota Kembar bagi pencapaian tujuan
pembangunan kota, berpeluang besar sekali Untuk menunjukkan hal ini,
bagian berikut akan diuraikan apa yang biasa menjadi kesepakatan dalam
kerjasama Kota Kembar dan sekaligus menunjukkan kekurangannya seperti
yang terjadi dalam kerjasama dengan Kota Jakarta. )

Sebagai contoh, kegiatan yang telah disepakati dalam kerjasama
Kota Kembar oleh pemerintah Jakarta dengan sejeumlah kota-kota lainnya
sampal dengan tahun 1993 tefcatat sebagai berikut

Dari hubungan antara Jakarta dan Jeddah, lingkup kegatan yang
despaksll antera  laim; teie kots  pafarsanan, e bangenen,  G&@n
adminisirag pamerivanen kola, Kerjesama Jakaria dan lalafsbad ranjaln
kegiateh peningkatan pengetohwan dalam Didang pamedntahem coecsh
periuksmn misi kebudoyaen, pembingan gensras! muda mengpabikkon
kegiian pardsgangan don parwisstz. Kemudian antem Jdikart o= Belpng
melakukan hogtan delam bidang: adminisiros perkobean,  SHTILANGUNET
perkolnan, monpjersen parwiasla aduslni kecd dan ketajinan, sera gish
raga Dengan kole Roflerdam, Jakaris melakukan karjpasma kegeian
dalam hal menopemenl Marmolion  system, soid wesls and parbege
disposal, oy corpo termingl, din idang lain yang disatuju oben kadua Gelah
pihak

Pertukaran tenaga ahli dalam rangka peningkatan pengelolaan kota,
perdagangan dan kepariwisataan, administrasi dan  penerangan,
kebudayaan dan kesenian, sefta pemuda dan olah raga menjadi kegiatan
yang disepakati bersama dalam kerjasama antara Jakarta dengan
Casablanca. Seoul dan Jakata menyepakatl kerjasama Kota Kembar
dengan keglatan di bidang. stemn adminiafes! umum den keperdudulan,
manAmen O8N pergncamaan kota, penaasn lahlintas dan rsnsporacy,
progrea kesenian den kebudayaan, paringhatan prodram kalenagakerjean,
sorta pembangunen Mmasyarakal Salu lagl kola d Asi yang mengail
kerjaszuca Kota Kembar dengan Jakarts gdalah Tolyn Jepang dengan
ngeuy kogisan, pdmiostrad perkalasn, olsh raga kslenogakerasn dan
lingkungan hidup

! Hubungan Kemitraan Luar Negeri Pemerintah DKI Jakarta, Pemeriniah DKI
Jakarta Biro Kerja Sama Antar Kota dan Daerah, 1993.
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Jakarta telah menjalin pula dengan kota d Amerika Serkat yaitu Los
Angeles dan Arkansas. Dengan Los Angeles kerjasama dijain dalam
bidang; perdagangan dan pembangunan ekonomi, perjatanan dan
pariwisata, kesehatan, lingkungan hidup dan peranan kota, kebudayaan dan
kesenian, serta kepemudaan, pendidikan, iimu pengetahuan dan teknologi.
Sedang dengan Arkansas, kerjasama dilakukan dalam hal; bidang
perdagangan dan pembagunan ekonomi, investasi, kesenian dan
kebudayaan, serta kedokteran.

Bila dicermati lebih dalam lagi, kerjasama Kota Kembar dengan
model yang ada d Indonesia memiliki beberapa kendala yang ditimbukan
karena pengaturannya atau kondisi lingkungan yang melingkupinya.
Kendala itu misainya, dari ketentuan yang ada dalam pasal 1 Permendagn
No. 111992, menetapkan bahwa pihak luar negeri yang berupa Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kerjasama disyaratkan memiliki ciri-ciri
kegiatan yang tidak komersial, tidak berafiliasi dengan kegiatan poiitik atau
organisasi poliik dan berorientasi kepada program pembangunan dafam arti
luas, serta mempunyal perwakilan yang terorganisir serta terdaftar resmi d
Indonesla vk ratunEng pafskssnaan kegatannyn

Ddo Kescpahnten kanasams feleh dlbuat, tok prang dlered pub
barbagal hal ywiy manggengu kelancarg progran. Dam kasus yag (el
daddm hubungen kapesnTa Kate Kembes yang difalin ocieh Jakarta, ada
RabArana sebeb yang dapat dicatd dan mungkin lwge ni dialomi okel koE
kin & Indonesla. Pertama, adafah hambmwtan perbedaan kelemimgean yang
menangani program kerjasama d antara kedua kota (dialami antara Jakarta
dan Casabianca). Kedua, disebabkan oieh perubahan konstelas: politik
pemenntah kota (saah satu pihak), yang terjadi antara Jakarta dan
Amsterdam. Seringnya perubahan konstelasi politk pemerintahan kota
Amsterdam in membuat kerjasama sempat terhenti dua kafi yaitu antara
waktu 1979-1984, dan 1986. Ketiga, karena berbagai alasan terjadi
pemutusan hubungan sepihak dalam kerjasama Kota Kembar Kasusnya,
dalam hal ini adalah pemutusan sepihak oeh pemerintah kota Amsterdam
pada tahun 1986 dalam hubungannya dengan kota Jakarta. Di samping itu,
pemutusan sepihak oleh pemerintah (Pusat) Indonesia memutuskan untuk
menghentikan seluruh bantuan pemerintah Belanda, sejak 25 Maréet 1992 9

Waiau ada bukti beberapa kendala dan kekurangan dalam
pelaksanaan kerjasama Kota Kembar, bukan berarti program ini tidak
membawa manfaat dan harus dihenlikan Selama studi kelayakan terhadap
program kerjasama Kola Kembar duakukan sebelum membuat perjanjan

* Hubungan Kemitraan Luar Negeri Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah DKI
Jakarta Biro Kerjsa sama Artar Kota dan Daerah, 1993,
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dan kesspekwian make kenddd atey masalah yang akan Hwbol  dogsat
dienirimatisaal. Baveraps mantes! dan kerasama ini mungkin dak lengsung
mambaye poningketsn  kasmshibeann Kol dan THEyarekehmyA.  Ietage
Aglem perspehtf yang lohiv luss akan fetap barmmnTael

Program pendidkan dan paisthen pegawa datem Nbviesama Kita
Komber misaya  Skah  mengmbah  ketamplian yag  akhinnya
menirgketan kemampusn pewaegai oniuk mensTuakan Bty kabakan
parg ebh asplirald bap warga kola Comikion pula dengan  program-
Eragmm kearjassma Kola Eembar yag bertujuan edid menpalesgioan
permgsslahan prekta sehari-hari vang lenedi o kola seperi  mEHBEN
s@mpgh otau imnnporigal, akan meEmbass Gasil panagketan eflzsom dean
prodursiifilay magyarakal koda du xendn, Bl hendsk dkali lebh [auh lag
dalom Nerjgedrma pertukursn budsys Ay mis keseman dan olgh mga
program kerjesama Mota Kember rmemibuke daea begi saling pengedtian
folam pmgaulan Adar bangea dam manciptshen  kedududan  cdelan
kesriaragn Dukan damings apelag shspallas: antar Bangea.

Penutup

Gagazan asal korjasama Kot Membar vang berasal dard Amenika
Skl tolah Derkernbang Udak hanys Sekedar untuk mendapsticsn saling
pergadtiar @0 pameheman enlar bangsa 3 dunla. tetapl wiah peld menEd
agentds yang peniing fuos kel plumigangunan kota dl sendir

Falam perwujudan kerjamamas Mo Kembar yong berlangsung of
Indonasia, peranan Pemenmtah tangal besar dan menanfukan terhadap
pambanhllan dan Xeborangsurgannys. CEra penanganan yang Darbeda
sacara kefembsgeem dan konsophial membtawa koneeluensd yawg posilp
dan pegatip. Cdeh karena o, pemenniah periy selehtll dgpm panertgn
kotp-¥oia yaiyg skan dok kofasame gk mendapilkan menfaat yEmg
makshTial dengan menghind! kamungkinen adanys kendala 1ekmks Meupun
podltls. Sebagal swald propes, unluk mamilai manfRat yarg depal dipearodsh
tiari promes mated kerjasrma Kotg Kembar sehagaimana yang ieh bohalan
maséh dip=tiyan kejlan yang lebih mandalam & masa yamg akan datatg,
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BAB VI
KOMUNIKAS] POLITIK DALAM BIROKRASI

OLEH: AHMAD BUDIMAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mengulang kembali sejarah perjalanan hidup bangsa tepatnya
semasa Orde Ban, kita mencatatat beberapa kegiatan komunikasi yang
bemuansa politik khususnya yang berkaitan dengan birokrasi d Indonesia
Terlepas dari benar atau tidaknya kegiatan tersebut berlangsung, kita dapat
mengetahui mengenai kenyataan yang dimaksud tersebut.

Berdasarkan Munas ke V bulan Oktober 1993, Golkar sebagai
organisasi peserta pemilu terbesar saat itu telah merestui pimpinannya untuk
‘lurun ke bawah” ke daerah-daerah tingkat Il seluruh Indonesia. Mandat dan
amanat tersebut segera dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP Golkar, Bung
Haj Harmoko, dengan memperkenalkan suatu metode baru dalam
pendidikan politk dan komunikasi politk yang dinamakan “Temu
Kader”Melalui pendekatan yang bersifat Human Relations, s Bung
menekankan, bahwa temu kader itu pada intinya merupakan pertemuan
tatap muka antara kader, anggota dan simpatisan Golkar yang ingin
mengetahui apa dan bagaimana peranan Golkar yang sesungguhnya.

Berdasarkan unsur ABG (ABRI, Birokrat, Gokar), setiap temu kader,
unsur birokrat juga hadir dalam pertemuan #u untuk mendengarkan dan
menenma petunjuk dari pimpinan Gokar tersebut. Selain .mengadakan
petemuan dengan kadernya, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk
bertemu dengan rakyat daerah Dalam pertemuan itu, § Bung menerima
pengaduan dari masyarakat tentang berbagai persoalan yang dihadapi
berikut harapan-harapannya dalam pembangunan bangsa

Dalam bidang kenegaraan, Pimpinan DPR diundang oleh Presiden
untuk membicarakan perkembangan dan situasi terakhir d tanah air
berkaitan dengan semakin maraknya aksi protes yang dilakukan oleh
mahasiswa Pertemuan tersebut merupakan prakarsa dan atas undangan
Presiden”

Contoh lainnya adalah keberadaan TVRI d mesa Orde Baru. Pada
masa itu, TVRl sebagai satu-satunya media pandang dengar milik
pemerintah, "diharamkan® untuk menyajkan berita-berita mengenai

' Ansel da Lopez (ctal), Bung Harmoko Membangun Misi Wong Cilik, Yayasan

Karyapena Indonesia, Jakarta, him.9
? likat Swara Karya 1 Mei 1998
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kagagelan pambangien. Menund mestan Dojen Rade Telewes dan Fim
(RTF}, lut'idl 5¥. batwa kebermdban TVRI kanya  dijsdicn  “oormong
mﬂaﬂmﬂah Yang disampaikannys hamelah  yanp  bak-galk  ssR
kebarheaiRn-oberhasdan pembengunen dan dilaamg snluk. menampaikan
Keilie-kritik bagl pemedntah.  Periakoar dermiken depat  dilihal padk
kabijpgn R pool dart TVR! dan Telewisl swasta Laprys oniuk miesyey o
berila-berka meange=nal ketusuhan o perpengrhan bukn Med 1988 yang &b
"Fopguatsan” mada masss cleh pamormioh pada masa Orde Bau Juph
beHakn bag pame dalam menynjkan berte-eoilargme  Pars menjadl ekt
uniuk  menyapican teria-berity yeng borsl hntkan bagl pamenan, kearena
rderya ancaman pembalslan Sworad i L&ty Panorbfien ParsBILPP)
eshegaimana lerdepat talem Permengan No. 111984

Mamasul ec rofonmesl bbs meceinial hal-hat peg  berkgitan
dangan komunkes poliil khegusnya ynng 1aekal dengan Mrokrasl  Balam
bidang polilk, Pimgnen DFR memimla Presdon unfuk monder (13 Me
1558, deamimen jega pefsatuan don kessnan bangna Kanprensl pers yong
barangsung pada pokul 15 15 WIB ity snieK dissmdxt tepuk fEngan oleh
tepenap matabitwa yaog hadlt Mamuat, hekem pesap sate Ban peTyREtaan
wersabut dieeliarkmn. MepheketPangab menysiaran baimes perrmiritsars
pimplnas OFR Nl bersidal  pribacs  fdemodeys, epoheen wrsebol
sabanaym dismbd oleh sefuru Snggota Dewan malalyl Sidang Paeums’
Sermt kemuodian (Y9 Mel 1998) Pympinan dan semem Fraksl d  DPR
Sepka] MLTEMA Pk Hatn mundur secus komdhmionsd. Moot Ketig
OFR, baq'mrrumpam von OPR akan f=Hap borada siou manpecy pada jaha
kot

Selain hehidupsh poit bangea, gaeng refores| o indoneskl Julge
lmjedd hompm O serrst bolang  kxkgupan Medslmm, pogawai | negen
dibntsakan  urti rramlty panial  yony  dkebwendakl  paris  pEmdo
mandatayy® Sedengkan o bdang media reEmsa.  TYR jugs dibasbaskan
unluk mgnyadkan benia-harhs  pambangunen  seom ebh @nghap
vy inrrrank d dalammys  Mongenx it Alan-Regarulnn

* lihat Kompas 15 Jurmi 1998

“ Lihat Republika 19 Mei 1998

° Lihat Republika 20 Ma 1998

® Dalam Pemilu mendatang, Pegawai Negen Sipil (PNS) diberikan kebebasan unmk
memilih panai politik yang sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya, tanpa beban
maeam-maeam, Namun bagi PNS yang ingin menjadi pengurus salah sau atau
oraganisasi sosial politik (orsospol), bendaknya ia segera menanggalkan status
kepegawaiannya, demiician Syarwan Hamid & Pusdik POM Cimahi Lihat Kompas
30 Me 1998.

123



pembangunan. TVRI _dibolehkan mengkrilk pemerintah kalau pemerintah
memang dinilai salah’

Dari beberapa catatan tersebut, penulis dapat membuat sebuah
anggapan bahwa komunikasi politik dalam birokrasi bersangkutan dengan
siapa yang mengatakan, apa isinya dan media apa yang digunakan.

B. PERMASALAHAN.

« Bagaimana keberadaan komunikasi politik itu dalam birokrasi ?

« Bagaimana sebenarnya komunikasi politik dalam birokrasi di
Indonesia khususnya bila kita melihatnya pada masa orde baru dan
masa reformasi ?

C. KERANGKA TEORI
C.1. KOMUNIKASI POLITIK

Sebagai dasar beberapa pengertian mengenai komunikasi politik
peru dikemukakan Menurut A Muis, sebagaimana dikutip oleh Anwar
Arifin, stilah komunikasi politk menunjuk kepada pesan sebagai objek
formalnya, sehingga titik berat konsepnya lerletak pada komunikasi dan
bukan pada politik. Dengan kata lain, komunikasi politk mengandung
informasi atau pesan tentang politik®

Astid S Susanto, seorang pakar komunikasi mengarhkan
komunikasi politik sebagai :

Suatu Kkomunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu
pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis
kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu
sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politk. Dengan
demikian melalui kegiatan komunikasi politk terjadi pengkaitan masyarakat
sosial dengan lingkup negara, sehingga komurikasi politk merupakan

? Menpen Yunus Yosfiah menyatakan para pejabat harap siap-siap dipermalukan
secara terbuka Pasalnya TVRI dan RRI kini telah ditugaskan agar tidak hanya
menyiarkan kisah sukses pembangunan semata Namun juga kelemahan-kelemahan
pembangunan yang dilaksanakan pemeriniah Jadi nanti supaya disampaikan kepada
aparai (i lapangan, jika nanti ada aparai yang marah-marah karema dilaperkan
olehTVRI ya dilaporkan saja kepada Menpen. Biar saya laporkan ke Sidang Kabinet
ini, demikian Yunus. Lihat Republika 8 Juli 1998

¥ Arnwar Arifin, Komunikasi Politik don Pers Pancasila Kajian Mengenar Pers
Pancasila, Penerbil Media Se jahtera, Jakarta, 1992, him. 8

124



sargna  unik  pentdidkan  polliikessdamn  wama  dalam  Nubungaa
kenapaaan’

Berdpgeokmn & defimis 4 aies, penuils menyimipulkan  baiws
kamunikasl poliil 2dalah sualy pesan bammudan  peltk yarg dsamosiken
komuikalon dengar Makssd agar komunian (srpanpanuh i mengiod
separti gpe yang disampadkah  karmundodor. Cari kesmpdzn o Kie
mendapatkan unBur-Unsyr delam komunikssl pornk

Megessl urMur-urswr yeng ferdanat dalam kamuinikes) politk, Oavr
Nomo manjelaskan bahwa has Ingrup  korunkasi | pofitk  adalsh
komumikatar polik, pesan-pessn podllk, moda pobtik #hatayak politik dzn
efek paith Penjelasant darl unsyr-unsur lorsabu aizteh sebagal beckut

Samue srang, ot Mandpom dan cegeimanapwn keadssrmyn, dages
melabukan homurdkas: paltik, Hal ol barardl sippspun yorg memdld 2
soding otk adaizh korumikster poftk yang  digambarkan  sabagei
rANUSe yErg menyampaiosn pesan polide kepada kemurdkan. Mangens!
homurikegior palitic my ' [eonmy W Do sebeqgaimana  diaillpy oleh D
Mmvee, mengdantifikasi komumkaler poflle Sy alas Gge katogor yoihy
poltikun ymng barindak sebagni kemunikalor politk, Romumkaior ofesina
tialmn podilk, dan akTios atay kerummsinr paed wekle (oed limel !

Palitikie mercpekar orang yarg ekl dalam kogotan poitk don
aggale |w permyaieannya bemummes polls. Selain ke polithus  fetap
konsreten dan berkesitamtlngan bergersd dan berkomunlkas  masatah
polifih Tenuaya, kol 6l berupuan sgar la komumdesings felnp Jdenger 40
ceksanaian oled pars pengikoime. Poldiue lebyata dapet dibedakan ke
dalam tige tpe yaiu - (1) o dolam amr o fapr (sbaian pamenteRh. (A
herpoedengan nesicnal oisy sub Mesional dan (3) beurusen dengan
fiersaiah berpenda slauy massiah tungoat™

Keberadasn komunikator profesiongl memuang terhittung bevu dakm
sahuan ppramEn s5omlal Kemmmcrdsnnys Ikizk iefopas dand pesisrbangan
medie mesta.  Sebagaimana kHa  ketshul, pemypjan media  massa
khusimmys  Informas  sgogat  mengandollan  kemampuannyn  datam
menpiteh kata-kala Oigh karona |, kebarstdsan kommhsior pmiesimal
menunyt Jomas Caey dibaratkan sebegs mokafor simbod, gty orang yong

menorismahin skap, pengetshuan dan mais suahy KomiEnkas bahase ke

® Astrid S Susanto, Komumikasi Sosial & Indonesia, Binacipta, Bandung, 1985,
him. 2

'* Dan Nimmo, Komunikasi Politik dan Pendapal Umum di Amerika, Alihbahasa
Tjun Surjaman, Remadja Rosda Karya, Bandung, 1989, him 20

" Bid., him. 30-32.

'* bid., him.35.
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dalam istilah-istilah komunitas bahasa lain yang berbeda namun menarik
dan dapat dimengerti™

Komunikator profesional sebagai penghubung golongan elite dalam
organisasi dengan khalayak umum, bertugas menghubungkan dua
komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama,
Yang termasuk dalam perangkat profesional mencakup para jumalis dan
para promotor. Promotor ini merupakan orang yang  dibayar untuk
mengajukan kepentingan  langganan  terlentu, yaitu agen pubiisitas,
personel humas, pejabat informasi publik pada jawatan pemerintahan darn
lain-lain

Aktifis sebagai komunikator politk berfungsi sebagai satuan
organisasional dan interpersonal Di dalam saluran organisasional. kita
mengenalnya dengan istilah juru bicara. Pada umumnya i tidak
menginginkan jabatan dalam organisasi, namun secara aktif berjuang untuk
menyampaikan  program-program  organisasi kepada  pengikutnya
Sedangkan Jaringan intorpersonal, wujudnya adalah sebagai pemuka
pendapat. Keberadaannya tfidak diangkat secara khusus. namun i
dipercaya untuk memimpin pengikutnya karena ia memiliki kharisma
Pondapatnya sangat didengar oleh para pengikutnya.

lsi pesan politk merupakan segala sesuatu yang diucapkan
komunikator politik kepada khalayaknya namun bernuansa politis. Pesan
politik sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan komunikasi politik yang
ditakukan, Karena dari pesan politk itu, komunikan dapat mengetahui,
memahami, monentukan sikap bahkan bertingkah laku seperl apa yang
dianjurkan dalam pesan politik tersebut.

Mengingat peranannya yang cukup penting dalam kegiatan
komunikasi politik, komunikator politk berusaha mengerahkan segala
kemampuannya dalam menyusun dan menyampaikan pesan politis tersebut
Berbagai cara yang digunakan komunikator politk dalam menyampaikan
pesan tersebut diantaranya persuasif (pembujukan), propaganda, rethorika
bahkan agitasi Agar kegiatan komunikasi politik dapat berlangsung secara
efektif, komunikator politk perlu terus berofientasi kepada komunikannya,
siapa mereka, bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana kondisi sosial
ekonominya dan lain-lain Hal ini dimaksudkan agar pesan politk yang
disampaikan itu dapat diketahui, dipahamai secara benmar bahkan dapat
mempengaruhi komunikan untuk berprilaku sesuai dengan keinginan
komunikator politik.

Bagian berikutnya adalah media politk. Alat atau upaya yang
digunakan untuk menginm pesan il ialah saluran dari “siapa mengatakan

B tbid, him.36.
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aps kopsdn gipa’™. Sehagsi suwiu selwmn dalam komundkash pofitik,
prrggumaan medin polifc i dmakauchon wivh memperhey  penganuh
dan remngkatkan deya jangkas Rl pestgn komunieator pobbie Yergs bl
Dargan demikian hakeket penggletaon medio polfiv adabh mambaiu
meTparcenal perwupudan ool komunikagi komunkslor poiik  Ssduan
komurdkan poifi i sendl werbagl &ios retfs messs, Modia inferpersdal
fdan guganisasi

Medin masza deps digolonghen alas mada cgigh mEApyE e
kamar gan media awkironk misslnys rede den lelevsl  Aeaw oEn
Lowshslein mengamekakan empat lenda yang nasEmbedehan borhaged fipe
freliin Astd ieffadap @6t a8ma Isdrmyn ymiu
(1} Reproduks mengacu kapada cars pesan yeng dsampahan, Suras kabar
disampakan malalul bahasa  dan  gumdar  tercetek  fwisad),  Fodde
dlssmpaiken merhui suse facdio) dan teleds desmgakan melalkd  auat
den gambar Desperak (Audho vl (7)) Peredasn (aidolas ) mecunieian
carn medhis U MombBagikan pasan Surs kabar i pESANMYS lercEiak
sohingga dapat dbacs kepen eap ramun Ranyl dopsl dibaca pads jarak
dekat g Hadio, 8 pesmroyn dalam benluh gusrs Sehingge fanyo bisa
ddengar pads S0l du ANe, namun sl gesannns dapsl didengar durl jaek
yang agak jeuh. Tebswdi, isi pesannyd dalem benluk suae dan gambas
sehingpa dapatl dasakalkan den didergar podds jBmk yang agek zah sera
isa jps disaksikan pada mzsa kemoden &) Umpen baik lordin alas
fngoapan  khalaysk iethadep pesen mases. Sural kaber  memnibhi
kesempatan yang Dampk urid wnpan DB khalayEk yaiu melEyl surm
pembace kelimbaryg radic dan teleisi (40 Dukurgran maryeenghll deser
frangial crganisaai media meees Swat wbar mendapathon  gembar
masukan dan paripeian Rearan fanpgonar dan ikan. Radip dan tadovie
metdapalkannya der ikion

Kesenus ubeyr st hans diperhaivan ceh kemsnikstor pobld
salom memih Meha matsa yang mEna yang SBN digundien  Jrtic
menyaTkan  pasan poitiknya.  Ketepaen dalem memiih medla akan
sargat mengmfukan berhasi tifeknya kKhedayad mensfma b pesssy poli
tarzabiut Kelepslan s oge akan despal metsnidean bethasdl tdekrye
khelayak larpengaruh olsh oy pesan tarsehol. Medihs! kogumasnnya yeng
ditujukar Lnlk banyek orang,  kebsrsdsan meda massi Rl fkdak boteh
mamibak pedy saleh sy polilk, Bevila-horda yang disagkan hanue s
MoMmegaty 58 umesrmafias yang stings &Gl moda Bhlany bartagal
rosalak dan gitujulan unbck Bamua oy

* 1bid, him.182.
" bid., bim.186-187.
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Komunlican dalam komumicasl poldic bisa borsifd skl ateu pasi
larhodeg k2 pesan yang dierme dedl komunboator politk, Hal (0 sanga
barganiurg sokad peda bnpkal penddlkan polk komunbksnnya. Peda
urremnye poda Komunikan yang hogkat pandidikannys rendak, mska ia
labift bersifal pasd yeiy begdu =ap menerima dan lsrperparuh cleh i
pesan (mssout Sedomghkan bagi komunikan yang  Ingkal | pendidican
potiknkl tngg, maka ia lshih barsifel skt yofu menganaliss dat Hdak
bagilu saja menafta Sacie erpanganih olah 1 pesan jesabul

Efer vanp dimasud o sind asieieh pangaruh wing terjad pada dn
kOMuWnkDIn yarg jumiahnys blaa ssh orang abad) banyek Gong. Namun, blia
diihal dan vnJi-druian lwjadinya. maka ofsh fu istih damviy ferad peda
prEng percranpon den satnleh bersosa ism| bang ledjadl pada oiang bamyak

Sepett] jupa =i yang lefad pach hegiaian komunikas, maka sk
wirn larjedi darl kegidan Womabesl poktk  uoa memibkl st-ucotac
wrjadinys. Bag caang parcrangas efoh yong pertema kalk muncul  des)
pesan-pesay poltik yoang digrimosya lglabh ofek kopril? Peda tshap Ink
blafisnya kamundan aken metgelabel ten MmEmehg pesan-pesan yang
bomuesa polilie weebut Salsnjutmye. Bia komunikan wlah fwsmakamd
pegz-piraen lotmbal, meks i dopat meneniukan sikap, apekatl satuj ki
lidak  Mamampuan manantukan sikap il enjadl pada ahep efel afekhll Gan
levakisir, Bla hesil ponlaiarmya My disetige, meks @ pun reslskuken
partuzbat  misakiya  melekukan  pertmalan  aepedl  yeng  disnpurkan
komersikaier, iwhep v dissid sabagei sfisk beaeirad

bemkiariah ofek yong ‘enadi pada orang perorangst.  Namun
sthagai makhiuk sosial  tentunyny merumsi perls bersoakalicoas dan meahit
lzhan mWian =k yang dhaslikan semakin meluss pada banyak drang.
Terpeniukoys oplnl  pubdik i Jeshuwa akan diperkual W satelsh
merktapsathEn barpaan pesat-pEsan polhs dad madie messa Tarbeniu ks
oplnt publk &1 merspekan asish pab) ljuan dar kegiaten ROMUnkesi yamng
dilakukan olth  koiniukator  pollk.  Komonkatsr  podik shen selsly
migngandabkaEn  komunikan  ageEr opinl  publk  yang  Lerbentuk  talap
Mengarhgearya

Berhasl tdaknya ofek yang dtimdcan derl kegieten  Komunics!
pobtic, ditentulkan olef babwerapa fakior. Bag omeng perorangan, efsk yang
myngkii Irnkyd sangal dominan dherukan oieh kobdradaan  Xomamikacr
poltie ¥ secdn Mredbles dan bemampuan Acmunikates politk  dalem
manyiiaun serly  menyampalkan  pesan-pesin poidis alan mecsriukan
lwbanhunya afek lecseint. [N zavping [l pengpuness meadia kemundoas!
yorg epat aken SINgEl membaniy  Memperoepal  dan  reeTpeTiugs
tenadinye efgk. Bagl kords ahsismal kondml palik. hukurn dan buaps
bongas LnA renaatukan taadingg efell bag Banyak Orang
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C.2 BIROKRASI

Berbicars  mengatal | bickmam, | cAkuang-kuratgoys Rl
mendapstkan tyuh ppogenan yeag lerkatdung dalam wiish Birokras: yalu
iy COrgarisesl  yeng  rasoddl, 2] Kelidekeflshenan  organsesi. (3
Pemetrtahan oeh papbat, [4) Adminsigsl negam {5) Admingsiras) oleh
peairat, 3 Borihk orpanisas dengem crkon den hwabtes lsriamiu sppert
frarkd  don p-ammrqn paratursn. (V) Salah sstu cit yanp esanuiel der
masyarakal 10Ot

Pengardn bimkgesl o dappl dindian atas \ga Keisgen wls
BokseE dalam pangemman yasl baik Al reeicnd  [(herE seabonliy
tohresl dalam pangertion sebagal maeu peryaRil (bareaupaliutngyt don
pirohranl delam pangertian netrs fvalve-freg ), panebssnnys adelsh sehagal
e

Bunhrand dalam pengastian bak aml maslonal Hegsl Dacpendaposl
Datwe aken mgngatari lecuan bla wergarys Gibigan  ine gl
dinrye sondl,  Hal 0l gssbatkan ketanR mesingrmewng waige post
mamiil  Xepenfingen sendinbsendinl.  BagEmym,  Aepas menpakan
perjelmaan kepanlingar: wmuwrm mesyamial Negers SOCafe apiorl Mibkyan
kEgentingsn W, Xarena A menbekan  sindesis  der  perieniangan-
perinidngoen individy vang subthyehlf dan tdek pesionst  Yislegpun datam
Hernatdany=, kebipksangan-isteakeanesn negera haiya menguoidungkar
segalair orang delam rhanyorakal, Dongan demlkian, vl dan konseo Hego!
atiglph bmkrasl sehagel intiies yang menjempatan antere “nagam’ yang
remanifesiasikan keperdngan umwm don mrl.t-mmf' T
memanitastasikan kepeabingan thosie CEb¥n 15 esyarshet

Dalam honsap Macnon Svresucrory, birokras) diortlkac sabagm
mraau' pEfodogy yatu browrasi seiaiu dikean dengan kelambanan keda

dan proasdur yoang berbai-bely Selen b acapkal sy diancgap

subagai mgmm yAg Mampunyal afurgn yang aneh-aneh sewenag-
WEART] metihdas  Sadangkan Crocier memberken  pengariion
bHrodTasi Eel:mgm sugEll organsesl yark) Yidik dapm rrraﬂgnrekm lingkat
lakunya Zangan cara balgar gan keeadonan-kesatanan

Brokres! deiem  pacgpartian  vefivefee  yaily  dolam  pengertian
lerbatgs dan bdgk ler@l delsm pengerian bk bunk.  Memuent fpace
Cagiies delem wrelernya tenleng bmdrasl o  indonesia, | birohcad

dmaksudcan wabagal ang-arang ying bergs]l yerg mangdocksn g s

* Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemeriniah Orde Baru Perspektif Kultral dan
Struktural, Rajawali Press, Jakarta, 1993, him 14

' ibid, him 16.

® Ibid, him. 18
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fungsi pemerintahan. Tentu saja, hal ini meliputi pegabat tentara dan birokrasi
mifiter

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, penulis menyimpulkan

bahwa birokrasi merupakan selufuh organisasi pemerintah bak d bawah
departemen atau lembaga-lembaga non departemen, dipusat maupun
daerah, dari tingkat propinsi hingga desakelurahan guna menjalankan
tugas-tugas negara

Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi (dalam kasus “tipe-ideal”)

menurut Webel adalah sebagai berikut:

1. Kegatan sehan-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-
tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah
ditentukan, dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.

2. Pengorganisasian kantor mengikuli prinsip hierarkis, yaitu bahwa
unit yang 'ebih rendah dalam sebuah kantol befada d bawah
pengawasan dan pembinaan unit yang lebih tinggi

3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu “sistem peratufan-peraturan
abstrak yang konsisten dan mencakup juga penefapan aturan-
aturan ini d dalam kasus-kasus tertentu

4, Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya
dengan semangat “sine fra et studio’ (formal dan tidak befsifat
pribadi), tanpa perasaan-pefasaan dendam atau nafsu dan oleh
kalena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.

5. Pekerjaan dalam suatu ofganisasi bifokfatis didasalkan pada
kualifikas! teknis dan dilindungi dafi kemungkinan pemecatan
oleh sepihak. Pekerjaan dalam suatu ofganisasi birokratis
mencakup suatu jenjang kaner serta terdapat suatu sistem
kenaikan pangkat yang didasarkan atas sinioritas atau prestasi
maupun gabungan antafa keduanya

6. Pengalaman secara universal cendefung mengungkapkan bahwa
tipe ofganisasi administratif yang murni befcifi bifokratis dilihat
dafi sudut pandang yang semata-mata befsifat teknis, mampu
mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi’™

Berdasafkan tipe ideal tersebut penulis menyimputkan bahwa
birokrasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan
menggunakan pfinsip-plinsip hiefarkis untuk pengawasan dan pembinaan.

® Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat Modern,
Alihbahasa Gary R Jusuf, Ul Press, Jakarta, 1989, him 27-31
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peraturan-peraturan dalam pelaksanaan tugas, jenjang karier dan sistem
kenaikan pangkat.

Mamery herus dissdan, Ips birokras seport dildealkan olsh Wiebar
bdak begily wi depst diterapiowt. Dwiam penarapatihya, borbegal fekicr
lntsmal den  ekdwmal  haaes tHper haliuen g
madatorbodgkang brokras of =uiu ragere bEA sa@ ddmmines e
\nteTaey] itz Diss uga terbesluk berdssarkan parpadusn kedugnys.

Emhgori ndongeid memeny sedang
bermaha mewyudkan  Ieciplanye Blrokessl  ymg o modem Hamur
sebagel aoety negars yey perneh MBngatami maga kerejRan, bebsrapa
nilai-nilai tradisionalnya masih tetap melekat khususnya pada birokrasi di
Indonesia Bag Indonesia, bifokfasi lebih cenderung diartikan sebagai
“hubungan antara bapak dengan anak buah® atau patron-client relationship
yang mendekati pengertian Weber tentang Dominasi Patnmonial

Menurut Weber, ciri-cin dominas: birokrasi patPmonial yaitu

1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kritefia pribadi dan politik

2. Jabatan dipandang sebagai sumbel kekayaan atau keuntungan

3. Pajabat-pejabat mengontrol, bak fungsi politk maupun

administratif, karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana
produksi adaministrasi

4. setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik™®

Befdasarkan pandangan ini, kedudukan penguasa adalah sangat
agung Para pengikut dari penguasa yang ikut berpartisipasi dalam pfoses
pemeflintahan, cenderung untuk tidak menetang terhadap Nofma yang
berlaku. Karena adanya kaitan kepentingan inilah, para pengikut acap kali
menyediakan “upet’” bagi penguasa yang dimaksdukan sebagai pelicin
hubungan Bag bangsa Indonesia, hubungan tersebut lebih dikenal dengan
“‘Bapakisme” yang bersumber dan budaya Jawa.

Pada prinsipnya, “bapak” itu melindungt dan memberikan
pemenuhan kebutuhan bagi “amak buahnya” Mereka bebar-benar
mendapatkan perlindungan dan karananya mefeka harus loyal kepada
"bapak”. Hal ini bisa terjadi karena adanya pefasaan hutang jasa “anak buah”
kepada “bapak’, sehingga mefeka tidak akan pernah berani untuk
mengatakan “tidak" apalagi sampai menentangnya.

Untuk melengkapi konsep birokras: patnimonial, kita juga perlu
mengetahui model Bureaucratic-polity (masyarakat politik birokratik) yang
digunakan oleh Kar! D. Jackson yaitu :

* Priyo Budi Santoso, Op cit, hlm.22-23
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Bumegcrphc-pofty adalah  susiy  eisiwm poltik  yang  mEne
kekupaasan den perisipssl poitik datam manpgamid kapuiusan nyars
terbsie sapenuhnya §adE ofd DEm(UES3 Negere, lBrulema P
perwira MAiler gean pejahal tngge Mrokres, Embsuk khususnye paEa
anh bependidiion tnggl yang lekensl sebege feknokoat, delam hed
M mikiler den birokmsi lidah berisnggunpiowsah kepacds kakuatern-
kakumtan puldik ain seperti parai polllk, kelompok kepeniingan phau
orgartssl emesyaststan Babagal tindaken yang o dasain umilh
msipangaihi kv AN K N ET pamenniah baragal
srennys oot dalam oy sendt lanps banyek mesTariukon
parinpasi ata; mabilsesl messa, Kehuasgan tdak diekibatian clbh
arikulaer hepaiingar sespl don geagralisdy Mekiar masyarakod”

Menurut penulis, pendapat Jackson tersebut sangat dimungkinkan
terjadi di indonesia, khususnya pada masa Orde baru. Hal ini dikarenakan,
pada masa itu, pendekatan stabilitas mendapatkan prioritas utama. Bila
situasi  politik dalam Regeri aman, maka akan berpengaruh pada
peningkatan kehidupan perekonomian bangsa.

Selain itu Crouch mencatat bahwa Bureaucratic-polity d Indonesia
kb mangandunp lige ol ulema yaht lembegs pallik yang dominen adadah
tirtiurani, lembags-embaga polith Jainnya seper Parfamen, perpol dan
kelympoh kepenimpon becada talam keadaan lamah sehingga Ldek mampu
rﬂum‘:n'nl:m1-¥j birokrag!, massa d war Dlrokresd secim pofik dan koo
goatal! pea Ketiga upsur lerasbut perld mendapat perhatian, terdamea
aral kilg skan menpgenalies keberadaen komurikas pollik delam birghras]

C.2 KOMUNIKASI POLITIK DAN BIROKRASI

Melalui komunikasi poltik ini sebenamya ingin diciptakan  suasana
dialogis ( esensi demokrasi ) yang sangat memungkinkan terjadinya
berbagai peMbaharuan kehidupan politik mefalui pembangunan naslonal.

Menurut Cosmas Batubara, dalam tulisannya mengenai Komunikasi
Politik dan Birokrasi di Indopesia, esensi demokrasi adalah berjalanannya
komunikas: politik dua arah secara timbal balik, dari bawah dan dan atas.
Namun demlkian, perkembangannya juga sangat ditentukan oleh kondisi-
kondisi sosio- polltlk sosIo-budaya dan sosm gkonofMi masyarahat, sehingga
prosesnya berjalan secara bertahap Sedangkan /sbodroini Suyanto,

* Ibid., him.30-31.
2 Ibid.

* Cosmas Batubara dafam Indonesia dan Komunikasi Politik, editor Maswadi Rauf
dan Mappa Nasrun, Gramedia Jakarta, 1993, hlm. 137.
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dalam tulisannya mengenai lembaga Birokrasi Desa dan Peranannya
sebagar Alal Komunikasi Poltik, menyatakan bahwa komunikasi politik ity
merupakan semacam “wrat nadi” dari suatu sistern politik d mana seluruh
mekanisme kehidupan politik negara tergantung padanya Komunikasi politik
juga dimaksudkan untuk  mengatur, mengkoordinasikan  serta
mensinkronkan lembaga-lembaga negara secara wvertkal maupun
horisontal®. Dari pengertian tersebut tersiat bahwa komunikasi politik
ditujukan untuk mengatur lembaga-lembaga negara dan lebih khusus lagi
ditujukan untuk kepentingan rakyat, karenanya peranan rakyat harus terus
ditingkatkan

Pemerintah (birokrasi) tetap memiliki peranan dalam pertumbuhan
komunikasi politk. Namun demikian, peranan tersebut tidak perlu terlalu
dominan Birokrasi bukanlah penguasa tapi lebih tepat dosebut °Abdi
Rakyal’ atau "Abdi Negara™ Menurut Cosmas Batubara :

Di dalam proses pelaksanaan mekanisme komunikasi politik
birokrasi menempatkan dirinya pada posisi yang cukup sentral, yakni
sebagal penghubung Di satu pihak @& berperan mewadahi atau menerima
aspirasi rakyat untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga negara yang
bersangkutan. Di lain pihak ia berperan sebagai alat untuk menyampaikan
informasi yang dibutuhkan oleh rakyat®>

Dari pendapat tersebut dapat ditarik inti sarinya, bahwa pemerintah
harus dapat menumbuhkan suasana yang memungkinkan meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah (birokrasi)
diharapkan dapat menjadi pelopor bagi tumbuhnya keterbukaan. agar
kegiatan komunikasi politik dapat berlangsung dengan nyata Pada akhimya
nanti, pemerintah (birokrasi) hanya akan bertindak selaku pengayom agar
komunikasi politik dapat berlangsung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat

D. PEMBAHASAN
Beberapa catatan yang ferjadi pada masa Orde Baru khususnya
berkaitan dengan birokrasi, banyak “terpasung® oleh aturan-aturan yang
sebenamya tidak bisa diperuntukkan baginya, Kekeliuan yang paling
besar kala mu adalah “ketidakberdayaan® birokrasi yang harus berinduk
pada salah satu kekeuatan politik yaitu Golkar
Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian latar belakang
terdahulu, Golkar memiliki mekanisme tersendin dari melaksanakan
kegiatan politiknya, Salah satu mekanisme yang digunakan dalam kegiatan

* Isbodroini Suyanto dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, 1bid, him. 144
? Cosmas Batubara, Op.cit, hlm 138,
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komunlcant polith dengan pars pengkuinga adaish lemu kadar lsnutama
yang dilakukan sendn oleh kstue Golkar Arzm ey ke N wmammys
berti tenng pidale kel Gokgr dan dianjutkan dengan Gram diskusi
o7ln penimEusn terhadep bebersim objee penpamates bl pdato larsabd
lebik barquanss politis, iy mengejsk  pare  hetermm  wntek wedal
memandang i den mengembangkan viting: d mass datanp ferrrosuk
Wpa begemmans menghadapl lamtahgan yang aksn den munglin terad
Delam pesan polfis unhek selau memandang oh, diekarkan bahws
kebarhasien pembangunan yeng feieh ki rasakan i Hiak teriepas dan
pornr serta Gobay dalem pembangunan bangsa Hal i dapat teqaed] karena
Golar selaly beroristiasl dan  METYNioAtaskan progamnye beasaran
kepada kepentingan rakyat. Karena itu makna yang tefkandung dalam pesan
politis tersebut adalah rakyat atau para pengikutnya hafus percaya dan tetap
Mendukungnya.

Bung Harmoko dalam kedudukannya sebagai ketua Golkar
merupakan komunikator politik yaitu sebagai seorang politikus. Fakior
kharisma dan pengalaman serta keMampuannya dajlam bermasyarakat dan
berpolitik adalah Modal utama yang digunakannya pada kegiatan temu kader
tersebut. Dafi keMampuannya itulah ia dapat mengetahui dengan benar
kepada siapa pesan politknya itu akan disampaikan. Akibatnya pesan yang
disusunnya benar-Denaf dapat diterima, dipahami dan dituruti oleh para
pengivdrya. Pesan yeng t2lah disusn tadl disumpalkurn dalT benluk Loy
kischer yalllh sebagal susl Trpaentanl kominlicesi persussl dan posan
pang cermdat poltis tersebut Sdat sambung oA dijediten Suib Cra il
manyampakan pesan, sehindgs lanpe memBs dipoksh dan diguiul prans
perglkuinys (2leh fErpengarut dek s pdibk fersabu! Sehingos satelah
thandengarkan pesan tersstwl rakys dan pors pengdudnya menjad sods
nehwa keberhagden pembanguman yang lelah mersis resaksn adauh benal
karena kerja keras Golkar dan untuk selanjutnya mereka dituntut untuk tetap
loyal terhadapnya.

Yang menjadi perMasalahan, dalam temu kader tersebut tidak
hanya dihadiri oleh rakyat saja tapi juga dhbadii oleh unsur
pemerintahan/birokfasi Karena sebagaimana kita ketahui, berdasarkan
AD/ARTnya, Korpri sebagai organisasi profesi yang menaungi pegawai
negeri harus “sefia’ dan tetap memiih Golkar. Tentunya pesan politis iU
akan mempengafuhi pemikiran dan etos kerja birokrasi. Dalam fungsinya
sebagai suatu eleMen peMbangunan, birokfasi akan memiliki penilaian yang
keliru terhadap proses pembangunan bangsa. Bahwa hanya karena
Golkarlah pembangunan ini dapat berhasil tanpa memperhatikan elemen-
elemen lain dalam Masyarakat Indonesia Penilaian yang kelify itulah yang
menyebabkan adanya “kerelaan” dari birokfasi untuk mengikuti dan
melaksanakan program-progfam yang telah dicanangkan Golkar. Bisa jadi,
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hal ini akan j:ga mempengaruhi etos kerjanya terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang seharusnya berada pada
posisi yang netral dan memberikan pelayanan yang sama pada semua
masyarakat. menjadi “herat sebel/ah”. Wujd yang paling nyata untuk
permasalahan ini yaitu Sikap ‘pifih kasilt dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Penyimpangan lain yang terjadi pada masa Orde baru dan berkaitan
dengan pemyataan Crouch adalah dominasi birokrasi atas seluruh kegiatan
politik bangsa Wujud nyata untuk permasalahan ini adalab “terpasungnya”
TVRI dalam menjalankan aktivitasnya ‘Penguasaan’ birokrasi atas TVRI
menjadikan ketidakseimbangannya dalam menyajikan acara Pegawai
TVRI yang pegawai nNegeri it adalah juga anggota Golkar Hal ini
mengakibatkan berita-berita mengenai aktivitas Golkar selalu mendapat
prioritas utama untuk disiarkan dan TVRI hanya diperbolehkan menyajikan
benta-berita mengenai keberhasilan pembangunan saja Sebagai suatu
media yang memilki kemampuan pancar yang cukup luas, TVRI telah
membantu menyebarluaskan pesan-pesan politk Golkar ke seluruh
Nusantara. Dengan demikian, TVRI telah mempengaruhi rakyat untuk
menerima, memahamij bahkan mengikuti pesan-pesan politk yang disiarkan
tersebut Contoh lainnya adalah tidak seimbanganya TVRI dalam menyajikan
kegiatan Kampanye Pemilu 1997 Durasi yang disediakan untuk kampanye
Golkar lebih lama dan sering ketimbang durasi yang disediakan untuk kedua
Partai Politik lainnya

Mengutip pendapat  Jalalludin  Rakhmat®  mengenai
‘pemberangusan” televisi dan media massa lain demi alasan stabilitas
adalah sangat jsuh dari tugas media massa untuk mencerdaskan
masyarakat, bahkan cenderung membodohinya Kesempatan masyarakat
untuk  mengetahui permasalahan yang sebenarnya, apalagi untuk
menyampaikan pendapatnya melalui TVRI menjadi tertutup. Akibatnya “mata
rakyat” rakyat hanya melihat ke satu arah, tapi buta ke arah-arah lainnya.

Penguasaan media massa oleh birokrasi juga dialami oleh pers”
Bentuk paling jelas dari pengusaan ini adalah berlakunya Permenpen
No.1/1984 yang jelas-jelas bertentangan dengan UU No.21 tahun 1982
tentang Pokok-Pokok Pers. Di dalam uandang-undang tersebut tidak ada
pasal yang menjelaskan tentang pembatalan SUPP Hal ini berarti Undang-
undang tersebut tidak  menghendaki dan tidak mengakui adanya
pembatalan SIUPP tersebut Namun pada prakteknya, hal tersebut masih
dapat terjadi.

Lihat Republika 3 Juli 1998.
Lihat lampiran A
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Dh dalam Farmaogen Mo, 1/t884 pess 3% dipebudhen SILUPP yang
1aian gibenkan kepade perisshacn penertdesn dapat ditataikan clah Macts
Penerstigan selalsh mendengukan saan dai Desan Pers. Halhat
yong  manyebabkan SIUPP twsebuyl dbalalkan adatsh pwusahesn
pereriulan menyabet Yeariuan admirmaies. penerbilan tdak b dgam 3
buan (Secksa leraiw), pecsrblan mingguan KAk terbd dalam 4 podan
terril-tuns dary Isi berita yorg fSosk g mencermunksn Wahsduper pars
vy sehat den bebat Deranggug) ewab

Borhicam mangena pamiHedelan pers. searah menculn beberuna
kepadian yaile yang lerjgd dimasa Orde Bam sepet WMingQosn Gays”
{Bandung) dicabul [in colagnyn oleh Laksosdes Jaber (13750 karann
(Wlpanoye  dignggest Mengdtu domba dan  eenghlna aparatur  mepara,
‘Harrn Singr fonesis Bz’ (Medan) danggep manghine sgame {1976)
don  “Mwpinh Topd  Jakarts)  Julmannyn | dangpen  Hwemesahkan
masyaraker . Samentara o panengshan mass Orde Basy lercatal swa
kaber “Smer Harapgn”, maplah Tenpo’, ‘Soilor dan Tabiokd 'Debk” yang
texpakma Menpdh "almerhunt’, karens bl beniarmye dienggap telalh melbngoe
kelantuan yvang ade, Kasenwa comioh Wraeid |elas memboktlkan betaps
Miokrasi mgn mangalr kehalupan moede messa ator selil) saslan dengan
gare keblBkEnrms

Memasukl maga reformesl, oegelenys memang haus  dubah
Ehudrah disdni tBrluya detam pengertien metaye pade arah yong ekh hak
Kalay atda yenp %ash maka Win perbakr dan kilau ada yang hurang
STV maks A sampumehan, Keera rdah. ssbecamye,  hakekdl
cetuskannya mdormasl Perybahnan yang dinaksud pdalah perubshan yang
faroncass dan merup kepads Al panp ebih baic.

Birckrias mesmeryg harus bersdlsl nelral, tdek memibak pada salat
sty hekuatan sosid pollk manema.  Asas  netaling wang dipsgang i
pashmya skah mempsngary slos kerja birokmasi, Bckres| memang hans
dipmatthan padd keadasn 4 mana pada =i sls) @ adalvh sebagai ssty
wedat yeng deps MEenETyl] segald pamnassiaha dan aupiasd Ry,
samantara disisl fun 12 jugd hank dapast menyampakan efomes-nfarmeas
pamirnguren wng dbniuhkan rakyal

Dimasa depan temumya dhamikd politlk aksh semakin beryernbang,
Bukll perkembangan terseiut deyat kita Ihel dengan tumboh subienya
paral pollk o negsd Rl Tenlswa partzi-paai esebul borisi pobfifue-
poitikie yoig Darperan sehaga komunikalor poldik. Bertagai pragram nlrl:m
akan megka lawarkon pady salurph masyargkes Hoeh bk oxb

* Tribuana Said, Sejarah Pers Nasional Den Pembangunan Pers Pancasila, Peneribit
Masagung, Jakara, 1983, hlm 200.
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birokrasi. Oleh karena itu amatlah tepat Keputusan Mendagri, Syarwan
Hamid, menyatakan bahwa pegawai negeli diberikan kebebasan untuk
memiih partal yong sesual dengan hatl nursninga pada Pemils mendalong
Apenia mesoka ingin menisdi sngooia siau pengurus partal. maka mensko
hans menanggaian atrind birohrasingg. Busty tercbosan yany cuoup bk
tivra reforms ind Hal ni urtik dapa! msmesahian yidu sebaral ndivdu,
reareka diperbolshhan untul Mensims dan mengakui komunkaxl politk dan
partai-partal tersebut. Namun sebagai birokrat, @a tetap harus bersifat netral,
tidak memihak pada salah satu golongan Hal ini dimaksudkan agar birokrasi
letap berada pada fungsinya sebagai pengayom kegiatan komunikasi politik
yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Rakyat dengan tenafg dan tanpa
ragu dapat menyampaikan permasalahan sefta aspirasinya kepada
birokrasi, keduanya, birokrasi dapal menyampaikan infofmasi-informasi
pembangunan pada seluruh masyarakat, tanpa memandang mefeka itu
siapa dan dari mana asalnya Dengan memperhatikan S\Imm;iig,i yang
demikian, kegiatan komunikasi politk yang ditakukan oleh rakyat akan
semakin dewasa dan berkembang dengan birokrasi sebagai pengayomnya.

Keberadaan media massa paa era reformasi ini memang sangat
dibutuhkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada masa ini, pengusaan
media oleh birokrasi sudah bukan jamannya lagi. Hal ini karena masyarakat
semakin menuntut adanya kebebasan dan kejelasan informasi Namun
permasalahannya apakah kebebasan itu, khususnya dalam penyajian berila,
justru akan membuat kebingungan masyafakat Pakal yang satu
mengatakan “ini", sementara yang lain mengatakan ‘itu”. Oleh karena ity,
kebebasan yang dimaksud adalah kebebesan yang bertanggung jawab,
sebagaimana ditelapkan dalam Ketetapan MPR No. I/ MPR/1988 yaitu -

Dalam rangka meningkatkan peranan pefs dalam pembangunan
perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang sehat, pers yang bebas
dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya
sebagai (1) penyebar informasi yang objektif dan edukatif, (2) melakukan
kontrol sosial yang konstruklif, (3) menyalurkan aspirasi rakyat dan (4)
meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat®

Pengayoman birokrasi terhadap media massa tetap dipeflukan
sebatas perijinan dan perundang-undangan yang mengaturnya harus jelas
dan tepat sasaran, Bukii dari pefnyataan tersebut adalah dicabutnya
Permenpen No. 01/1984 dan digantikan dengan Permenpen No.01/1998
tentang Surat fjin Usaha Penerbitan Pers serta SK Menpen Ng
132/SKMenpen/1998 tentang ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan

* Krisna Harahap, Rambu-Rambu Di Sekitar Profis Wartawan, PT. Grafiri Budi
Utama, Jakarta, 1997, him. 22
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SIUPP yaith mengil formulr, melampiien tocopy panpeashamn  akfa
perieahaan dan susuran penguras Sedangkas perwensoran, ditgkkan
aiah meda massa ity sendd alos daser kesadatan dan enggundjawateTya
lerhadap kenofsi bagea. Selan du, memingkainya  pendidikon  politk
trasyaail nkrye peio Ofingratkan aged Ay menfdd eensce pritadi
yang cukup ampub untuk dapet manile benar tdelywa s berta df medis
et T E T

Sahy hal By yeng parle dingal, kebarzdasn medla Masss pada &ra
reftwmatl Nl adadah seperl pga yang ditakuken birokras: yoilu Biep netral
Modis masss tidak bolsh berpihah podn salsh saly golongan, Karens kpla)
ek berptod, pads ssinh ol golongan, lenlunye sken mempergne
mupian inlomas yang doamoakarmy=. Bla b dergsdl akibaings sangal
falgd, pol pikr dap imdakan maeyarhel okory srkolak-kotak bevtaanikan
prégreem parial yeng dianuinys . Keadasy by faolunya sangar berbahaya gl
kebarsdaan parsahean dan dEsRluan bangse Sebagel Hustmesi; keadgan
separ] tersetyd pernah derinmd mesa Ok Lome will pade stk kabnar
"Bttt Inctnesie” dengan PA, ‘Duie Mersmanal dengen N “Haran
Rak ™ wiluk FRJ] “Banfong Raks™ v Matindo, “Apl Parifgsfy wrhk
IPEY Muwp Firbera ™ unluk, PIH "Simer BRGKTT uniuk Partal Smesolk den
"Cafiar Fan® urbitk Part™ Perngusaan meda okl kaiompok-cekimpok
{erimnly  bdok  demaksidkan  unhk  penyamaan  akman,  betapd  lelvh
dwrtahuﬂm Bebegel usehs Unfuk telpp bartaben den mangambanghen
wsata” . Ases tmiversaitas harus diunjung thagi ceh setis heds mgsss
daigm rnungall\egm bertp-bariii. Dangen kotdel yayg destuklian, moedln
massa marnang benar-berar bardanggungdewsh lethadap kelwyradazn dan
pengembangan keglaten kamurmkas! polith yasg diakuken measysrakal ke
arah yang lebh bak

E KESIMPULAN

Homunikaai podfk adekeh fushs pesgn bermustan pofie  yag
dissfrpaikpn munlikalar dengan moksld aer komumikan erpengandh dan
manukidl seperl apa yeng disampekan  komunihgtor. Derl  pengettian
st lamsiel fahwa terdapat srsmuneur dalam omurwkass politik vy
komuneior polllk. praan politk, medks polik, omuniken dsn ek

Pangertian birohras: dapesl durdkan alagiipe kalegor yoiu broksas
gdatem peigarman yeng bak atar ragional, beckoas! dalsm  pengerian
sgbpgal suahy penynkll dan berckrasl delsm pengertion namral  Bleodra
dolam pengenlan vaine-fea (petral) valhd dalam penperien lerbatos dan

* Tribuana Said, Op.cit., him. 150
3 Lihat lampiran B
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titak tarkat dafam pengerban bal bunde Strokiur birckeas! yang deat by
adalall birokresl yang cifuiuhkan wik mancapa: tujranduluen of girisas)
defigan  MENUNRKEN  rEnBip-prnsip  hisrarkp  untuk pargmeazan o
parilbinaan, perafuranperthuran dalam peleb:annen tuges, jerjang karier
dan smtem lkengden mangkat Mengnd Crowch, blrokmas o indonesia
mengandung fge ad utema ysiy lembaga poliilk varg dominan adaEh
birokras, lembagHamisn poliie @ineys sepeni pademan parpol  dan
knlormpoh keperdngan barada dalkm deadaun lemah sabingga tideh mampu
margimbangl brokrasi masza o LAr DiMkezd] secors pollk gon olonomi
adziah. g

hisrmahem. penoartan Komuekss pobik dafam biokres bukem
borarl brohrasi kv kecl dent kpmunikats potitlk Dalées poad i, Brokas)
hares heris pade powdil yeng netrd Pade saly Sa i@ horws mismo
menarnpung EopRls permatalanan oEn ospirasl mAkyal, pada m lal B
hany mempy  menyempakan  ofgrmasinionmasi  yacg o dibolabican
magsyarska . Peda masa Orde bany, kaberpibakan Blegkmsi pada seish saiu
kgkualan poitk dan pangusean modis massa oeh okrasi metyobebican
kormunikasi  poitie mosmmmke  mecjasdl  Breongleog o Mamasuv e
roformas, sebagd mdindy mereka diberkan Kababesen wilk  mamidih
ol yarg déehendail bhad nuranings. Namon sebopsl DUokres), merake
harue darahhan peda possi yeng natal Kondin vang dermidan akon
membaniy  meninpkatkan s kegja lertBmg fungel peleyanan kepats
masyarakal Demiklan kirgrnya, media messa sering digunakan eebagad abal
oRinm kegAlen komunikes polik la harus neirsl dalam menyajikan berits-
bortanys. Komdisl nd akan mambanta  seksd  dalem  menmgkalkan
kedewassan Rehidupan poltk bangas Dengan memperhaliken panjslasan
larsebul, kehitdupan komunlkasd polidih rascygrokat me dapat harkambarg
gehat danfen brohme| sabagal pengaysriya.
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Lampiran: A

PEMIHAKAN POLITIK PERS SAAT INI

1

N = 272"

: PEMIHAKAN | JUMLAH | PERSEN
Corong pemerintah/mititer / Golkar |18 | 581 |
Perparjangan  tangan  parpol/organmasi 26 9.6
Alat pemilik madal untuk mengakumulasikan 9 3a

| keuntungan = . —

. Menjadi kelompok kepentingan vang mandiri = 25 | 92
Alat kontrol sosiol masvarakat e | 48
Penyajy nformasi  faktual sejaubh  tak 1
menyinQgiun g birokrasi _1 ) Weiii iz 2 =)
Oparturis 1 04
Can  selamal  untuk  menghindan | 1 04
pembredeian _ I
Tak_meniawab 3 | ke

d
Sumber | Pami Hadi, Fors sebsgai kekuatsn Poiilic (Refleksr dan Sebush Jajak Pendapal)
dalam M Dawam Raharjo (ed), Refarmasi Polibk, him, 300,

* ) N =272 adalah Mahasiswa FISIP Ul Depok dari semua jurusan, Apri
1997. Mereka umumnya duduk di tahun pertama (952 persen) sisanya d
tahun kedua hingga tahun ke empat. Responden laki-laki 449 persen dan

responden perempuan 55,1 persen
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Lampiran: B

DAFTAR MEDIA CETAK Di INDONESIA DAN GRUP PEMILIK

I GRUP/PEMILIK ~— KORAN TABLOID MAJALAH

| Bakas/indoMeula Nuss Tengpars, | Gema Olshraga, nfo | Popular
Shar Pagi, Targel | Bsnis

: Berita Buana

Kompas/Gramedia Kompas, Surya, | Nove, CiHra Otomotit, | Intisari Bobo, Hai.
Bemas Serarmbl | Pramuka Hopla, | Kawanku,
Pos Mawku, Por | Kontan Jakarls- | Angkasa, T
Kupang. Suara | Jakarda, Molon  Info

| Temtim Ta wien, | Komputer Auwvi Gesit

= Sriwiiaya Pos FoloMedin =3

Jawa Pos Jaowa Pos, Merdeka, | Kompulek, Kompatls) wty. Putera
Manado Pes Akcaya, | Nyata Agrobisnis, Jews | harapan D&R,
Fajar, FRlau  Poa | Anyar Prospek
Sumatern  Expreas,
Suara Indonesla,
Cendrewasil Fos,
Suam Matuku.

MercuSusr,  Kerym
Dhame,

Memorandum, Suars
Muss,  Manufung,
Halieng Poa,
Semarsk, Modka IGta

Independen,
Tarmama, Lamoung
| Bimantra Cim Lamiam Widonesian ObServer | wWanite Indonesia Vista |
Pos Kola Pos Kots Terbil Branis Mantim: Wams San Fim
Pos i, Adosi
Femina Feminge. Gadis,
Dewl Ayahbunda,
Sartil:s
| Subenta Ciira Mode FanasiAle
Era Media/Gatra aron, Gatn Ak Angk |
b — sm -
Republia Ropuhlika . indoposia | Add Liram at
Times
Graful Matre,
Swasimbada,
Hurmor o
Sahd/Siputre Bisnis indonesia
| SolPos )
Surya Pesindo | Mede indonesis, 1
Lampung Post.
Cinamiios Berita
Bmwmuh Cahayn
iang, Sularwesi
Lllam
P asarRaya Hovian  Exonom Virms
L erRch L

Sumber : Medis Indonesis & Data Consulf, 1997
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TEMPAT/TGL LAHR
PENDIDIKAN
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JABATAN
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